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ABSTRAK

Nama : Rengky Irawan Putra Wahyudi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Hakn&WRuang Bawah Tanah Sebagai

Lembaga Baru Hak Atas Tanah Dalam Perspektif
Perkembangan Hukum Tanah Nasional Indonesia (
Tinjauan Yuridis Hak Atas Tanah - Ruang Bawah
Tanah Di Kawasan Karebosi Link Di Kota Makassar )

Tesis ini membahas mengenai Karebosi Link, dimarjadi pelekatan hak atas tanah
yang sama pada ruang bawah tanah dengan hak a#dsyang berada di atasnya.
Dalam kasus tersebut, dikarenakan tanah diatasngaupekan tanah Hak

Pengelolaan milik pemerintah Daerah Makassar ya@afpdnya diberikan Hak Guna
Bangunan, maka hak atas tanah di bawah nya punikaéngak atas tanah di atas
nya yaitu Hak Guna Bangunan, dengan hak lain Ytk Milik Atas Satuan Rumah

Susun — Non Hunian pada satuan-satuan kios-kiog glabbangun di bawah tanah
tersebut dan diperjualbelikan secara umum. Kepotusduk melekatkan hak atas
tanah yang sama pada ruang bawah tanah dengantdsakanah yang berada di
atasnya, memiliki banyak kelemahan dibandingkangdenmemisahkan hak atas
tanah yang berada di bawah tanah dengan hak atals y@ng berada di atasnya.
Pemisahan tersebut diantaranya dapat dengan mielekiaak baru yaitu Hak Guna
Ruang Bawah Tanah pada tanah yang berada di bawah, tHak Milik Atas Satuan

Ruang Bawah Tanah untuk satuan-satuan ruang baavein tpada Ruang Susun
Bawah Tanah, ataupun hak-hak atas tanah lainnyl@maban yang timbul antara
lain terlihat dalam hal Eksistensi, Penguasaan,gkdnWaktu, Peruntukan,

Penjaminan dan Pemisahan Horizontal. Hasil peaelitii menyarankan Agar segera
disusun peraturan perundang-undangan mengenai hemgh tanah dan hak atas
ruang bawah tanah untuk mengakomodir berbagai kegremengenai hak atas ruang
bawah tanah yang saat ini mulai muncul di bebedgsah dan diperkirakan akan
terus muncul seiring dengan perkembangan jamanoliedi, dan keterbatasan lahan
untuk berbagai keperluan.

Kata kunci:
Ruang Bawah Tanah, Hak Guna Ruang Bawah TanahlMHi&kAtas Satuan Ruang
Bawah Tanah, Ruang Susun Bawah Tanah.
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ABSTRACT

Name . Rengky Irawan Putra Wahyudi
Postgraduate Study Program : Masté&laéry
Title : Implementation of Right to Use Basement as

New Institution of Land Rights in Perspective
of Indonesian National Land Law (Juridical
Review of Right to Use Basement in Karebosi
Area at Makassar)

This Thesis discusses about Karebosi Link, whegeethas occurred the inherent of
same land right between basement and land righteabdn that case, because of
land above the aforesaid basement is land witht ighmanage that is owned by
Local Government of Makassar which is in the toptdfas been titled by Right to
building, therefore the title of land right belowesl follow the title of land right
aboved, namely right to building with given otheghts that is right of strata title
ownership — non residential on kiosk units whiclitbo the aforesaid basement and
traded generally. The decision to inherent the stame right between basement and
land right aboved, have a lot of weakness if comgavith decision to separate it.
The aforesaid separation can be conducted amoegsdily inherent it with new right
namely right to use basement toward land whichtéztan the basement, ownership
right of basement for basement units in the starkpace of basement, or others land
right. The weakness which occurred based on thatiomed ideas among others is in
the matter of existence, control, duration, allmoat guarantee and horizontal
separation. Result of this research is suggesimioediately draft the regulation
concerning basement as well as right to use badementhe purpose to
accommodate various necessity about basement wgaigh currently appears in
several area and estimated will continue appeaca@ordance to the development of
era, technology and the limitation of land for wais necessity.

Key words:
Basement, right to use basement, ownership rightasement, stacking space of
basement
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BAB |
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia nmekap salah satu
sumber daya alam yang mempunyai nilai yang sarigggit bagi masyarakyat
Indonesia. Di atas tanahlah manusia atau suatushameypijak, bertempat tinggal,
serta melakukan aktivitas untuk mempertahankanngelangan hidupnya. Tanah
juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalanmexeuhi kebutuhan negara dan
rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pagkat nasional maupun dalam
hubungannya dengan dunia internasional.

Peran tanah yang sangat penting tersebut menimbiatu hubungan
antara manusia dan tanah. Selain kegunaannya $dbagst bagi manusia untuk
menjalankan kehidupan, tanah juga merupakan salahssimber daya alam yang
memiliki nilai ekonomis dan nilai sosial yang sangaggi. Namun, di sisi lain ruang
darat atau tanah merupakan sumber daya alam yamegsdé@iaannya tidak tak
terbatas. Hal inilah yang membedakan tanah dengaber daya alam lainnya yang
sifatnya dapat tergantikan, seperti minyak bumifubéara, dan sebagainya.
Ketersediaan tanah tidak dapat dikreasi atau diyk®cleh manusia.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya arti tanadi bmat manusia, maka
kebijakan pembangunan pertanahan merupakan bagrantidak boleh terpisahkan
dari kebijakan pembangunan nasional. Sehubungamademal tersebut, maka
diperlukan suatu pengaturan secara khusus terhael@manfaatan ruang darat atau
tanah agar dapat memberikan efek positif, baik kegentingan umum maupun bagi
kepentingan pribadi.

Saat ini, pembangunan di bidang ekonomi merupakagiab dari
pembangunan nasional, sebagai salah satu upayk mmewujudkan kesejahteraan

rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasiia Whdang-Undang Dasar
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1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan perobangtersebut, maka baik
masyarakat umum dan para pelaku usaha yang melpmitierintah maupun
masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badam hdikerlukan peranan dan
kerjasamanya.

Pembangunan di wilayah perkotaan termasuk salalu dadgiatan
pembangunan nasional, dalam rangka peningkatanathatan martabat, mutu
kehidupan dan kesejahteraan bagi setiap pendudukddinesia. Pembangunan
tersebut perlu ditingkatkan secara terpadu, teraiah berencana sehingga dapat
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indaneflam berbangsa dan
bernegara.

Meningkatnya kegiatan pembangunan di wilayah pegmt terutama di
wilayah kota-kota besar, dan meningkatnya juga peuki secara alamiah disertali
derasnya arus urbanisasi, memerlukan bertambalebgrdpa hal berikut ini:

1. Penyediaan tempat bermukim atau tempat tinggalpagkidari

bertambahnya jumlah penduduk.

2. Penyediaan tempat usaha atau pusat bisnis danoperalan, akibat
dari meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat daggihya
persaingan hidup.

3. Penyediaan sarana transportasi, akibat dari beatanya mobilitas
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraagka.

Masalah pertanahan merupakan masalah yang pokakdralami oleh kota
besar seperti DKI Jakarta, dengan dinamika aldifitaasyarakat yang tinggi
sedangkan luas persediaan tanah yang dapat digur(@keilable land) sangat
terbatas sehingga potensi terjadi konflik penggandanah.sebagai panduan
pembangunan fisik kota Pemerintah DKI Jakarta mengkgan rencana tata ruang
kota yang disusun dengan pendekatan Land Use Rtamrenghasilkan rencana kota
yang rumit, sedangkan kemampuan pemerintah di bigemyediaan tanah untuk
jaringan infrastruktur sangat terbatas, sehinggaydda rencana infrastruktur yang

tidak terlaksana.
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Meskipun demikian, persoalan tidak berhenti disiggja, faktor
berkembangnya suatu kawasan ekonomi menuntut Kedutlahan yang sangat
tinggi padahal jumlah lahan yang tersedia sangbatas. Sebagai alternatif, jumlah
bangunan yang dibangun secara vertikal juga meatngidak sebanding dengan
perkiraan lahan yang tersedia. Salah satu yangadaiepijlihan adalah Penggunaan
Ruang Bawah Tanah dibawah gedung sebagai aksdésal/é&g bawah. Akibat dari
hal ini maka masalah lingkungan secara umum daaknys sistem hidrologi air
tanah tidak bisa dihindarkan.

Selain itu, aspek pertanahan merupakan salah satur penting yang harus
dapat dikendalikan dalam pelaksanaan pembanguagnditingkat nasional maupun
daerah. Pembangunan yang terus menerus dilakukark tmewujudkan tujuan
nasional. Sejalan dengan perkembangan pembango@aman kota menjadi sangat
dominan, baik di bidang politik, ekonomi, maupusiabsehingga akan terjadi proses
pemusatan kekuatan ekonomi pada kota.

Pengendalian aspek pertanahan ini antara lain jbantuagar pemanfaatan
tanah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat
tidak merusak lingkungan
sesuai dengan kondisi fisiknya
sesuai dengan nilai ekonomi dan nilai sosial tanah

tidak boros, dan

-~ 0o 2 o T

sesuai dengan prosedur/hukum yang berlaku
Kriteria diatas memberikan indikasi bahwa berb&gaijaksanaan bukan saja
harus terarah, tetapi juga harus memiliki legitimzesk secara legal maupun sosial
sehingga dapat diimplementasikan dengan optimal.

Sebagaimana diketahui bahwa penguasaan dan pe@agguaaah oleh
siapapun dan untuk keperluan apapun di Indonesiaishdilandasi hak atas tanah
yang diatur dalam hukum tanah nasional kita, sedeagan status hukum yang
menguasai dan peruntukan tanahnya. Hak-hak atesh tgang tersedia untuk

penggunaan di wilayah perkotaan adalah Hak Miligk Fbuna Bangunan dan Hak
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Pakai yang merupakan hak-hak atas tanah yang prianénya yang diberikan
langsung oleh negara. Selain itu disediakan putbdgai hak sekunder yang bisa
diberikan oleh pihak yang memiliki tanah kepadaakiHain, seperti Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Banglinan.

Sehubungan dengan itu, muncullah pertanyaan, sejanh lembaga hak-hak
atas tanah yang dikenal dalam Undang Undang Polgrkria sekarang ini masih
mampu mengakomodasi berbagai bentuk bangunan, kaega terbatasnya ruang
tanah yang tersedia, ditunjang oleh bertambah rgajteknologi, dimana telah mulai
menggunakan ruang di atas tanah dan tubuh bumidibganalf.

Menurut Hukum Adat, tanah mempunyai arti lebih gpe&arena sifatnya
yang magis religius. Hal ini diyakini oleh masyaatldat karena di situlah tempat
tinggal leluhurnya. Keterkaitan antara masyarakat &elompok manusia dan tanah
sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan, hubuaygamersifat abadi. Secara
geologis agronomis, tanah adalah lapisan lepasyk@am bumi yang paling atas,
yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan.sébabnya kemudian
dikenal istilah tanah garapan, tanah pekaranganahtapertanian, dan tanah
perkebunah Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan baamgutinamakan
tanah bangunan.

Secara yuridis dikatakan bahwa tanah dikualifilsesiagai permukaan buni
Kedalaman lapisan bumi (tanah) adalah sedalammifisgak, lapisan pembentukan
humus dan lapisan dalam. B. Ter Haar BZN memandahgva tanah tidak dapat
dipisahkan dengan manusia yang mempunyai hubundap Antarsesama manusia

yang teratur sedemikian pergaulannya. Tanah mengpuwifat sebagai benda yang

! Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,aB# Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakdjambatan, 2008), him. 462.

2 bid,.

¥ Achmad Sodiki, Pembaharuan Hukum Pertanahan Nalsibalam Rangka Penguatan
Agenda Landreform, (Jakarta : Arena Hukum, 199in), 49.

* Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Penguasaan Tanabad®® Masyarakat Sedang
Berkembang, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Naldizepartemen Kehakiman, 1982), him. 1.
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menyimpan kekayaan yang menguntungkan, merupakanaséempat tinggal bagi

persekutuan hukum dan seluruh anggotanya sekatigansberi penghidupan kepada

pemiliknya, serta merupakan kesatuan di mana pantiliknya akan dikubur setelah
meninggal, sekaligus merupakan tempat leluhur getsan selama beberapa
generasi sebelumnyaPertalian yang terjadi demikian inilah terasagsarberakar
dalam alam pikiran masyarakat (umat manusia) teqh&ahah.

Sebagai komparasi mengenai pengaturan pengertrah,tderikut adalah
ketentuan mengenai definisi tanah pada 2 (dua)aggengga Indonesia:

1. DalamNational Land Code Malaysi&1965) Pasal 5, pengertian tanah yang
disebut land meliputi (includes):

a. that surface of the earth and all substances fognivat surface;

b. the earth below the surface and all substariberein;

c. all vegetation and other natural products, whetl@r not requiring the
periodical application of labour to their productipand whether on or below
the surface;

d. all things attached to the earth or permanentlytdasd to anything attached
to the earth, whether or not below the surface; and

e. land covered by water.

2. LandTitles Act Singaporg1993) Pasal 4 mendefinisikan land sebagaktieri
"The surface of any defined parcel of the earthd afi substances thereunder
and so much of the column of air above the suréacs reasonably necessary for
the proprietor's use and enjoyment, and includeg estate or interest in land
and all vegetation growing thereon and structuréisxed thereto or any parcel of
airspace or subterranean space held apart fromsindace of the land as shown
in an approved plan subject to any provisions ® tontrary the proprietorship

® | Gede WiranataHukum Adat Indonesia, Perkembangannya Masa ke MBsadung :
Citra Aditya Bakti, 2004), him. 224-225.

® HarsonoOp. Cit.,him. 21.

" Ibid.,
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of the land includes natural rights to air, lightater, and support and the right of
access to any highway on which the land abuts"

Ada persamaan hakiki tentang pengertian tanah daldimyuridis seperti
dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaihwa yang dimaksudkan
denganland adalah juga permukaan bumi, tetapi diperluas f@nmgegliputi juga hak
atas tubuh bumi di bawah dan ruang udara di atadagan batas-batas keperluannya
yang waja’’

Perbedaan lain adalah mengenai kepemilikan bangileratanaman yang ada
di atas tanah. Malaysia dan Singapura, sepertiraggggara lain pada umumnya,
menggunakan tanah acessie, sehingga kepemilikemeyputi juga hak atas tubuh
bumi di bawah dan ruang udara di atasnya dalans lyateg wajar.

Dalam hubungan dengan itu dan apa yang dikemukaikatas, dalam uraian
mengenai pengertian tanah, pernah di dunia baetlad diperlakukan asas hukum
“Cuius est solum eius est usque ad coelum et a#ifgang artinya Barangsiapa
memiliki tanah (permukaan bumi), dia juga memiBkigala apa yang ada di atasnya
sampal surga/nirwana dan segala apa yang ada dihbge sampai pusat bumi.
(Butt, Peter, 1996, Land Law, 3rd ed. The Law Bd&mpany Limited, Sidney,
halaman 12).

Sehubungan dengan itu, disimpulkan oleh Kratodhwa karena pengertian
tanah meluas sampai pusat bumi, maka terang balesdlilp tanah biasanya
memiliki juga mineral-mineral yang merupakan bagtami tanah. Hal ini berbeda
dengan yang diatur dalam UUPA dalam Penjelasan| Basiimana menyatakan
bahwa Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayak-hak atas tanah itu hanya
memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewemewgnang yang bersumber
daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan géng terkandung didalam

tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karenantia pengambilan kekayaan

8 Ibid., him. 22
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yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tergemditentuan ini merupakan
pangkal bagi perundang-undangan pertambangan idaiaitanya’

Sementara di Negara Bagian Amerika Serikat (ArkenKansas, Missisipi,
Ohio, Pennsylvania, Texas dan West Virginia), yahsebut Ownership States,
minyak bumi dan gas, seperti halnya batubara daenalilainnya yang ada di dalam
tubuh bumi di bawah tanah adalah milik yang emputaysah. Menurut anggapan
negara-negara bagian tersebut, minyak bumi daiyayag ada di bawah tanah dalam
keadaan alamiahnya berada tetap dan tidak berdaralokasi di bawah batu-batuan
dalam tubuh bumi. Dan Sementara di Negara Bagiarerka Serikat lainnya
(California, Lousiana dan Oklahoma) jika di bor gak akan mengalir dari tempat
semula ke lokasi lain, hingga tidak selalu akaapedberada dibawah tanah yang
bersangkutan. Maka dalam hukum negara-negara begsebut minyak bumi bukan
milik yang empunya tanah, sebelum dia berhasil nmepzodan menguasainya secara
fisik (Kratovil, Robert, 1974Real Estate LawPrentice-Hall New Jersey, halaman 5-
6).10

Dalam hukum Negara Bagian New South Wales, Ausfraémua minyak
bumi dan helium adalah milik Crown, yang penguasgarada pada Negara Bagian.
Emas dan perak juga milik Crown, selama belum setesyas diberikan denggrant
kepada pihak lain. Pemilikan mineral dan bahanagalainnya tergantung pada apa
yang ditentukan dalamrant pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.idiéa t
secara tegas dinyatakan, maka emas dan perakuets&p menjadi milik Crown,
sedangkan mineral dan bahan galian lainnya yanglatden tubuh bumi di bawah
tanah yang diberikan itu adalah milik pemegang kiakn

Kembali ke Hukum Tanah Nasional kita, menurut keeten Pasal 4 Undang-
Undang Pokok Agraria, yang dimaksud dengan tanaialdpermukaan bumi.
Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permuolkadnyaitu bagian tertentu dari
permukaan bumi yang merupakan satuan yang berbataderdimensi dua, yaitu

% Ibid., him. 22

%1pid.,
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dengan panjang dan ukuran lebar tertentu. Karebalesgg tanah dipunyai dan
dikuasai dengan tujuan untuk dipergunakan, tidakgkin untuk keperluan apapun
jika yang dipergunakan hanya permukaan bumi ita. ddpka dalam Pasal 4 ruang
penggunaannya diperluas meliputi pula sebagiangrudara diatasnya dan sebagian
tubuh bumi dibawah tanah yang bersangkutan, teybatduk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah eamubumi) yang
bersangkutan. Ruang udara dan tubuh bumi yang glipekan itu bukan hak
pemegang hak atas tanah, dan karenanya ia tiddkaloaintuk menyerahkan
penggunaannya kepada orang lain, apabila tidakuiepenggunaan permukaan
buminyal*

Dengan pengertian demikian, ditinjau dari sudutggemaannya objek hak
atas tanah praktis berdimensi tiga, yang pada keagaya, selain permukaan bumi,
meliputi pula ruang diatas permukaan bumi dan rwaigm tubuh bumi, berukuran
panjang, lebar dan tinggi atau dalam.

Hukum Tanah Nasional Indonesia menggunakan asassg®n horisontal
antara tanah dan bangunan yang ada diatasnya.ddedeagaracessie dalam asas
pemisahan horisontal, bangunan yang ada diatak,taonkan merupakan bagian dari
tanah yang bersangkutan. Hukumnya pun berbeda. UWyaiinangunan itu adalah
milik yang mempunyai tanah. Tapi bisa juga milikhgk lain. Dalam hal yang
demikian keberadaan bangunan tersebut harus adkzskamhak nya.

Bangunan-bangunan yang memerlukan ruang di daldmhtdoumi, yang
secara fisiknya tidak ada kaitannya dengan bangyaag berada di permukaan bumi
di atasnya. Misalnya bangunan untuk kegiatan upahtakoan, restoran, stasiun dan
jalan kereta api bawah tanah dan lain-lain. Untulsuk dan keluar yang
bersangkutan memang diperlukan penggunaan sebagianmukaan bumi untuk
lokasi pintu. Tetapi karena bagian utama struk@amgonan berada di dalam tubuh
bumi, isi kewenangan yang bersumber pada hak ated tsebagai yang ditetapkan

dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria, yanganga mengenai penggunaan

1 \bid., him. 463
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permukaan bumi, tidak mungkin ditafsirkan mencakuga keberadaan dan
penguasaan bangunan-bangunan dibawah tanah tefsebut

Satu hal yang menjadi kendala ialah bahwa UUPArbgbernah mengatur
tentang penggunaan ruang bawah tanah. Undang-Un@empterbit di luar UUPA
yang berkaitan dengan ruang di atas tanah yaitiakptUndang Nomor 16 Tahun
1985 Tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Noniahdn 1992 Tentang
Perumahan dan Pemukiman, akan tetapi Undang-Undargebut mengatur
mengenai bangunan yang didirikan di atas tanatarbdkbawah tanah.

Dewasa ini, kebutuhan akan penggunaan ruang baavedh tdi Indonesia,
Khususnya di daerah DKI Jakarta, telah dirasakanaken mendesak, berkaitan
dengan makin mendekatnya pelaksanaan jalan kepetdhaavah tanahs(bway
maupun bangunan-bangunan ekonomis lainnya di béaveii seperti pertokoan dan
pusat bisnis.

Di lain pihak, penerapan Hak Atas Tanah yang teldh atas bangunan-
bangunan yang berada di bawah tanah dalam HukumhTdasional Indonesia saat
ini belum cukup mengakomodir akan kebutuhan-kekariumengenai penggunaan
tanah dan kepemilikan tanah di masa yang akanglatan

Contohnya adalah Karebosi Link di Kota Makassaafispertokoan di bawah
tanah, di mana bangunan di atas nya merupakandapasepak bola umum milik
pemerintah daerah dengan status Hak Pengelolademgiean uniknya, dikarenakan
belum adanya pengaturan mengenai Hak Guna RuangB&anah maupun Hak
Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah, maka Hak yhsgmatkan kepada unit-unit
toko pada Karebosi Link tersebut pilihannya jat@pd&da Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun-Non Hunian yang dibangun pada tanahGiaia Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan.

Sehubungan dengan itu, untuk mengakomodasi kelmraddan
penguasaannya diperlukan lembaga hak baru mengtakaiAtas Tanah - Ruang
Bawah Tanah, yaitu dapat beruplak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT)

12 1pid., him. 466
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dan/atauHak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah (HMSRBT) untuk
melengkapi khasanah hukum tanah nasional kita. &slathan kekosongan hukum
inilah yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dari itaulge tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai Hak Guna Ruang Balatah yang dituangkan
dalam tesis berjudulPENERAPAN HAK GUNA RUANG BAWAH TANAH
SEBAGAI LEMBAGA BARU HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTI F
PERKEMBANGAN HUKUM TANAH NASIONAL INDONESIA (Tinjau an
Yuridis Hak Atas Tanah - Ruang Bawah Tanah di Kawaan Karebosi Link di

Kota Makassar) “

2. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang delafikan di atas, dalam
penelitian ini penulis memberikan batasan-batagamusan permasalahan yang akan
diteliti, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan dan penerapan mengenahtdsklanah
yang telah ada atas Ruang Bawah Tanah dalam HukanmahT
Nasional Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah penerapan lembaga Hak Atas Tanah nmeerigaang
Bawah Tanah ( Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan Hik Mas
Satuan Ruang Bawah Tanah ) di Kawasan Karebosi dinKota
Makassar ditinjau dalam perspektif perkembangan uruKTanah

Nasional Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harusdatkem suatu penelitian
yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahMatodologi dalam suatu
penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman dalampal@jari, menganalisis dan

memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.
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Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitiain maka metode
penelitian yang digunakan adalah metode normat#ituy penelitian terhadap
efektivitas asas-asas, sistematika hukum yang iv@nkdengan masalah terkait.

Tipologis penelitian ini adalah bersifat eksplamigtdkarena bersifat untuk
menguraikan secara lebih mendalam atas lembagaHekuGuna Ruang Bawah
Tanah dan mencoba untuk melihat dan menguji petatesaapa saja yang terdapat
dalam kebijakan pengaturan mengenai hal tersekatditerapkan dalam Hukum
Tanah Nasional di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam peaneiit adalah yuridis
normatif melalui pendekatan histori, penafsiran angdundang, dan perbandingan
undang-undang, dengan berupaya mempergunakanateganenitikberatkan kepada
peraturan-peraturan yang berlaku serta literateraiur yang relevan dengan topik
yang dibahas.

Dari segi bentuknya penelitian ini diarahkan sebagmelitian preskriptif,
yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mangpa yang harus dilakukan
untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesigdaliah data primer dan
data sekunder. Data primer didapatkan dari wawandangan narasumber terkait
permasalahan, sedangkan data sekunder dihimpurnumpémnelitian kepustakaan,
yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-gadagang mengatur
dan berkaitan dengan bidang agraria dan penataag.ru

2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasangenai bahan
hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-bukuikat, laporan penelitian,
dan tesis yang membahas dan terkait bidang aglani@enataan ruang.

3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjpaign hukum primer
dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, buku gagamserta internet

yang dapat disebut sebagai bahan referensi.
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Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pénelini adalah studi
dokumen, yakni mencari dan mengumpulkan data sekuseperti buku, peraturan
perundang-undangan, serta karya ilmiah.

Analisis data yang digunakan adalah dengan perateKaialitatif sebagai
hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantiagat @liambil kesimpulan yang
dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang mermaiurelevansi untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan rumusan permasalahan dafeatitipe ini.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan seigensebagai berikut:

BAB | : Bab ini mengemukakan mengenai latar bexrtakpermasalahan, pokok

permasalahan, metode penelitian, dan sistematikalipan.

BAB I : Bab ini berisi uraian umum mengenai Hakaé Tanah dalam Hukum
Tanah Nasional, Pengertian dan uraian umum mengtaiaMilik Atas
Satuan Rumah Susun, Pengertian dan tinjauan Hals Atnah
mengenai Ruang Bawah Tanah dalam berbagai peratdcaum
Indonesia, Sejarah Kawasan dan Revitalisasi KarebAsalisis
mengenai status Hak Milik Atas Satuan Rumah Susada Kawasan
Karebosi Link dan Penerapan lembaga baru Hak Adasf ( Hak Guna
Ruang Bawah Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Ruaagah Tanah )

pada Kawasan Karebosi Link di Kota Makassar.

BAB Il : Bab ini merupakan penutup, yang berigmgulan dan saran dari
penulis.
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BAB Il
PENERAPAN HAK GUNA RUANG BAWAH TANAH
SEBAGAI LEMBAGA BARU HAK ATAS TANAH

2.1 TEORI HAK ATAS TANAH
2.1.1 HAK MENGUASAI NEGARA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraissar Pokok-Pokok
Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Rolk&graria (UUPA)
merupakan Undang-Undang yang pertama kalinya mempatkan konsep Hak
Menguasai Negara.

Perumusan pasal 33 dalam UUD 194Bufhi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negaran dhApergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyatInilah dasar konstitusional pembentukan dan
perumusan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dabpokok dari pasal ini
adalah sejak awal telah diterima bahwa Negarad&otpur untuk mengatur sumber
daya alam sebagai alat produksi, dan pengaturaebigr adalah dalam rangka untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penghubungannyedbarsifat saling berkait
sehingga penerapan yang satu tidak mengabaikanlgiang

Setelah proses pembahasan RUUPA yang berlangsuregapa lama, Mr.
Sadjarwo sebagai Menteri Agraria saat itu mengumapgidato pengantarnya.
Dikatakan dengan jelas bahtta

13 Republik Indonesid)ndang-Undang Dasar Tahun 194Basal 33 ayat (3) naskah asli, dan
tidak mengalami perubahan hingga Amandemen V.

14 pidato Pengantar Menteri Agraria dalam Sidang FR-12 September 1960 oleh Mr.
Sadjarwo. DalanRisalah Pembentukan UUR#an Boedi Harsono, 199Blukum Agraria Indonesia:

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, dan Pelaksanaannyaedisi revisi,
Djambatan, Jakarta, hal. 585.
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“...perjuangan perombakan hukum agraria nasionatjdlan erat dengan sejarah
perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dengkraman, pengaruh,
dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuanganaitani untuk membebaskan diri
dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah p@amerasan kaum modal
asing...”.

Semangat untuk mengisstelsel negara baru pasca kemerdekaan ini
dipengaruhi oleh dinamika dari pelbagai ideologn d&kuatan sosial-politik yang
memberi sumbangan dalam pergerakan anti kolonialism Soetandyo
Wignjosoebroto menyatakéh
“...yang sangat dipentingkan pada saat itu memangab resultat-resultat hukum
perundang-undangan yang dibuat. Dalam suasana DeaspKTerpimpin yang
hendak lebih ditegaskan dan diungkapkan pada wdlt@adalah kerevolusineran
tekad untuk menolak pikiran-pikiran yang berasali aeegeri-negeri liberal kapitalis
yang dituduh akan meracuni jiwa bangsa...”.

Semangat menentang strategi kapitalisme dan kdkmia yang telah
menyebabkan terjadinya “penghisapan manusia atasusiad Exploitation de
’homme par 'lhommpdi satu sisi; dan sekaligus menentang stratesiakeme yang
dianggap “meniadakan hak-hak individual atas tarmihgisi lain menjadi landasan
ideologis dan filosofis pembentukan UUPA.

Dalam Penjelasan Umumnya, dinyatakan dengan jelalswd tujuan
diberlakukannya UUPA adalsh
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukumri@agnasional yang akan

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebalmagiaa keadilan bagi

negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakatadihdan makmur;

15 Soetandyo WignyosoebrotoDari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Bes
Politik Perkembangan Hukum di Indonesjdakarta: Rajawali Press, 1994), hal. 159.

16 1bid., hal. 213.

" Republik Indonesidndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketenbesar
Pokok-Pokok Agraria (UUPAPenjelasan Umum Angka I.
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b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesaamarkesederhanaan dalam
hukum pertanahan;

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastikum mengenai hak-hak
atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pengertian tanah secara yuridis menurut Boedi Hargelah diberikan
batasan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1960 (UU##)g menyatakan bahwa : “
Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimanakslid dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan fgang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh eoaagg, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-bakum ”.

Jadi tanah dalam pengertian yuridis adalah pernmukaani, sedangkan hak
atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu pssmmuBumi, yang berbatas,
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan [€bar.

Tanah dipunyai dan dikuasai bertujuan untuk diganakmaka untuk
memenuhi segala keperluan penggunaan tidak harlyatds pada permukaan bumi.
Pengertian Ruang diperluas, meliputi sebagian ruafsga diatasnya dan sebagian
tubuh bumi dibawahnya. Penggunaan sebagian tubuhi buisalnya dalam
membangun rumah memerlukan pondasi bangunan, aaguiban rumah dibuat
bertingkat, merupakan penggunaan sebagian ruamg.uda

Wewenang penggunaan atau pemanfaatan yang bershakbbak atas tanah
menurut penjelasan Pasal 8 UUPA, dibatasi :

1. Sekedar diperlukan yang langsung berhubungagagepenggunaan tanah

yang bersangkutan;

2. Penggunaan sebagian ruang udara dan atau/ loasradp tanah yang tidak

termasuk wewenang pengambilan kekayaan alam dalboh tbumi, air

dan ruang angkasa.

18 Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Unddndang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaanny&d. Revisi. Cet.8, (Jakarta: Djambatan, 1988).18.
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Jadi penggunaan atau pemanfaatan hak-hak atastidaklboleh melanggar
peraturan-peraturan pengambilan kekayaan alam dalbah bumi, air dan ruang
angkasa misalnya Undang-Undang Pertambangan, Udiasigng Kehutanan,
Undang-Undang Pengairan, Peraturan Tentang ruaag.ubalam Undang-undang
No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar PokokkPdaria Pasal 2, disebutkan :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 lgadadang Dasar dan hal-
hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumidanr ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamraga gingkatan
tertinggi di kuasai olen Negara, sebagai organikag&uasaan seluruh
rakyat.

2. Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayaéshl ini member
wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, peaggyu persediaan
dan pemeliharaan bumi air, dan ruang angkasa térseb

b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum-hubuhg&om antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hudaiara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengemai, air dan
ruang angkasa.

3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasaiegara tersebut pada
ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebessarbkemakmuran
rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan darerllekaan dalam
masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdekdaulat, adil
dan makmur.

4. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas mlakenya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan naleesymasyarakat
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak berteatanglengan

kepentingan nasional, menurut ketentuan peratugarepntah.
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Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PokokiAgrdisebutkan:

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebaggidjaraksud dalam pasal
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permulkaam, yang
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada damy#owleh orang-orang,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-teanmgerta badan-
badan hukum.

2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat shl pai memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersamgklgeikian pula
tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasekadsr diperlukan
untuk kepentingan yang langsung berhubungan depgaggunaan tanah
itu dalam batas-batas menurut undang-undang inipdagturan-peraturan
hukum yang lebih tinggi.

Kewenangan HMN tersebut dipahami dalam kerangkaurngdn antara
negara dengan bumi, air dan kekayaan alam di dgmnsebagai hubungan
penguasaan, bukan hubungan pemilikan seperti @radgarat maupun di negara —
negara komunis. Negara dalam hal ini sebagai B&eaguasa yang pada tingkatan
tertinggi berwenang mengatur pemanfaatan tanalmdatél luas serta menentukan
dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukuker@@an dengan tanah.
Sebagai penerima kuasa, maka negara harus mengmenejawabkannya kepada
masyarakat sebagai pemberi kdds®engan ini AP. Parlindungan menyebutnya
sebagai hak rakyat pada tingkat Negara

Prof. Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewemanggara ini harus
dibatasi dua halpertama oleh UUD 1945. Bahwa hal-hal yang diatur oleharag
tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi maryasig dijamin oleh UUD 1945.

19 Maria SW Sumardjono, 199Bewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep
Penguasaan Tanah oleh Negadmlam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar @&di#tds Hukum
UGM, tanggal 14 Februari 1998 di Yogyakarta.

20 AP. Parlindungan, 199Komentar atas Undang-Undang Pokok Agratfidandar Maju,
Bandung, hal. 40.

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



18

Peraturan yang bias terhadap suatu kepentingamdambulkan kerugian di pihak
lain adalah salah satu bentuk pelanggaran ters8bseorang yang melepas haknya
harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaamn adil atas pengorbanan
tersebutKedug pembatasan yang bersifat substantif dalam arditypein yang dibuat
oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hesidagai yaitu untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Dan kewenangan ini tidgkatddidelegasikan kepada
pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umamg garat dengan misi
pelayanan. Pendelegasian kepada swasta yang menupakian dari masyarakat

akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenaitgk dimungkinkaft-

2.1.2 HAK - HAK ATAS TANAH

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agramaka berakhir
sudah dualisme hukum Agraria yaitu Hukum AgrariaalAdan Hukum Agraria
Baraf”. UUPA telah mengatur dengan jelas hak atas tanaertsémk milik , hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hakwewabangunan, dan hak tanah
yang bersifat sementara seperti hak gadai, hakausadi hasil, hak menumpang dan
sebagainya. Pengertian bumi meliputi permukaan kyeng disebut tanah), tubuh
bumi di bawahnya serta yang berada di bawah ang@e demikian pengertian tanah
meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dampkaan bumi yang berada di

bawah air, termasuk air 186t

2 |bid. Dua pembatasan tersebut menjadi penting mengiitig&t merupakan suatu konsepsi
pokok dalam UUPA yang kemudian dijadikan sumber dadang-Undang atau pun regulasi lainnya
yang dirumuskan kemudian berdasar perkembangankelantuhan masyarakat. Sebagai contoh,
pembatasan Konstitusi. Dengan semakin kuatnya jpeagaKonstitusi pasca Amandemen terhadap
hak asasi manusia, maka pengaturan tentang perlghhan hak milik atas tanah harus benar-benar
memperhatikan asas ini.

2 pyurnadi Purbacaraka dan A.Ridwan HalBendi-Sendi Hukum Agrari@Jakarta:Ghalia
Indonesia, 1984), hal.23

% Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia............ , Op.dita).6
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Berlakunya hukum tanah adat bagi golongan pribustiupakan manifestasi
dari aspirasi yang berkembang di dalam masyardkagna dalam pemberlakuannya
tergantung dari lingkungan masyarakat yang mendykym sehingga dalam
kenyataannya berlaku hukum tanah adat yang dipehiganleh kekuatan yang
terdapat di dalam masyarakat tersebut. Hukum adaipakan sumber utama dalam
pembangunan Hukum Tanah Nasional, yang berarti &ap@mbangunan hukum
tanah nasional dilandasi konsepsi hukum adat, yhngnuskan dengan kata-kata
Komunalistik Religius, yang memungkinkan penguaséamah secara individu,
dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadialigas mengandung unsur
kebersamadfl Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak messgara
anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dajpustakaan hukum disebut
Hak Ulayaf>. Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam kizloar. Ke
dalam berhubungan dengan para warganya, sedangkaatén berlaku keluar dalam
hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukatmya, yang disebut ‘orang
asing’ atau ‘orang luaf®.

Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritafieda, marga, nagari,
huta). Hak-hak perseorangan atas tanah secarautangatau tidak langsung
bersumber pada hak bersama. Oleh karena itu, walasifatnya pribadi, dalam arti
penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan kednmgey namun sekaligus
terkandung unsur kebersam&arPara warga sebagai anggota kelompok, masing-
masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggnrsgtmgian tanah-bersama
tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan lgduga, dengan hak-hak yang
bersifat sementara, sampai hak yang sampai batisi,wang umum disebut Hak
Milik.

24 Budi HarsonoHukum Agraria Indonesia..........., Qp.cit, hal. 225
?® |bid., hal.181
% Ibid., hal.186

27bid., hal.202
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Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapatkdilasendiri secara
individual atau bersama-sama dengan warga kelomyarkg lain. Tidak ada
kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya s&okektif. Oleh karena itu,
penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat indivitHak milik adat, hak-hak
golongan dan hak-hak lainnya yang sejenis menjaHirhilik sebagaimana diatur
UUPA Pasal 20 Ayat (1) Hak Milik adalah hak turuesmrun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan ngatdietentuan dalam Pasal 6 dan
Ayat (2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kel@apihak lain. Sedangkan hak
ulayat masih tetap dipertahankan dengan syarasisy@tentu sebagaimana diatur
dalam UUPA Pasal 3 yaitu, dengan mengingat ketarkatentuan dalam pasal 1 dan
2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang setugari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya mash haglus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dearang@ng berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangagadenndang-undang dan
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berdema ketentuan UUPA, pada
dasarnya dapat ditarik beberapa prinsip dasar hak tanah yang terkandung
didalamnya, yaitu:

1. Kesatuan hukum agraria untuk seluruh wilayah tamiemengandung makna
bahwa hanya ada satu aturan hukum tanah yang betdatuk seluruh
Indonesia atau yang dikenal dengan prinsip unifikas

2. Semua hak atas tanah berfungsi sosial, artinyailapada kepentingan
pembangunan, kepentingan sosial atau kepentinganumumyang
membutuhkan tanah, maka kita harus rela melepdsklapribadi atas tanah,
dengan syarat harus ada ganti rugi, jadi maknasfusmgial dapat diartikan
diatas kepentingan pribadi terdapat kepentingasaioesat.

3. Hukum agraria Indonesia bersumber dari hukum adat eksistensi hak
ulayat. UUPA Pasal 5 mengatur bahwa hukum agradariesia bersumber
dari hukum adat, maka hukum yang dijadikan dasanbeatukan UUPA
adalah hukum adat yang memenuhi lima (5) unsuty:yai

a. Memihak kepada kepentingan bangsa;
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b. Memihak kepada kepentingan persatuan bangsa;

c. Memihak kepada sosialisme Indonesia;

d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundasi@agan yang lebih
tinggi;

e. Mengutamakan unsur agama.

4. Prinsip persamaan derajat laki-laki dan perempieglam penguasaan tanah
atau disebut juga dengan prinsip kesamaan gender.

5. Prinsip Reforma hubungan hukum antara manusianksia dengan bumi, air
dan ruang angkasa.

6. PrinsipLand Useatau yang lebih dikenal dengan prinsip perencariadam
peruntukan dan penggunaan tanah (penataan ruang).

7. Prinsip nasionalitas atau prinsip kebangsaang yaengandung arti bahwa
hanya warga negara Indoensia yang diperbolehkan pomgyai hubungan
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasag@sing hanya boleh
mempunyai hubungan yang bersifat sementara dengam, lair dan ruang

angkasa.

Hubungan yang erat antara manusia dengan tanadp#trdimana-mana dan
hubungan tersebut diwarnai oleh adanya beragamsifulamah bagi kehidupan
manusia, seperti fungsi tanah sebagai tempat weuksaha, mendirikan rumah atau
bangunan lainnya, untuk tabungan di hari tua dga untuk membaringkan jasad
manusié®. Sifat komunalistik dalam konsepsi hukum tanah ritercermin dalam
rumusan pasal 1 ayat 1 UUPA yang mengatur bahwauselwilayah Indonesia
adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat keslanyang bersatu sebagai bangsa
Indonesia. Hal ini berarti bahwa tanah di seluruifayah Indonesia adalah hak

bersama dari bangsa Indonesia (beraspek perdatdedsifat abadi, yaitu seperti hak

% valerine J.L. Kriekhogf “Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluk
Tengah:Suatu Kajian Dengan Memanfaatkan Pendekatatnopologi Hukum”, (Disertasi Doktor
Universitas Indonesia, Jakarta, 1991), hal.3.
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ulayat pada masyarakat hukum adat. Dengan demiliak, bangsa Indonesia

mengandung dua unsur, yaftu:

1. Unsur kepunyaan bersama yang bersifat perdatai tbtikkan berarti hak
kepemilikan dalam arti yuridis, tanah bersama dahiuruh rakyat Indonesia
yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia, pmaryani menunjukkan
sifat komunalistik dari konsepsi hukum tanah naalion

2. Unsur tugas kewenangan yang bersifat publik untakgatur dan memimpin
penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyairzetsiesebut.

Sifat religius konsepsi hukum tanah nasional teati@alam UUPA Pasal 1
ayat 2 yang mengatur bahwa seluruh bumi, air, dang angkasa termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Bl#pundonesia sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dang angkasa bangsa Indonesia
dan merupakan kekayaan nasiéhal

Fungsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraediagi atas dua (2)
bagian yaitu*

1. Sebagai wadah (di kota) yang terdiri dari; makk, hak guna bangunan
(untuk kantor, tempat usaha, pabrik atau indugd| hak guna bangunan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, taja gasarnya tetap dari
hukum adat), hak pakai, hak pengelolaan (khususkunstansi pemerintah).

2. Sebagai faktor produksi (di desa) terdiri détak Milik (untuk sawah atau
kebun), Hak Guna Usaha (untuk perkebunan, petennd&a perikanan, dan
hak pakai).

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, maka bé&kdtas tanah dibagi ke

dalam dua (2) kategott:

29 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunaw&®ewenangan Pemerintah di Bidang
Pertanahan (Jakarta:Rajawali Press, 2008), hal. 20-21.

%0 1hid., hal.17

3 Arie S. Hutagalung‘Pengadaan Tanah Untuk PembangunarDjsampaikan dalam
Pelatihan Kontrak Infrastruktur, Jakarta:LPLIH FHWBPustus 2010), hal. 2.
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Hak-Hak Atas Tanah Primer yaitu hak-hak atashayang berasal dari
negara, yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna UsaHak Guna Bangunan,
Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Kesemua hak-haktatahk tersebut harus
terdaftar dan memiliki sertifikat

Hak-Hak Atas Tanah Sekunder, yaitu hak-hak t@ash yang diberikan oleh
pemegang hak atas tanah lainnya berdasarkan panj&efjasama dan terdiri

dari hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadandimenumpang.

Status subyek menentukan status tanah yang b&leasdii, yaitu

1.

Warga Negara Indonesia: Hak Milik; Hak Gunahi#sadak Guna Bangunan;
Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Gadai; Hak Usaha BagilHdak Manumpang;
Badan Hukum Indonesia terdiri dari: Hak Gunalis Hak Guna Bangunan;
Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Pengelolaan (khusus biaaleinm Indonesia yang
sahamnya milik negara)
Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing mélipu
a. Hak Pakai (Pasal 24 UUPA) mengatur penggunaeah tanilik oleh bukan
pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturanrmang-undangan.
b. Hak Sewa (Pasal 45 UUPA), yang dapat menjadiegang hak sewa
adalah:
1) Warga Negara Indonesia;
2) Orang asing Yang Berkedudukan di Indonesia;
3) Badan Hukum vyang didirikan menurut hukum Indomeslan
berkedudukan di Indonesia;
4) Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilamdonesia.

%2 Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universita®esia,Sistem Hukum Indonesia

(Jakarta:FHUI, 2005), hal. 153

% Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahui 1&8ang Pendaftaran Tanah, LN.

No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Pasal 4 ayat (1)

3 Arie S. Hutagalung, “Pengadaan Tanah op.cit, hal. 3.
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Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Hak-hak atas thatm dalam Pasal 16 ayat
(1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang PeralDesar Pokok-Pokok Agraria,
yaitu :
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
d. Hak Pakai
e. Hak Sewa
f. Hak membuka Tanah,
g. Hak Memungut Hasil Hutan.

Berikut diuraikan beberapa jenis Hak-hak atas tanah
2.1.2.1 Hak Milik

a. Pengertian dan Sifat Hak Milik
Menurut Pasal 20 UUPA yang dimaksud dengan Hak<Miialah:
“Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dajyaiinyai atas tanaklengan
mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih darilkan kepadaihak lain”.

Hak Milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuhhgalapat dipunyai orang
atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti balnai tersebut merupakan hak
“mutlak”, tidak terbatas dan tidak dapat diganggwa sebagai HalEigendom
Dengan demikian, maka Hak Milik mempunyai ciri-siebagai berikut®

1. Turun-temurun, artinya Hak Milik atas tanah dimakslapat beralih karena
hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggadiad kepada ahli

warisnya.

35 Ali Achmad Chomzah,Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara,
Sertipikat Dan Permasalaha@lakarta: Prestasi Pustaka, 2002), Hal. 5-6.
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2. Terkuat, artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersepang paling kuat
diantara Hak-hak atas tanah yang lain.

3. Terpenuh, artinya bahwa Hak Milik atas tanah tarsdapat digunakan untuk
usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan.

4. Dapat beralih dan dialihkan;

5. Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggon

6. Jangka waktu tidak terbatas.

b. Subyek dan Obyek Hak Milik
Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UURZka yang dapat
mempunyai Hak Milik adalah :
- Warga Negara Indonesia;
- Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah aliel Peraturan
Pemerintah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahdraraksud adalah PP No.
38 Tahun 1963 yang meliputi :
1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara;
2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yangikid berdasarkan
Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958;
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Mentetiafan/Agraria
setelah mendengar Menteri Agama,
4. Badan Hukum Sosial.

Sedangkan menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA, menemtodgdawa: “Orang asing
yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperblak Milik, karena
pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta &arerkawinan, demikian pula
Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraamayb melepaskan hak itu,
di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehmja tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu, Hak Milik tersebut tidak dalgan, maka hak tersebut hapus
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karena hukum, dengan ketentuan hak-hak pihak laimg ymembebaninya tetap
berlangsung”.

Khusus terhadap kewarganegaraan Indonesia, makai semgan Pasal 21 ayat
(4) UUPA ditentukan bahwa :

“Selama seseorang disamping kewarganegaraan Irndogas mempunyai

kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat memptayah dengan Hak

Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat SalPmni’”.

Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tadahgan Hak Milik
adalah hanya Warga Negara Indonesia tunggal daarBddkum yang ditunjuk oleh
pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.

C. Terjadinya Hak Milik

Menurut Pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwarjabenya Hak Milik
menurut Hukum Adat diatur dengan Peraturan Pena¢rinSedangkan dalam ayat
(2) dinyatakan bahwa selain cara sebagaimana dlatam ayat (1), Hak Milik dapat
terjadi karena :

1. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syamg ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;
2. Ketentuan undang-undang.

Hal ini bertujuan agar supaya tidak terjadi hal-hang merugikan
kepentingan umum dan negara. Hal ini berkaitan @enBasal 5 UUPA yang
menyatakan bahwa :

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan giangkasa ialah Hukum
Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepantingsional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengaalisBusilndonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalamngaghdang ini dengan
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu rdengagindahkan unsur-

unsur yang bersandar pada Hukum Agama “.
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d. Hapusnya Hak Milik
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUPA Hak Milik ddyzgtus oleh karena
sesuatu hal, meliputi ;
1. Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena:
a. pencabutan hak (UU No.20 Tahun 1961 tentang Petarabidak-hak atas
Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya);
b. penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya (KEPPR&S5 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuktite@e Umum);
c. ditelantarkan (PP No0.36 Tahun 1998 tentang Pemertilan Pendayagunaan
Tanah Terlantar);
d. ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).

2. Tanahnya musnah.

2.1.2.2 Hak Guna Usaha (HGU)

a. Pengertian Hak Guna Usaha

Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Gusaha adalah hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsuhg\mgara, dalam jangka waktu
sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA, gunaghean pertanian, perikanan
atau peternakan.

Tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan Hak Gsaha itu terbatas,

yaitu pada usaha pertanian, perikanan dan peternaka

b. Subyek dan Obyek Hak Guna Usaha

Disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) UUPA, yaitu ydeggat mempunyai Hak
Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia dan BHadamm yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indan&gmudian di dalam ayat
(2) dijelaskan bahwa apabila orang atau badan hukang memiliki Hak Guna
Usaha tersebut sudah tidak memenuhi persyarataagaetana disebutkan dalam

ayat (1) maka haknya tersebut wajib dilepaskandi@ihkan kepada pihak lain yang

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



28

memenuhi syarat dalam jangka waktu satu tahun.d3ikam jangka waktu satu tahun
tidak dialihkan maka haknya hapus karena hukum.

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usatialathnah Negara dan
Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan oleh negaragfpntah)°

Hak Guna Usaha termasuk syarat-syarat pemberiateyaasuk peralihan
dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkanrotdmientuan Pasal 19 UUPA,
karena merupakan alat pembuktian yang kuat (P2sdlBPA). Selain itu, Hak Guna
Usaha juga dapat dijadikan jaminan utang dengagbditi hak tanggungan.

C. Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Jangka waktu Hak Guna Usaha menurut Pasal 8 PPONm@hun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan k& Rtas Tanah yaitu
paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang demgdtu paling lama 25 tahun.
Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanyeydelah berakhir, maka
kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuarGtiak Usaha di atas tanah
yang sama.

d. Hapusnya Hak Guna Usaha
Pasal 17 PP No.40 Tahun 1996 menyebutkan mengapashya Hak Guna
Usaha, yaitu:

1. Berakhirnya jangka waktu;

2. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang geb@ngka waktunya
berakhir karena tidak terpenuhinya kewajiban-kdveaji pemegang hak
dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaindémaksud dalam
Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14, serta kpoénmsan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

38 Effendi PeranginHukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari SuBahdang
Praktisi Hukum(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1989), hal.258.
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3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hakngtusefangka waktunya
berakhir;

4. Dicabut berdasarkan UU No0.20 Tahun 1961 tentangcdbetan Hak-hak
Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di atasnya.

5. Ditelantarkan;

6. Tanahnya musnah;

7. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No0.40 Tahun 1996.
Hapusnya Hak Guna Usaha tersebut diatas menga&ib&dkahnya menjadi

tanah Negara.

2.1.2.3 Hak Guna Bangunan (HGB)

a. Pengertian Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tewah diatur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian Hak GunagBaan diatur dalam Pasal
35 ayat (1) yang berbunyi :

“Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan da@empunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknydirsedengan jangka

waktu paling lama 30 tahun”.

Pernyataan Pasal 35 ayat (1) tersebut mengandungepi@an bahwa
pemegang Hak Guna Bangunan bukanlah pemegang Hiékatais bidang tanah
dimana bangunan tersebut didirik4n.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 37 UUPA tadlayabahwa Hak
Guna Bangunan dapat terjadi terhadap tanah Negarg gikarenakan penetapan
pemerintah. Selain itu Hak Guna Bangunan dapatdiedi atas sebidang tanah Hak
Milik yang dikarenakan adanya perjanjian yang betlle autentik antara pemilik
tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan emel@lp Hak Guna Bangunan

itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

37 ChomzahQp.cit.,hal.190.
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Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepé#tak lain serta dapat
dijadikan jaminan hutang. Dengan demikian, makatsifat dari Hak Guna
Bangunan adalafi®

1. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunartadi tanah yang bukan

miliknya sendiri, dalam arti dapat diatas Tanah &fag@taupun tanah milik
orang lain.

2. Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapatghpgng 20 tahun lagi.

3. Dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain;

4. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebakitAnggungan

b. Subyek dan Obyek Hak Guna Bangunan

Guna Bangunan dapat dipunyai oleh Warga Nega@nbsla maupun badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia datkdsudukan di Indonesia. Hal
tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undangridndlokok Agraria. Pada ayat
(2) dijelaskan bahwa:

“Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak GunaBen dan tidak

lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam @yaPasal ini, dalam

jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengaiithak itu kepada
pihak lain yang memenuhi syarat”.

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pihak laingyamemperoleh Hak Guna
Bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat kerselika Hak Guna Bangunan
yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihledand jangka waktu tersebut maka
hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bdtakehak pihak lain akan
diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang diketap dengan peraturan
pemerintah.

Mengenai tanah yang dapat diberikan dengan Hak @arsggunan telah
diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No.attum 1996 tentang Hak Guna

38 |bid., hal.31.
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Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas T&ilahmelihat pada Pasal 37
UUPA, maka dapat dimengerti bahwa Hak Guna Banguiagat diberikan di atas
tanah Negara yang didasari penetapan dari penterirBalain itu Hak Guna
Bangunan juga dapat diberikan di atas tanah Hakk Mierdasar pada adanya
kesepakatan yang berbentuk otentik antara pemdikalt dengan pihak yang
bermaksud menimbulkan atau memperoleh Hak GunauBamgtersebut.

Melihat pada ketentuan Pasal 21 PP No.40 Tahun,1®8&a tanah yang
dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalabhThlegara; Tanah Hak
Pengelolaan; dan Tanah Hak Milik. Dengan demikiapadl diketahui pula bahwa
obyek dari Hak Guna Bangunan adalah Tanah NegareghTHak Pengelolaan dan
tanah Hak Milik dari seseorang.

Ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan yang dibedkatas tanah negara
dan tanah Hak Pengelolaan, diatur lebih lanjutrddtatentuan Pasal 22 dan Pasal 23
PP No. 40 Tahun 1996, dan pada dasarnya Hak GumguBan yang diberikan di
atas tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaan dibebkrdasarkan Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, dengan mempidratketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BRN3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalanusapuPemberian Hak Atas

Tanah Negara.

C. Jangka Waktu Hak Guna Bangunan
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUPA, Hak Guna Bamgdiberikan dalam
jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat dipgapg dengan waktu 20 tahun
lagi, selain itu Hak Guna Bangunan dapat beralthdialihkan kepada pihak lain.
Mengenai jangka waktu pemberian Hak Guna Banguoga fliatur dalam
Undang- Undang No. 40 Tahun 1996, pada Pasal 23 Hymenyebutkan bahwa :
"Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pashberikan untuk
jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat dipgapg untuk jangka
waktu paling lama 20 tahun”.

Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa :
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“Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan pempgannya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, leepallas pemegang hak

dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunaasitatah yag sama”.
Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 29, disebubamwa:

1. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diberikatuk jangka waktu
paling lama 30 tahun.

2. Atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna Bamg@mgan pemegang
Hak Milik, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Mildpdt diperbaharui
dengan pemberian Hak Guna Bangunan baru dengaryaigadibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajdftarkan. Maksud
dari ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 tersebut paitwa Hak Guna
Bangunan yang diberikan di atas Tanah Negara e tdak Pengelolaan
dapat diperpanjang selama 20 tahun kemudian, skalanglak Guna
Bangunan yang diberikan di atas tanah Hak Mililkidapat diperpanjang
melainkan hanya diperbaharui setelah berakhirnymkg waktu yang
ditetapkan dalam pemberiannya tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk dapat diperpanjang mawpperbaharui hak

guna bangunan tersebut antara lain, yaitu:

a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dé&egdaan, sifat
dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. Syarat-syarat pemberian hak, dipenuhi dengan biak pemegang
hak;

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemiegigng

d. d.Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Uateg RVilayah
yang bersangkutan.

d. Hapusnya Hak Guna Bangunan
Ketentuan mengenai hapusnya Hak Guna Bangunamudidatam Pasal 40
UUPA, yang menyatakan bahwa :

Hak Guna Bangunan hapus karena:
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Jangka waktunya telah berakhir;

Dihentikan sebelum waktu berakhir karena salah satarat tidak
terpenuhi;

Dilepaskan oleh pemegangnya sebelum jangka wakékiie;

Dicabut untuk kepentingan umum;

Tanah tersebut ditelantarkan;

Tanah itu musnah;

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

Ketentuan Pasal 40 UUPA tersebut selanjutnya jugdéud dalam Pasal 35 PP No0.40
Tahun1996, yang menyebutkan :

1. Hak Guna Bangunan hapus karena :

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkaand&eputusan pemberian

atau perpanjangannya;

b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang web@gngka waktunya

berakhir karena:

1.

2.

Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hddn/atau
dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana didalaam Pasal 12,
Pasal 13, dan/ atau Pasal 14;

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuateimmyang tetap;

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hakngtuselangka waktunya
berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun;1961

e. ditelantarkan;

f. tanahnya musnah;

g. ketentuan Pasal 20 ayat (2).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya HakaGBangunan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusasidtne.
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2.1.2.4 Hak Pakai (HP)

a. Pengertian Hak Pakai

Pengertian yang diatur dalam ketentuan Pasal 41(RyalUPA adalah : “hak
untuk menggunakan dan atau memungut hasil dar tgawag dikuasai langsung oleh
negara atau tanah milik orang lain, yang member emawg dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejamng berwenang
memberikannya atau perjanjian sewamenyewa atawargen pengolahan tanah

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengadgimwketentuan undang-undang.

b. Subyek dan Obyek Hak Pakai
Hak Pakai dapat dipunyai oleh Warga Negara Indanesaupun Warga
Negara Asing termasuk badan hukum yang didirikanung hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia juga badan hukum asiebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 42 UUPA.
Pengaturan subyek Hak Pakai diatur lebih lanjudrdatetentuan Pasal 39 PP
No. 40 Tahun 1996, yaitu yang dapat mempunyai HéaPadalah :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Ind@ndan berkedudukan
di Indonesia;
c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departeman, REmerintah
Daerah;
d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilamdohesia;
g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badamiasional.
Mengenai tanah yang dapat diberikan dengan HakiPRalkh diatur dalam UUPA
dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, khyausstentuan Pasal 41 yang
menyatakan, tanah yang dapat diberikan dengan Bleki Bdalah :
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a. Tanah Negara,;
b. Tanah Hak Pengelolaan;
c. Tanah Hak milik.
Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 42 PP No. d6ui 1996, Hak Pakai dapat
diberikan atas :
1. Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengantlsgn pemberian hak
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dekgantusan pemberian
hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bendasausul pemegang
Hak Pengelolaan.
3. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat perraohden pemberian Hak
Pakai atas tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaam tebih lanjut

dengan Keputusan Presiden.

C. Jangka Waktu Hak Pakai
Mengenai jangka waktu pemberian Hak Pakai jugaudidalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 1996, pada Pasal 45 menyebh#tana :

1. Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42kdibamtuk jangka
waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dappempianjang untuk
jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau tkber untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergan untuk
keperluan tertentu.

2. Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangaselgagaimana
dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegangdapét diberikan
pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.

3. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yardaki ditentukan
selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebaga dimaksud
dalam ayat (1) diberikan kepada :

a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departensn,Peémerintah

Daerah;
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b. Perwakilan negara asing dan perwakilan bada&nrasional;
c. Badan keagamaan dan badan sosial.

2.1.2.5. Hak Pengelolaan (HPL)

Dalam UUPA Hak Pengelolaan di dalam sistematikaltekkpenguasaan atas
tanah tidak dimasukkan dalam golongan hak-hak atsah, akan tetapi
keberadaannya tersirat dalam penjelasan umum UUA: yDengan berpedoman
pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapaiberikan tanah yang demikian
(yang dimaksudkan adalah tanah yang tidak dapamngg dengan sesuatu hak oleh
seseorang ataupun pihak lain) kepada seseorangbatin-badan dengan sesuatu
hak menurut peruntukan dan keperluannya, misaleymah Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, atau em&@abnya dalam
pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departdawatan, atau Daerah
Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaarstygamasing-masing. (Pasal 2
ayat (4) UUPA)®

Hak Pengelolaan pada hakikatnya merupakan gemgsligmihan/pecahan dari
Hak Menguasai dari Negara sebagaimana berdasarkan pegngertian Hak
Pengelolaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angkR® Rldmor 40 Tahun 1996
juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri NegararfgKepala Badan Pertanahan
Nasional (selanjutnya disebut dengan PMNA/Kepal&BRomor 9 Tahun 1999
bahwa Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai darardegang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang

Berdasarkan Pasal 3 PMDN Nomor 5 Tahun 1974, Halgételaan adalah
hak atas tanah yang memberikan wewenang kepadaypegre/a untuk:

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahnya;

2. Menggunakan tanah untuk keperluan sendiri;

39 Harsonopop.cit, hal. 279.
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Menyerahkan bagian dari tanahnya kepada pihak &etigenurut
persyaratan yang telah ditentukan bagi pemegang tl@ebut yang
meliputi segi peruntukan, segi penggunaan, segkmwaktu dan segi
keuangannya.

Setelah jangka waktu hak atas tanah yang dibelkpada pihak ketiga itu

berakhir maka tanah tersebut kembali lagi ke dal@mguasaan sepenuhnya

pemegang Hak Pengelolaan dalam keadaan bebasakldrak yang membebaninya.

Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pengeladéstur dalam

peraturan-peraturan sebagai berikut:

a.

Pada UUPA tidak dituliskan secara tegas, hanyangtising dalam
Penjelasan Umum bagian A Il (2);

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 196Btang
Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas TanahaMNkgaKetentuan-
Ketentuan Kebijaksanaan selanjutnya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1@mang Ketentuan
Mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak untuk KeggeRerusahaan;
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1966tang
Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1®nfang Tatacara
Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak ataanBagian Tanah
Hak Pengelolaan Beserta Pendaftarannya (untuk jselga disebut
PMDN Nomor 1 Tahun 1977);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 19&ntang
Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk IKaper
Pembangunan Perumahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentarkgGima Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Rahi@n Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara PemberiarPdarbatalan Hak

atas Negara dan Hak Pengelolaan.

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



38

Hak Pengelolaan ini dulu berasal dari apa yanddiséiak Beheer”*° yaitu

hak penguasaan atas tanah Negara yang setelah bigRAIi PMA Nomor 9 Tahun
1965 dikonversi menjadi hak atas tanah menurut multanah nasional. Kalau
dengan Hak Beheer, jika tanahnya digunakan seol@in instansi pemerintah untuk
keperluan sendiri maka akan dikonversi menjadi Rakai, tetapi apabila tanahnya
selain akan digunakan sendiri, ada bagian-bagianatah lainnya akan diserahkan
kepada pihak ketiga yang meliputi segi peruntuksmggunaan dan jangka waktu
dan keuangan, maka Hak Beheer dikonversi menjakliRfd¢agelolaan.

Dalam perkembangannya, diketahui bahwa subyek ldak Pengelolaan

antara lain®*

a. Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daeratan8aj dan
masyarakat hukum adat (Penjelasan Umum UUPA daal Rasyat (4)
UUPA).

b. Badan hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesian
berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnyalilinPemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka pembangudam
pengembangan wilayah, industri, pariwisata, pelabyuh
perumahan/pemukiman (PMDN Nomor 5 Tahun 1974).

c. Perum, Persero, atau bentuk lain yang bergerakidding penyediaan,
pengadaan, dan pematangan tanah bagi kegiatan (RN Nomor 5
Tahun 1974).

d. Badan otorita (Keputusan Presiden Nomor 41 Tahut8 J9ncto Nomor
94 Tahun 1998).

40 Arie s. Hutagalung;Sekilas Mengenai Hak PengelolaagnPendapat Hukum Mengenai
Hak Pengelolaan, Jakarta, 2006, hal. 1.

*! Oloan Sitorus dan zaki Sierradjukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan
Implementasi(Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, @0®al. 154.
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Lembaga dan instansi pemerintah. Berdasarkan p@galayat (1)
PMNA/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999, Hak Pengelolaanatiaberikan
kepada:

a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah;

d. PT. Persero;

e. Badan Otorita;

Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang dituBgrkerintah.

Hak Pengelolaan terjadi karena adanya PenetapanPéanerintah, dan

diberikan selama tanah tersebut dipergunakan. tamshnya tidak dibatasi dan

menurut kebutuhan. Sifat dan ciri-ciri Hak Pengehol:

1.

Tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut PMAnMdo 1 Tahun
1966;

2. Tidak dapat dipindahtangankan,;

3. Tidak dapat dijadikan jaminan hutang;

Mempunyai segi-segi perdata dan segi-segi publik.

Berdasarkan PMDN Nomor 1 ayat (1) Nomor 1 Tahun71®émegang Hak

Pengelolaan tersebut diberikan kewenangan untukakmiehn kegiatan yang

merupakan sebagian dari kewenangan Negara, yaaigdain:

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah gasanigkutan;

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usahanya

C.

Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut lkepadak ketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusalpaamegang hak
tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggn, jangka waktu
dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pembealaraths tanah
kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukah plkgabat-pejabat

yang berwenang, sesuai dengan perundang-undanggriogdaku.
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Proses pemberian hak atas tanah di atas tanah efajel®laan diatur di
dalam Pasal 67 sampai Pasal 75 PMNA/Ka.BPN NomdmaBun 1999, dimana
pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukanupa perjanjian
penggunaan tanah dari pemegang Hak Pengelolaaal @Pagat (2) PMNA/Ka.BPN
Nomor 9 Tahun 1999. Perjanjian tersebut wajib diltledam bentuk tertulis antara
pemegang Hak Pengelolaan dengan Pemohon (Pasat31ayPMDN Nomor 1
Tahun 1977). Dalam hal ini pemohon adalah pihakg&eyaitu para investor atau
developer yang memerlukan tanah untuk keperluahams@a. Pihak ketiga dapat
diberikan sebagian dari tanah Hak Pengelolaan yesd dikuasai dengan Hak
Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Untuk Haln® Bangunan dan Hak
Pakai dapat diperpanjang jangka waktunya dan daperoi haknya. Dengan adanya
pemberian hak-hak atas tanah di atas Hak Pengelt¢éasebut, maka hak-hak atas
tanah itu dapat dijadikan jaminan hutang yang dibedengan lembaga jaminan Hak
Tanggungan. Oleh karena itu, Hak Pengelolaan sdrt#ik dapat dijadikan jaminan
hutang yang dibebani dengan Hak Tanggungan.

Dalam rangka penggunaan bagian tanah Hak Pengelolah pihak ketiga,
pemegang Hak Pengelolaan berwenang untuk menetqphkéah uang pemasukan
yang harus dibayaroleh pihak ketiga sesuai dengaentuan yang berlaku. Uang
pemasukan yang dimaksud adalah uang yang harugadibkeh setiap penerima hak
atas tanah Negara sesuai dengan ketentuan yangkibeskebagai pengakuan
(recognitig atas Hak Menguasai Negara (Pasal 1 angka 11 PKI\NBPN Nomor 9
Tahun 1999). Uang pemasukan tersebut merupakan esumpéndapatan bagi
pemegang Hak Pengelolaan, karena telah mengeludikg|m untuk memperoleh
tanah dan mematangkan tanahnya hingga siap palaiaisedlengan tujuan
pemakaiannya.

Pihak ketiga selain berkewajiban untuk membayargup@masukan, juga
wajib untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangatam Hak Pakai kepada
Kepala Kantor Pertanahan yang berwenang memberii@n atas tanah yang

dimohon setelah perjanjian tertulis disepakati dletiua belah pihak. Hak atas tanah
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yang diberikan di atas Hak Pengelolaan baru dajjaksdnakan setelah Hak

Pengelolaan itu didaftarkan dan diterbitkan seképiya oleh Kantor Pertanahan

yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai alati lyakg kuat. Hak Pengelolaan

tidak akan pernah hapus selama subyek Hak Penaeloiasih ada, dan selama

masih konsisten melaksanakan tugasnya untuk mekabebagian-bagian dari Hak

Pengelolaannya bagi pihak ketiga untuk keperluahaipihak ketiga tersebtit.
Hapusnya Hak Pengelolaan antara lain karena:

1. Dilepaskan oleh pemegang haknya,;

2. Dicabut untuk kepentingan umum;

3. Diterlantarkan;

4. Tanahnya musnah.

2.1.3 HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (HMSRS)

2.1.3.1 Pengertian Dan Istilah Dalam Sistem RumahuSun

Pasal 1 ayat 1 UURS menyebutkan bahwa:

“Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat ydibgngun dalam
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagiang/ distrukturkan secara
fungsional, baik dalam arah horizontal maupun \&ittidan merupakan satuan-
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digamasecara terpisah, terutama
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan batiersama, benda bersama dan
tanah bersama

Penjelasan Pasal 1 ayat 1 UURS selanjutnya mersmgdsihwa pengertian
hukum dari rumah susun adalah istilah yang dibarikagi bangunan gedung
bertingkat yang distrukturkan secara fungsionabmahrah horizontal dan vertikal
yang terbagi dalam satuan-satuan yang masing-maaliag batas-batasnya,ukuran
dan luasnya, yang dapat dimiliki dan dihuni sec¢arpisah, ada bagian bersama dari

42 pid., hal. 160.
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bangunan tersebut, serta benda bersama dan tarssmbeyang diatasnys didirikan
rumah susun yang karena sifat dan fungsinya hagusakan dan dinikmati bersama
dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Tidak semua bangunan bertingkat dapat disebuahususun jika tidak
memenuhi kualifikasi yuridis tersebut;

b. Obyek hak terdiri dari satuan unit rumah susurséndiri, benda bersama,
bagian bersama, dan tanah bersama, atau jika k#misahkan hak
kepemilikan terdiri hak/pemilikan perorangan dak/pamilikan bersama.
Seiring berjalannya waktu, penggunaan istilah “ramsusun” telah
mengalami perkembangan sebagai berikut:

a. Rumah Susun, yaitu bangunan gedung bertingkay \senantiasa
mengandung sistem kepemilikan perseorangan darbé@ama, yang
penggunaannya bersifat hunian atau bukan hunian.

b. Rumah Susun Sederhana Milik (“Rusunami”), yaaagunarbertingkat
yang dibangun dalam satu lingkungan tempat hungg snemiliki wc
dan dapur baik menyatu dengan unit maupun bergitdtlik dan
diperoleh melalui kredit kepemilikan rumah dengarssdi maupun
tanpa subsidi. Rumah susun ini diperuntukkan bagisyarakat
golonganmenengah bawah dengan pendapatan antara Rp. 2600.0
sampaidengan Rp. 4.500.000,- perbulan dan mempunyai Né&okok
Wajib Pajak (NPWP).

c. Rumah Susun Sederhana Sewa (“Rusunawa”) adalalahr susun
sederhana yang pada umumnya dibangun oleh penterthtdahan
bekaspermukiman kumuh dan sekitar kawasan industri deatapus
yang peruntukannya untuk disewa oleh masyarakaingah menengah
bawahdan golongan bawah dengan penghasilan antara Ej0.Q00,-

sampadengan Rp. 2.500.000,- per bulan.
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Peruntukan rumah susun yang dimaksud oleh UUR® #dmata-mata bagi
hunian saja, akan tetapi juga untuk keperluan $@bagaimana disebutkan dalam
Pasal 24 UURS yang menyatakan:

"Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini beulakdengan
penyesuaian menurut kepentingannya terhadap rumesiunsyang dipergunakan
untuk keperluan lain.”

Selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 7 PP Nomor 4 Tah@8 ji@ga telah
memperkuat landasan hukum bagi peruntukan rumalmsysitu sebagai hunian,
bukan hunian dan campuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengertiamh susun dalam
aspek hukum lebih menekankan kepada kepemilikary yaalekat pada konsep
hunian bertingkat. Artinya, atas satuan rumah susemu dilakukan pemisahan
kepemilikan agar masing-masing pembeli atau perighdapat memiliki satuan
rumah susun yang terpisah dengan orang lain, tekmispemilikan atas benda
bersama, tanah bersama dan bagian bersama yantikidsecara proporsional

berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsionalnya.

Strata Title

Konsepstrata titletidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia yangdsr
dari hukum Belanda. Istilaktrata title pertama kali diperkenalkan di Austalia pada
tahun 1967 melalui Undang-Undang yang dikenal der8jeata Title Act Konsep
hukum strata title dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukogio
Saxon (Inggris beserta negara-negara jajahannyaAdsarika) dan berakar pada
jenis tenancy in commorKonsepstrata title memisahkan hak seseorang terhadap
beberapastrata (tingkatan), yakni terhadap hak atas permukaanhiasias bumi di
bawah tanah, dan udara di atasnya (Munir FuadyukiuRisnis Buku ke-Il, 1999).
Pada intinya konsepstrata title memungkinkan kepemilikan bersama secara
horisontal di samping pemilikan secara vertikal.aAketapi saat ini di Indonesia
dikenal berbagai istilah untuk menyebutkan rumausuyaitu apartemefiat, dan
condominium
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Satuan Rumah Susun

Satuan rumah susun adalah bagian yang utama si@msiumah susun yang
tujuan utama peruntukannya digunakan secara térpssdagai tempat hunian,
dengan syarat harus mempunyai sarana penghubungld® umum, sehingga
pemilik satuan rumah susun bebas menggunakan uiliknya tanpa harus
mengganggu atau melalui satuan rumah susun maikglain. Satuan rumah susun
merupakan dimensi volume ruang tertentu yang megguratas-batas yang jelas.
Batas-batas satuan rumah susun sebagaimana dimaddsun Pasal 4 PP Nomor 4
tahun 1988 tidak selalu dibatasi oleh dinding (imag, dalam hal dibatasi oleh
dinding, batas-batasnya adalah permukaan bagisamdalari dinding pemisah,
permukaan bagian bawah dari langit-langit struktermukaan bagian atas dari lantai
struktur.

Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) PP Nomor 4 tahun8l®&nyebutkan bahwa
“hak kepemilikan perseorangan atas satuan rumahnsaslalah ruangandalam
bentuk geometrik tiga dimensi yang tidak haruslaedédatasi olehdinding”.

Artinya pengembang diberi kebebasan atau peluatuk unenentukan batas-
batas dari satuan rumah susun dapat berupa dipémmganen atau tembok, maupun
dinding vertikal maya asalkan dinding stuktur damgiit-langit struktur tidak menjadi
pemilikan perseorangan. Segala sesuatu yang kmrkalengan struktur harus
menjadi bagian bersama karena jika menjadi miliksgerangan akan ada ekses
terhadap keamanan gedung secara keseluruhan. Dkatgatain, batas atas (atap)
dan batas bawah (lantai) dari setiap bangunan rsosim atau apartemen harus jelas
akan tetapi batas samping tidak harus dibatasi dileding namun harus diberi garis

batas yang jelas yang ditarik secara vertikal aiaktdapat dihapus.

Tanah Bersama
Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunateen dasar hak
kepemilikan bersama untuk pemakaian bersama stdakaterpisah yang diatasnya

berdiri rumah susun dan fasilitas-fasilitasnya ditetapkan batasbatasnya dalam
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persyaratan ijin bangunan. UURS menetapkan bahwaahlrususun hanya dapat
dibangun diatas tanah\yang dikuasai dengan HakMilak Guna Bangunan, Hak
Pakai atas Tanah Negara atau Hak PengefSi&tatus hak atas tanah tersebut diatas
sangat\imenentukan dapat tidaknya seseorang memmlikimilik atas satuan rumah
susun.

Mengingat penyelenggara pembangunan (Pengembangd panumnya
adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan huokaka, tanah bersama itu akan
bersertipikat induk Hak Guna Bangunan yang nanttiglk Guna Bangunan tersebut
tidak dipecah tetapi akan diberi keterangan bahalk Guna Bangunan tersebut telah
melahirkan beberapa sertipikat Hak Milik Satuan BhrSusun (HMSRS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUPA tentang Haka GBangunan,
disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan untuk tanahrarbisa diatas tanah Negara
dan diatas Hak Milik, sehingga analog dengan ketanttentang kewajiban
menyelesaikan Hak Guna Bangunan yang diberikamsligak Pengelolaan, maka
ada kewajiban menyelesaikan lebih dahulu Hak GuaagBnan yang diberikan
diatas tanah Negara, tetapi untuk Hak Pakai sudlahtakan hanya Hak Pakai diatas

Tanah Negara.

Bagian Bersama
Yaitu bagian dari rumah susun yang dimiliki sectidak terpisah untuk
pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengaansammah susun. Bagian
bersama ini dapat dibedakan dalam 2 kategori, lyaitu
I. Yang merupakan struktur bangunan pada rumah segentspondasi,
kolom, sloop, balok, koridor selasar, atap, lobdinding struktur,
shaft, jalan masuk dan keluar, ruang untuk umuntasgintu dan

tangga darurat;

43IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 198htang Rumah Susun, Pasal 7.
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il. Yang bukan merupakan struktur bangunan pada runsimsseperti
lift penumpang, lift barang, alat pencegah kebakaréampu
penerangan lingkungan, perlengkapan elektrikal, lepgkapan
komunikasi dan keamanan, sistem instalasi jaridigaik, plumbing,

cctv, tata suara, tata udara, pipa-pipa saluraoeagih dan kotor, dll.

Benda Bersama

Benda Bersama adalah benda yang tidak merupakaanbagrsama dari
rumah susun tetapi terletak diatas tanah bersan@dianiliki dan dinikmati bersama
secara tidak terpisah dari satuan rumah susunngalnya: pagar lingkungan, taman
dan tanaman, pos keamanan, pelataran parkir, tepgpabuangan sampah, tempat
ibadah, tempat bermain, fasilitas olah raga dameesk, saluran pembuangan air
hujan, sumur resapan, ramp, kolam renang dan dainylang sifatnya terpisah dari
struktur bangunan rumah susun. Benda bersama heogunyai dimensi, lokasi,
kualitas, kapasitas yang memenuhi persyaratan idtur derta dikoordinasikan untuk
dapat memberikan keserasian lingkungan guna memjak@amananan dan
kenikmatan para penghuni maupun pihak-pihak laiengdn memperhatikan

keselarasan, keseimbangan dan keterpatfuan.

Pertelaan

Pertelaan adalah penjelasan dalam bentuk uraian gdenbaran yang
menjelaskan batas masing-masing satuan rumah shbaiknpatas vertical maupun
horizontal, bagian bersama, benda bersama, tanatarba serta uraian Nilai
Perbandingan Proporsional (“NPP”) masing-masingissatrumah susun dengan
penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yang khlakdengan pembuatan akta
pemisahan. Dengan demikian, pertelaan berisi tgntacian mengenai batas-batas
yang jelas dari setiap unit satuan rumah susurg yagrupakan bagian tertentu dari
suatu gedung, termasuk bagian bersama, benda lzgrdamtanah bersama beserta

uraian NPP yang dibuat dan disusun sesuai dendantkan dalam peraturan rumah

44 \bid, Pasal 21.
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susun. Pertelaan yang dibuat oleh Pengembang atasulkan yang ditunjuk oleh
Pengembang menjadi dasar perhitungan NPP dan nkarugalah satu syarat untuk
pengesahan akta pemisahan rumah susun berdasaskah P Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tgriBamtuk dan Tata Cara
Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Runsam8u
Pertelaan harus disahkan oleh Pemerintah Daerajkatinl (Pemda Tk. II),

khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakdisahkan oleh Gubernur melalui
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Pertelaan sangat penting, karena
merupakan titik awal dimulainya proses pembuatanSR®. Dari pertelaan inilah
nantinya akan lahir satuan-satuan rumah susun f@mpgsah secara hukum yang

dituangkan dalam akta pemisahan.

Akta Pemisahan

Pemisahan rumah susun atas satuan rumah susumpetilakukan dengan
Akta Pemisahan yang bentuk dan isinya sebagaimaetapgkan dengan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2, tahuf 1&8ang Bentuk dan Tata
Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta PemisahaatR8osun.

Akta Pemisahan ini selanjutnya harus disahkan @&emerintah Daerah
Tingkat I, dan khusus untuk wilayah DKI Jakartaatikan oleh Gubernur. Setelah
disahkan, guna memenuhi syarat publisitas, ak&ehet wajib didaftarkan pada
Kantor Pertanahan setempat sebagai dasar bagibganesertifikat HMSRS dengan
melampirkan:

a. Sertipikat hak atas tanah bersama,;

b. ljin layak huni (ILH);

c. ljin mendirikan bangunan (IMB)

d. Warkah-warkah lainnya.

45Iva, Ari. “Aspek Hukum Suatu Pertelaan Rumah Susun”. hitgW.penasehathukum.com.
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Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengegiadalah mengajukan
penerbitan sertifikat HMSRS atas nama pengembang gi&eluarkan oleh Kantor

Badan Pertanahan Nasional.

Nilai Perbandingan Proporsional

Nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yaegumukkan besarnya
hak dan kewajiban dari pemegang Hak Milik Atas §atiRumah Susun terhadap
hak-hak bersamanya. Besarannya dihitung berdasdukandan nilai satuan rumah
susun terhadap jumlah luas bangunan atau nilailnsusun secara keseluruhan pada
waktu pengembang pertama sekali memperhitungkaya bembangunan secara
keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. NPR juwgncerminkan adanya
kewajiban pemilik untuk atas biaya pemeliharaan pleribaikan bersama yang akan
dibebankan kepada pemilik atas tanah bersama, ledama dan bagian bersama,
contohnya biaya bulanan perawatan atau mainterfeecatau biaya renovasi yang
biasanya terjadi beberapa tahun sekali atau pempgann hak atas tanah-bersama.
Sebaliknya NPP juga digunakan jika diperoleh alidcana masuk. Kasus yang
ekstrim jika bangunan yang ada sudah tidak laygkirdikan dan seluruh pemilik
sepakat untuk menjual keseluruhan asset di aremalrususun tersebut. Masing-
masing pemegang hak milik atas satuan rumah sukan memperoleh bagian
sebesar proporsi yang disebutkan dalam NPP datafulkeseluruhan uang yang
diterima dari hasil penjualan.

Dasar perhitungan NPRPP = Luas Satuan Rumah Susun x 100% Total Luas

Rumah Susun

ljin Layak Huni

Izin Layak Huni adalah ijin yang diberikan PemeaimtDaerah kepada orang
atau badan usaha yang membangun rumah susun, kiomgomatau bangunan
bertingkat rendah, sedang dan tinggi yang dipekkatu bagi tempat hunian atau

kegiatan usaha.
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ljin Layak Huni diterbitkan oleh Pemerintah Daeraktelah diadakan
pemeriksaan terhadap rumah susun yang telah setbsangun berdasarkan
persyaratan dan ketentuan perijinan yang telalrbititan. Dengan kata lain, ljin
Layak Huni tersebut baru dapat diterbitkan apapdmbangunan rumah susun telah
selesai dibangun dan pembangunannya telah sesygardketentuan dan persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam ljin Mendirikan Balaguyang telah diterbitkan.

Permohonan ljin Layak Huni disampaikan kepada kKepalerah atauPejabat
yang ditunjuk dengan melampirkan:

a. Fotocopi ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di Eipasi;

b. Rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran;

c. Rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);

d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

e. Fotocopi ljin Gangguan sesuai dengan ketentuan \aertpku yang

dilegalisasi;
f. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan MobiliesdBduk'®
ljin Layak Huni merupakan salah satu persyaratargyaarus dipenuhi oleh

Pengembang untuk penerbitan setifikat HMSRS atasinususun yang bersangkutan.

Perhimpunan Penghuni

Didalam rumah susun terdapat pemilikan perorangempgmilikan bersama
atas bagian bersama, benda bersama, dan tanalmbaessssuai dengan nilai
perbandingan dan proporsionalnya. Oleh karenaUtgang-Undang mewajibkan
para penghuni rumah susun untuk membentuk PerhiampuPenghuni yang
berkedudukan sebagai badan hukum dan bertanggumgb jaintuk mengurus
kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumadun. Pembentukan
Perhimpunan Penghuni dilakukan dengan pembuataa akitaris mengenai
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PerhimpBeaghuni yang telah

disahkan dalam Rapat Umum Perhimpunan Penghunia Adétsebut kemudian

46 IndonesialUndang-undang Tentang Rumah Syduid No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 4 ayat (2).

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



50

dimintakan pengesahannya kepada Bupati/Walikotam&aypala Daerah Tingkat I,
untuk DKI Jakarta oleh Gubernur.

Anggota pengurus Perhimpunan Penghuni dipilih Isnd@an asas
kekeluargaan oleh dan dari anggota PerhimpunanhBRangnelalui rapat umum
Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakan untukrlkem tersebut. Pengurus
Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkan asas kafgdan oleh dan dari anggota
Perhimpunan Penghuni, yang sekurang-kurangnyaitdedi seorang Ketua, seorang
Sekretaris, seorang Bendahara, dan seorang PenBangslolaan (Pasal 57 PP No.
4 Tahun 1988).

Tugas pokok Perhimpunan Penghuni:

a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah @agggg

disusun oleh pengurus dalam rapat umum PerhimpReaghuni;

b. Membina para penghuni ke arah kesadaran hidup rhersang serasi,

selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkogg;

c. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yangntero dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. Menyelenggarakan tugas-tugas administratif pengmyni

e. Menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pédage@am

pengelolaan rumah susun dan lingkungannya;

f. Menyelenggarakan pembukuan dan administratif kearaisgcara terpisah

sebagai kekayaan Perhimpunan Penghuni;

g. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang tetatapkan dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tari‘éga.

2.1.3.2. Pembangunan Rumah Susun
Arah kebijaksanaan pembangunan rumah susun di ésg@orsebagaimana
tercantum dalam UURS terdiri dari 3 (tiga) unsukgiq yaitu:

47 Indonesiaop. cit.,Pasal 59.
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1. Konsep tata ruang dan pembangunan perkotaan, dengadayagunakan
tanah secara optimal dan mewujudkan pemukiman denggpadatan
penduduk;

2. Konsep pembangunan hukum, dengan menciptakan hek#aan baru yaitu
satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara @emsgan dengan
pemilikan bersama atas benda, bagian dan tanahmdstiptakan badan
hukum baru yaitu Perhimpunan Penghuni, yang deagagaran dasar dan
anggaran rumah tangganya dapat bertindak ke luakdadalam atas nama
pemilik satuan rumah susun, berwenang mewujudkaterthean dan
ketenteraman dalam kehidupan rumah susun;

3. Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan usahaamelimungkinkannya
kredit konstruksi dengan pembebanan hipotik atdusfa atas tanah beserta
gedung yang masih akan dibangun;

Berdasarkan arah kebijaksanaan tersebut, makantyesbangunan rumah
susun adalaff’

1. pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dalarkuhiggn yang
sehat;
mewujudkan pemukiman yang serasi, selaras dan aegnb
meremajakan daerah-daerah kumubh;

mengoptimalkan sumber daya tanah perkotaan;

o~ 0D

mendorong pemukiman yang berkepadatan penduduk;

UURS menegaskan bahwa pembangunan rumah susumdasttan pada
asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataaig g&eserasian dan
keseimbangan dalam perikehidupan. Asas kesejahtem@aam menekankan bahwa
pembangunan rumah susun harus bertujuan untuk mekarn kesejahteraan lahir
dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secaradadilmerata berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pemenuhantlkedou akan perumahan

8 Arie S. HutagalungKondominium dan Permasalahannyalisi Revisi, cet 1 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indon2€i@2) hal. 21-22.
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sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga Negdwadsia dan keluarganya. Asas
keadilan dan pemerataan memberikan landasan agabapgunan rumah susun
dapat dinikmati secara merata, dan tiap-tiap wasggmra dapat menikmati hasil-hasil
pembangunan perumahan yang layak.

Asas keserasian dan keseimbangan dalam perikelnidnpaajibkan adanya
keserasian dalam keseimbangan antara kepentingamtkegan dalam pemanfaatan
rumah susun, untuk mencegah timbulnya kesenjangserfangan sosial.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakearmpambangunan
rumah susun tersebut, Pemerintah lebih lanjut nenywKebijakan dan Rencana
Strategis Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Rerkdéahun 2007-2011 yang
ditetapkan melalui Kementerian Perumahan Rakyagatetujuan untuk memberikan
arah kebijakan, strategis dan pelaksanaan pembangwmah susun di kawasan
perkotaan, guna menciptakan keterpaduan dan kasefargerak para pihak yang
terlibat dalam pembangunan rumah susun di kawas@kogaan, serta berperan
sebagai indikator kinerja pembangunan rumah suskavhsan perkotaan.

Herman Hermit (2009) dalam bukuny&dmentar Atas Undang-Undang
Rumah Susunimenyatakan bahwa misi dan kebijakan pembangunaraR&uosun
di kawasan perkotaan tahun 2007-20011 adalah sdterijaut™°

a. Menciptakan iklim yang kondusif bagi percepapmmbangunan rumah

susun dengan arah kebijakan:
I. Menyelenggarakan tata pemerintahan dan tata kpéslasahaan yang
baik;
ii. Mendorong percepatan pembangunan rumah susun daskaw

perkotaan;

49 Indonesia,Undang-undang Tentang Rumah Sysuid No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 2 dan Penjelasannya

®0 Herman Hermit, Komentar Atas Undang-Undang Rumah Suscet 1 (Bandung,

November 2009), hal. 43.
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b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya dan kapagelaku
pembangunan dengan arah kebijakan:
i. Mendorong peran serta dan kapasitas pemerintahaldadradan
usaha/masyarakat;
ii. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya,
iii. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan runsaim;su
c. Mempercepat pembangunan rumah susun dan metkagk&walitas
kawasan perkotaan, dengan arah kebijakan:
i. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan perumahani bag
masyarakat berpenghasilan menengah bawah;
ii. Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan stpiskotaan;

Sedangkan Tujuan Pembangunan Rumah Susun tahunr2Q007adalah
untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi
masyarakat yang berpenghasilan menengah-bawahwhska perkotaan dengan
penduduk diatas satu setengah juta jiwa, sehinggiampak pada:

a. Peningkatan effisiensi penggunaan tanah, ruanglaya tampung kota,

b. Peningkatan kwalitas hidup masyarakat berpengmasiEnengah-bawah dan
pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan;

c. Peningkatan efisiensi prasarana, sarana dan sijléekotaan;

d. Peningkatan produktifitas masyarakat dan daya daitay

e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi arakay
berpenghasilan menengah-bawabh;

f. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumiskioaomi.

Pada dasarnya kebijakan percepatan pembangunai susan di kawasan
perkotaan ini dilatar belakangi oleh ketersediaamalh yang sangat terbatas sehingga
mengakibatkan semakin langka dan mahalnya hargah tgperkotaan. Hal ini
menyebabkan pembangunan perumahan baru yang layaik blagi masyarakat
berpenghasilan rendah cenderung berada di daengfgiain kota yang jauh dari
tempat kerja mereka, sehingga memunculkan dampak yaitu tumbuhnya

permukiman ilegal dan kumuh di wilayah pusat pex&of permasalahan kemacetan
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lalu lintas, lamanya waktu tempuh dari dan menwkasi kerja mengakibatkan
penurunan produktifitas kerja, serta penurunan isbndosial dan kualitas
lingkungan. Oleh karena itu untuk memanfaatkanrkatasan lahan perkotaan, maka
untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat rigrpsilan menengah ke
bawah pemerintah merencanakan pembangunan rumah sederhana di pusat-
pusat kota, dengan intensitas bangunan tinggi ggaidiharapkan dapat mendorong
pemanfaatan lahan dan penyediaan prasarana, sdémanatilitas yang efektif dan
efisien®!

Pembangunan rumah susun di DKI Jakarta mendapaindak positif dari
pemerintah setempat karena Pemprov DKI Jakartambehampu menyediakan
perumahan bagi warganya. Adapun perumahan bagawalkprta yang tersedia saat
ini sekitar 3.000 (tiga ribu) hingga 10.000 (sejuhibu) unit per tahun. Padahal,
melihat jumlah penduduk DKI yang mencapai 9,6 (S&mtkoma enam) juta jiwa,
kebutuhan perumahan bisa mencapai ratusan ribpemniahun.

Pengembangan rumah susun menempati peran stratalgismn merespon
kebutuhan perumahan dan permukiman di DKI Jakaatag ymempunyai beban
tekanan internal dan eksternal yang kuat. Padaisiadan masa yang akan datang
mengingat keterbatasan lahan dan tuntutan mobjitaiuduk DKI Jakarta yang
semakin dinamis maka pengembangan rumah susumiaérl@anyak diperlukan

dalam menjaga keseimbangan kebutuhan perumahagredankiman.

Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UURS, rumah suswa lgapat dibangun
diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, hakipaties tanah negara atau hak
pengelolaan sesuai dengan sesuai dengan perateramdpng-undangan yang

berlaku.

°1 Palupi Sri Nariswari, Evaluasi Kebijakan dan Rencana Strategis Pembanguiamah
Susun Di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-201Http://urplan.wordpress.com/2010/06/05/evaluasi-
kebijakan-dan-rencana-strategis-pembangunan-ruosimsdikawasan- perkotaan-tahun-2007-2011.
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Yang dimaksud dengan hak milik, hak guna banguhak, pakai dan hak
pengelolaan adalah:

a. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat darpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan ddaiad 6 yaitu semua hak atas
tanah mumpunyai fungsi sosial (Pasal 20 Undang-bigpddomor 5 Tahun 1960).

Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuhigalapat dipunyai orang atas
tanah.

Subjek Hak Milik hanyalah warga negara Indonesmgg@ial dan badan-badan
hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintaion@8 Tahun 1963 tentang
Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempungdi Milik Atas Tanah
seperti Bank Pemerintah, Koperasi Pertanian, baddan keagamaan dan badan-
badan Sosial.

Dengan demikian rumah susun (hunian maupun nonahjrdan satuan
rumah susun yang melekat diatas tanah bersama abétag Milik tidak dapat
dimiliki oleh perusahaan kecuali oleh badan-badakum sebagaimana dimaksud
dalam dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahus tk8éebut.

Perbedaan konsep hak milik pada rumah bieseléd housedengan Rumah
Susunyaitu apabila seseorang membeli rumah biasa, kéigarmya sangat kuat dan
bersifat selamanya dan kepemilikannya meliputi baag diatas tanah, tanah di
halaman rumahnya, tanah yang berada dibawahnya segala sesuatu yang ada
diatas tanah tersebut. Sedangkan apabila seseme@mbeli apartemen/rumah susun
maka sertipikat hak miliknya bukan sertipikat HaKikseperti rumah biasa hamun
konsep kepemilikannya berupa Hak Milik Atas Satlumas Susun (HSMRS).
Kepemilikan HMSRS atas apartemen/rumah susun hanya atas bangunan unit
apartemen/satuan rumah susun tersebut saja dak t@femasuk atas seluruh
bangunan apartemen/rumah susun yang berada diitarang dibeli, tidak termasuk
tanah di dalam lingkungan apartemen/rumah susunaganyang ada dibawahnya

serta apa yang ada diatasnya.
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b. Hak Guna Bagunan adalah hak untuk mendirikan rdampunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendigatefangka waktu paling lama
30 tahun, dan atas permintaan pemegang hak damamemgngingat keperluan serta
keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu tersipdt diperpanjang lagi

paling lama 20 tahun (Pasal 35 Undang-Undang N&iahun 1960).

Subjek Hak Guna Bangunan adalah warga negara Isdormman Badan
Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia darké#udukan di Indonesia
(Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pdigraria yang
mengatur tentang Hak Guna Bangunan, dijelaskan &&taik Guna Bangunan untuk
tanah bersama bisa diatas tanah Negara maupus #iakaMilik, dengan demikian
untuk Hak Guna Bangunan yang diberikan diatas t&ted@ara wajib diselesaikan
terlebih dahulu.

c. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan danfatmaungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah ror#ng lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam kspatyemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalajanpan dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa aganpan pengelolaan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengadamwketentuan-ketentuan UUPA.

Subjek Hak pakai adalah warga negara Indonesiangorasing yang
berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum yang dairiknenurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia, serta Badan HukunmgAgang mempunyai
perwakilan di Indonesia (Pasal 42 Undang-Undang &¢dnTahun 1960).

Jangka waktu Hak Pakai adalah 25 (dua puluh linadurt dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (gwéuh) tahun dan dapat
diperbaharui atau selama tanahnya masih dipergonakduk keperluan yang
tertentu.

Rumah susun yang dibangun di atas Hak Pakai telahtakan bahwa Hak

Pakai tersebut harus diatas Tanah Negara. Rumah sasg didirikan diatas tanah

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



57

Hak Pakai atas Tanah Negara memberikan kemungkiagnWarga Negara Asing

yang berkedudukan di Indonesia untuk dapat menmiikiah susun.

d. Hak Pengelolaan tidak ada diatur dalam Undandgtdg Pokok Agraria Tahun
1960, akan tetapi diatur dalam Peraturan MenteraAg nomor 9 Tahun 1965 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1977.

Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah tekam suatu hak
menguasai dari Negara yang memberikan wewenangd&epamegang haknya
untuk:

i. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah gesangkutan;

il. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksarsahanya;

iii. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepdddk ketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusapemaregang hak
tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggn, jangka
waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemibek atas
tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan ditakokeh pejabat-
pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturaondaey-
undangan yang berlaku.

Subjek Hak Pengelolaan adalah Badan Hukum yangil@idi menurut
ketentuan hukum Indonesia dan berkedudukan di kEglanyang seluruh modalnya
dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemeriidakrah, dan juga lembaga dan
instansi Pemerintah. Hak Pengelolaan diberikan depl@mbaga tersebut untuk
mengontrol zoning dan land use tanah, agar sesuai dengan perencanaan tata
ruangnya?

Untuk melindungi kepentingan para pembeli satuanatu susun, Pasal 38
ayat (2) PP Nomor 4 Tahun 1988 menegaskan bahwailapamah susun akan
dibangun di atas tanah dengan status Hak Pengelolaka pihak penyelenggara

2 Erwin Kallo, Perspektif Hukum Dalam Dunia Propertiet 2 (Jakarta, Juli 2009), hal. 23.
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pembangunan (Pengembang) wajib terlebih dahulu elesgikan status Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan tersebut.

Pengertian hak menguasai dari negara adalah kegemaNegara untuk
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunparsediaan dan
pemeliharaan tanah, menentukan dan mengatur humdpungan hukum antara
orang (badan hukum) dengan tanah. Dengan dilimpeifykasebagian kewenangan
tersebut maka pemegang Hak Pengelolaan dapat m&erbétak Guna Bangunan
atau Hak Pakai kepada pihak ketiga dengan suag@anpan tertulis.

Oleh karena itu, penyelenggara pembangunan harugetahui tata cara
pemberian serta pengaturan lain terkait denganGlaka Bangunan dan Hak Pakai
di atas tanah Hak Pengelolaan, yang diatur di d&amturan Pemerintah Nomor 40
tahun 1996 (PP Nomor 40 Tahun 1996) dan Peraturaantévi Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomorfuid 999 tentang Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak AtashT&legara dan Hak
Pengelolaairf* Permenag Nomor 9 Tahun 1999

Merujuk pada Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, ymrhak menjadi
pemegang Hak Guna Bangunan adalah: Warga Negavadsid dan badan hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedlad di Indonesia. Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan diberikdalunkeputusan pemberian hak
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang @a@fi@ertanahan atau pejabat yang
ditunjuk, berdasarkan usul pemegang Hak PengeloBenlasarkan Pasal 4 ayat (2)
Permenag Nomor 9 Tahun 1998atur bahwa permohonan hak atas tanah di atas
tanah Hak Pengelolaan, dalam hal ini adalah Hala@amgunan di atas tanah Hak
Pengelolaan, pemohon Hak Guna Bangunan terlebihuldlabmemperoleh
penunjukkan berupa perjanjian penggunaan tanatpearegang Hak Pengelolaan.

Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Béraye didaftarkan di
dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. PemhbdekrGuna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan ini diberikan untuk jangk&twgaling lama 30 (tiga puluh)
tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktimg#ma 20 (dua puluh) tahun.
Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaajugai dapat diperbaharui
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apabila seluruh jangka waktu Hak Guna Bangunan pmpanjangannya telah
berakhir.

Perpanjangan dan/atau pembaharuan Hak Guna Banduadas tanah Hak
Pengelolaan dilakukan atas permohonan pemegang Glala Bangunan yang
bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun webgingka waktu Hak Guna
Bangunan atau perpanjangannya berakhir dengan pethda persetujuan dari
pemegang Hak Pengelolaan, yang kemudian dicatilaim buku tanah pada Kantor
Pertanahan.

Jangka waktu Hak Milik atas Satuan Rumah Susun s@emgan jangka
waktu dari alas hak tanah bersamanya. Misalnyasatumah susun yang dibangun
diatas tanah Hak Guna Bangunan akan memiliki jamgietu 30 (tiga puluh) tahun,
apabila alas haknya Hak Pakai maka jangka waktagdah 25 (dua puluh lima)
tahun, dan seterusnya. Dengan demikian pada taet80 latau tahun ke-25 para
pemilik Apartemen melalui Perhimpunan Penghuni lvagecara bersama-sama
mengajukan perpanjangan atau pembaharuan hakaats Ibersama tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakaliSya rumah susun yang
dibangun diatas tanah Hak Milik memiliki jangka wakang tak terbatas.

Pasal 50 PP Nomor 4 Tahun 1988 menyebutkan bebdrabdentang
hapusnya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yaitu :

a. hak atas tanahnya hapus menurut peraturan peruoaaggan yang

berlaku

b. tanah dan bangunannya musnah

c. terpenuhinya syarat batal

d. pelepasan hak secara sukarela

Dalam hal hak milik atas satuan rumah susun hapbagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf a dan huruf c, maka setiagligeatas satuan rumah susun
berhak memperoleh bagian atas milik bersama tephd&daian bersama, benda

bersama dan tanah bersama sesuai dengan nilangeryan proporsionalny.

*3 IndonesiaPeraturan Pemerintah Tentang Rumah SyustfNo. 4 Tahun 1988, Pasal 51.
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Dalam hal rumah susun didirikan diatas Hak GunagBaan yang berada
diatas Hak Pengelolaan, apabila Hak Guna Bangumauki berakhir masa
berlakunya, maka dapat diajukan perpanjangan demgacapatkan persetujuan dari
pemegang Hak Pengelolaan. Sertipikat Hak Milik é&asuan Rumah Susun juga
akan diperpanjang merujuk kepada sertipikat Haka@@engunan induknya.

Status hak milik atas satuan rumah susun tidak ajagur, tetapi akan
mengikuti sertipikat induknya. Biaya perpanjangaskHsuna Bangunan Induk dan
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan dianabil dhnasinking fund(dana
cadangan). Sedangkan biaya untuk perpanjangampikattHak Milik atas Satuan
Rumah Susun menjadi tanggung jawab masing-masimgipe

Syarat Teknis dan Admnistratif Pembangunan Rumah Ssun

Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakarBatédn Usaha Milik
Negara atau Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Bili&sta yang bergerak dalam
bidang itu, serta Swadaya MasyaraKat.

Sebelum melakukan pembangunan rumah susun, segagelpnggara
pembangunan wajib terlebih dahulu memenuhi perammisebagai berikut:

a. memperoleh surat keterangan rencana kota/syaretgzon

b. memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yamigerlaku;

c. memperoleh ljin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 6 UURS mewajibkan pembangunan rumah susuremimpersyaratan
teknis dan persyaratan administratif. Persyaragknis adalah persyaratan mengenai
struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehaagamanan, dan lain-lain
yang berhubungan dengan rancang bangun, termadekgkapan prasarana dan
fasilitas lingkungan, yang diatur dengan peratugrundang-undangan serta

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. ngkata persyaratan

>4 IndonesialUndang-undang Tentang Rumah Sydub No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 5 ayat (2).

®5 |bid., Pasal 2 ayat (1).
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administratif adalah persyaratan mengenai perizinssaha dari perusahaan
pembangunan perumahan, izin lokasi dan/atau pdwmtya perizinan mendirikan
bangunan (IMB), serta izin layak huni yang diat@ngan peraturan perundang-
undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dampskgan.

Persyaratan teknis pembangunan rumah susun delamdagian Kedua PP
Nomor 4 Tahun 1988, antara lain meliputi:

1. Ruang;

Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan ske@arharus mempunyai
hubungan langsung maupun tidak langsung dengara udar dan pencahayaan
langsung maupun tidak langsung secara alami, dalamah yang cukup, sesuai
dengan persyaratan yang berlaku.

Dalam hal hubungan langsung maupun tidak langsengah udara luar dan
pencahayaan langsung maupun tidak langsung seleema sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak mencukupi atau tidak memurgiin harus diusahakan adanya
pertukaran udara dan pencahayaan buatan yang loislgaia terus menerus selama

ruangan tersebut digunakan, sesuai dengan perayam@tg berlaku.

2. Struktur, komponen, dan bahan bangunan;

Rumah susun harus direncakanan dan dibangun detggswtur, komponen,
dan penggunaan bahan bangunan yang memenuhi peasyddonstruksi sesuai
dengan standar yang berlaku. Struktur, komponem pdaggunaan bahan bangunan
rumah susun harus diperhitungkan kuat dan tahdmadap beban mati, beban
bergerak, gempa, hujan, angin, banijir, kebakaralandajangka waktu yang
diperhitungkan cukup untuk usaha pengamanan dagelznatan, daya dukung
tanah, kemungkinan adanya beban tambahan, baik atah vertikal maupun

horizontal dan gangguan/perusak lainnya

3. Kelengkapan rumah susun;
Rumah susun harus dilengkapi dengan: jaringan exsiliy jaringan listrik,

jaringan gas, saluran pembuangan air hujan, sapearbuangan air limbah, saluran

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



62

dan/atau tempat pembuangan sampah, tempat untukinggman pemasangan
jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, #&iahsportasi yang berupa tangga,
lift atau eskalator, pintu dan tangga darurat kabak tempat jemuran, alat pemadam
kebakaran, penangkal petir, alat/sistem alarm,upkddap asap pada jarak-jarak
tertentu, dan generator listrik untuk rumah susamgymenggunakan lift.
Bagian-bagian dari kelengkapan tersebut diatas yargpakan hak bersama
harus ditempatkan dan dilindungi untuk menjamirgginya sebagai bagian bersama

dan mudah dikelola.

4. Satuan rumah susun;

Satuan rumah susun dapat berada pada permukadm tinatas atau di
bawah permukaan tanah, atau sebagian di bawahetagian di atas permukaan
tanah. Rumah susun juga harus mempunyai ukurandastalyang dapat
dipertanggungjawabkan, memenuhi persyaratan sefabumengan fungsi dan
penggunaannya, serta harus disusun, diatur, daoordikasikan untuk dapat
mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjangakésigian dan kelancaran bagi
penghuni dalam menjalankan kegiatan sehari-hatikunttbungan ke dalam dan ke

luar.

5. Bagian bersama dan benda bersama,;

a. bagian bersama yang berupa ruang untuk umumg rteangga, lift, selasar,
harus mempunyai ukuran yang dapat memberikan kdmandbagi penghuni
dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalanuhgan sesama penghuni,
maupun dengan pihak-pihak lain.

b. benda bersama harus mempunyai dimensi, lokaalit&s, kapasitas yang dapat
memberikan keserasian lingkungan guna menjamin &ramdan kenikmatan

para penghuni.
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6. Kepadatan dan tata letak bangunan;

Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus mempeghki&n dapat
dicapainya optimasi daya guna dan hasil guna tamata letak bangunan harus
menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari dan maemsperhatikan penetapan batas
pemilikan tanah bersama, segi-segi kesehatan, pay&an, pertukaran udara, serta
pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yanganoamg keselamatan
penghuni, bangunan, dan lingkungannya.

7. Prasarana lingkungan;

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengarapaaa lingkungan yang
berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan legis¢hari-hari bagi penghuni,
baik ke dalam maupun ke luar dengan penyediaan g@tapak, jalan kendaraan dan
tempat parkir.

Prasarana lingkungan tersebut harus mempertimbangkaaudahan dan
keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-harpeiagamanan bila terjadi hal-hal
yang membahayakan, serta struktur, ukuran, danakakwang cukup sesuai dengan
fungsi dan penggunaan jalan tersebut.

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengarapaa lingkungan dan
utilitas umum yang sifatnya menunjang fungsi lasmmalam rumah susun yang
bersangkutan, meliputi :

a. jaringan distribusi air bersih, gas, dan listrikndan segala kelengkapannya
termasuk kemungkinan diperlukannnya tangki-tandki @ompa air, tangki
gas, dan gardu-gardu listrik;

b. saluran pembuangan air hujan yang menghubungkamysergan air hujan
dari rumah susun ke sistem jaringan pembuangadwsr

c. saluran pembuangan air limbah dan/atau tangkilsgatilg menghubungkan
pembuangan air limah dari rumah susun ke systeimggar air limbah kota,
atau penampungan air limbah tersebut ke dalam itasgktik dalam
lingkungan;
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d. tempat pembuangan sampah yang fungsinya adalahgaeliampat
pengumpulan sampai dari rumah susun untuk sela@uibuang ke tempat
pembuangan sampah kota, dengan memperhatikan -faktor kemudahan
pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan;

e. kran-kran air untuk pencegahan dan pengamanandtghaahaya kebakaran
yang dapat menjangkau semua tempat dalam lingkudgagan kapasitas air
yang cukup untuk pemadam kebakaran;

f. tempat parkir kendaraan dan/atau penyimpanan barang diperhitungkan
terhadap kebutuhan penghuni dalam melaksanakanat&agiegiatannya
sesuai dengan fungsinya;

g. jaringan telepon dan alat komunikasi lain sesuagéda tingkat keperluannya.

8. Fasilitas Lingkungan

Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disetiakangan-ruangan
dan/atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakik&giatan masyarakat, tempat
bermain bagi anak-anak, dan kontak sosial laineyta suangan dan/atau bangunan
untuk pelayanan kebutuhan sesuai standar yangkberla

Dalam lingkungan rumah susun yang sebagian atauubelya digunakan
sebagai hunian untuk jumlah satuan hunian tertgnga harus disediakan ruangan
dan/atau bangunan untuk pelayanan kebutuhan dedragesuai dengan standar yang
berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan persyaratan adminfisttahurut penjelasan
Pasal 6 UURS, yaitu persyaratan yang mengatur mange usaha dari perusahaan
pembangunan perumahan, ijin lokasi dan/atau petantya, serta ljin Mendirikan
Bangunan.

Pembangunan rumah susun dan lingkungannya harasglib sesuai dengan
perijinan yang diberikan oleh Pemerintah daeraluaesgengan peruntukannya.
Perizinan tersebut diajukan oleh penyelenggara pegunan kepada Pemerintah
Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan-pea®n sebagaimana yang
dicantumkan dalam Pasal 30 PP Nomor 4 Tahun 1288, sebagai berikut:
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Sertipikat Hak atas tanah bersamanya;
Fatwa peruntukan tanabh;

Rencana tampak (Site Plan);

a0 o w

Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dangsot beserta
pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasaseertikal dan
horizontal dari satuan rumah susun;

e. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

f. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagi@ama, benda

bersama dan tanah bersama;

g. Gambar rencana jaringan dan instalasi besertanggdeannya.

Dalam hal terjadi perubahan rencana peruntukan pgamanfaatan rumah
susun, harus mendapat ijin dari Pemerintah Dae¥abas dengan persyaratan yang
ditentukan dan telah memperoleh pengesahan atadbghem dimaksud beserta
pertelaannya, dan uraian Nilai Perbandingan Propuaabiya.

Dan apabila terjadi perubahan pada waktu pelaksan@@mbangunan
penyelenggara pembangunan wajib meminta ijin daggsahan terdahap perubahan
yang diminta kepada instansi yang berwenang. Damikpula apabila terjadi
perubahan struktur bangunan dan instalasi terhadapah susun yang telah
dibangun, penyelenggara pembangunan wajib meminta @dan pengesahan
mengenai perubahan tersebut kepada instansi yawgeng.

Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pedobaan pengaturan
rumah susun berlaku pula peraturan pelaksanaanPEadiomor 4 Tahun 1988 yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibuké&tatdaNomor 1 Tahun 1991.

Pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah tetsédgottunduk pada
peraturan umum yang berkaitan dengan perumahampetankiman yaitu Undang-
Undang tentang Perumahan dan Pemukiman nomor /&892 yang telah di rubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentangnf2éran dan Kawasan
Pemukiman yang disahkan pada tanggal 12 Januati 201

Disamping itu, penyelenggaraan pembangunan rumainsyuga harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dituangkEamdUndang-Undang Nomor
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28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PeraRgarerintah Nomor 36
Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari gruthelang Nomor 28 tahun
2002 tersebut.

2.1.3.3. Pensertipikatan Rumah Susun

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan aRakyomor
11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual BéliaB Rumah Susun diatur
bahwa pihak Pengembang harus memiliki kelengkapajnan sebagai berikut:

a. ljin Prinsip, yaitu ijin yang harus diperoleh olektiap orang atau badan
hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk temphausala besar;

b. Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadijasls untuk
wilayah DKI Jakarta dikenal sebagai Surat ljin Rgokkan dan
Penggunaan Tanah (SIPPT). ljin ini diberikan keppdausahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka jgemam modal yang
berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak, dan untakggunakan tanah
tersebut guna keperluan usaha penanaman modalmyalikeluarkan
untuk penggunaan tanah di jalur jalan utama atang yaenggunakan
lahan lebih dari lima ribu meter persegi. Berkenammgan masalah
perijinan ini, pihak Pengembang harus memperoleht3jin Penunjukan
Dan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebelum mendirikaguban.

c. ljin Mendirikan Bangunan (IMB), vyaitu ijin yang d#ékan untuk
melakukan kegiatan pembangunan. Pengembang sepédgd( yang
bertanggung jawab atas kegiatan pendirian bangbhegm®wajiban untuk
memperoleh ijin ini pada pemerintah setempat. Sua&u bangunan tidak
memiliki IMB maka akan dikategorikan sebagai barggufiar sehingga
bangunan tersebut dapat disegel dan dibongkar.

Dalam hal rumah susun telah selesai dibangun,gatdeseberapa tahap yang

harus dilalui oleh Pengembang sebelum sertipikiatnhiék atas satuan rumah susun
diterbitkan:
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a. Perbuatan Pertelaan, yaitu penunjukan batas masiisgig satuan rumah
susun, bagian bersama, benda bersama tanah betseseda nilai
perbandingan proporsionalnya dalam bentuk gambarudaian. Secara
singkat proses pertelaan dimulai dengan pengajeamghonan melalui
BPN kepada Gubernur, dilanjutkan dengan peneljtzang dilakukan oleh
beberapa instansi terkait yang berkordinasi denga@pala BPN.
Berdasarkan laporan penelitian instansi terkaisetemt nantinya akan
dikeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pertelaan alan disahkan
oleh Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta dan Pent@nhinDaerah
setempat untuk daerah lainnya.

b. Pengajuan ljin Layak Huni, yaitu ijin yang ditekah oleh Pemerintah
Daerah setelah diadakan pemeriksaan terhadap rsosim yang telah
selesai dibangun berdasarkan persyaratan dan kateperijinan yang
telah diterbitkan. Dalam hal izin tersebut belurmidki namun rumah
susun telah dijual atau ditempati maka sesuai dendldRS, sanksi
pidana terhadap pelanggaran tersebut yaitu diang@ana kurungan
selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setimggitya Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Membuat akta Pemisahan Rumah Susun, akta pemisaiharerupakan
tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuamsatumah susun yang
meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanatanbe yang
didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat yanginga akan
disahkan oleh Gubernur. Akta pemisahan ini diperulsebagai dasar
dalam penerbitan SHMRS. Berdasarkan Peraturan &e@@hdan
Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentanguBetan Tata Cara
Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Runmsaim Qliatur bahwa
akta pemisahan ini harus didaftarkan oleh Pengeglgmda Kantor
Pertanahan setempat dengan melampirkan Sertipddatatas tanah dan

ljin Layak Huni.
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d. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Sussebagaimana
disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) UURS, bahwakumemberikan
jaminan kepastian hukum pada sistim rumah susurelwdikkanlah
sertipikat HMSRS yang didalamnya berisikan haldeddagai berikut:

(). Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas HakahaBersama menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaRssdl 19
UUPA yang pada saat itu adalah PP Nomor 10 Tah@i iéntang
Pendaftaran Tanah, yang kemudian saat ini dirulealgah PP Nomor
34 Tahun 1997. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukjahidi dan
disampul menjadi satu bernama sertipikat. SalinarkuB Tanah
mencatat kejadian pendaftaran tanah yang diakibatkeh terjadinya
peralihan (seperti peralihan karena waris atau lpgi). Sedangkan
Surat Ukur menggambarkan posisi dan garis-gariasbkntai serta
luas lantai satuan rumah susun yang dikuasai atalikiloleh pembeli
yang namanya tercantum dalam sertipikat;

(ii). Gambar Denah tingkat rumah susun yang beisdaag;

(ii). Pertelaan mengenai besarnya bagian haklzg&n bersama, benda
bersama dan tanah bersama yang bersangkutan.

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak sdrkas.

Untuk pertama kalinya sertipikat HMSRS akan ditddm atas nama
penyelenggara pembangunan (Pengembang). Selanjltesdasarkan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun €&988ng Bentuk dan Tata
Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sattipitk Milik Atas Satuan
Rumah Susun, setelah Sertipikat Hak Milik atas &atRumah Susun (HMSRS)
diterbitkan, maka sertipikat alas hak atas tanamp&t dibangunnya rumah susun

tersebut harus disimpan di Kantor Pertanahan.
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2.1.3.4. Jual Beli Satuan Rumah Susun

UURS menetapkan bahwa penjualan atas satuan ruosaim $aru dapat
dilaksanakan apabila ljin Layak Huni atas rumalusustau apartemen tersebut telah
diperoleh dari Pemerintah Daerah setempat darp&attHMSRS telah terbit.

Dengan telah terbitnya sertipikat satuan rumah rsukae atas nama
penyelenggara pembangunan, maka jual beli yandkuikdan oleh penyelenggara
pembangunan dengan pembeli adalah perbuatan huékommgahan hak yang harus
dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah TPRAng daerah kerjanya
meliputi wilayah dimana rumah susun tersebut diban&etelah ditandatanganinya
Akta Jual Beli di hadapan pejabat PPAT tersebukant#ak Milik atas satuan rumah
susun telah beralih kepada pembeli. Dan untuk memesyarat publisitas agar jual
beli tersebut mengikat bagi pihak ketiga, maka &RAT tersebut wajib didaftarkan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setenf@tdaftaran tersebut
dilakukan dengan membubuhkan catatan tentang ieymdoengalihan hak pada
Buku Tanah dan salinan Buku Tanah pada SertipiklSRS. Setelah proses
pendaftaran selesai, maka Sertipikat HMSRS tersdlzgrahkan kepada pembeli
sebagai pemilik baruny4.

Namun didalam prakteknya, satuan rumah susun yasgjhndalam tahap
proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sigganesanan yang dilakukan
pada saalaunchingatau pada pameran perumahan dimana konsumen akartadi
untuk membayabooking feeyang jumlahnya telah ditentukan oleh penyelenggara
pembangunan. Setelah itu, dalam jangka waktu tert@gmasanya 14 hari) pembeli
diharuskan untuk membayar uang muka biasanya geb@s20% (sepuluh sampai
dua puluh persen) dari harga jual.

Dalam hal pembeli tersebut tidak melakukan pemlzayaang muka sesuai
dengan jadwal yang telah di tentukan, makaking feeyang telah dibayar hangus
dan tidak dapat dikembalikan. Peranan surat pessaagat penting sebagai titik

°% Arie S. Hutagalungkondominium dan Permasalahannyalisi Revisi, cet 2 (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ Indonesia, 20@2)62
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awal terjadinya kesepakatan antara penjual dan g@endbeh karena itu kata-kata
yang terdapat dalam surat pesanan harus diperhatl@asa surat pesanan harus
jelas dan tegas agar tidak menimbulkan interprgesila yang dapat mengakibatkan
perselisihan dikemudian hari.

Untuk mengamankan kepentingan penjual dan pemhbaglas rumah susun
yang melakukan pembelian melalui sistem pemesdamerintah memandang perlu
untuk mengeluarkan pedoman penyusunan perikatdrb@liasatuan rumah susun
sebagai perikatan pendahuluan. Oleh karena itu,efatath melalui Kementerian
Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Keputusan NeNRt&gara Perumahan
Rakyat nomor 11/KPTS/1994 pada tanggal 17 Noven9& tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (selanjutisgbut “Kep. MENPERA").

Di dalam Kep. MENPERA tersebut, Pembeli yang beanimtuk membeli
satuan rumah susun yang masih berada dalam presgmpgunan dapat melakukan
pesanan atas satuan rumah susun yang ingin diaelfgsanan tersebut dilakukan
dengan menandatangani surat pesanan yang disiagkin Pengembang. Surat
pesanan tersebut, sekurang-kurangnya harus meaitzalrsebagai berikut:

. hama dan/atau nomor bangunan dan satuan rursah gang dipesan;
. nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;
. luas satuan rumah susun;

. harga jual satuan rumah susun;

1

2

3

4

5. ketentuan pembayaran uang muka;

6. spesifikasi bangunan;

7. tanggal selesainya pembangunan rumah susun;

8. ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuak orenerima persyaratan dan
ketentan-ketentuan yang ditetapkan serta menargdatardokumen-dokumen
yang dipersiapkan oleh Pengembang;

9. surat pesanan juga dilampiri dengan gambar yaemgunjukkan letak pasti satuan
rumah susun yang dipesan, disertai dengan ketetgntang tahapan pembayaran.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigalpuhari kalender setelah

menandatangani surat pesanan, para pihak harus ndaaagani perjanjian

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



71

pengikatan jual beli dan selanjutnya masing-maspigak harus memenuhi
kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pemapgegikatan jual beli yang
telah ditandatangani. Dalam hal pemesan lalai ndatangani perjanjian pengikatan
jual beli dalam jangka waktu tersebut diatas, peEmggara pembangunan dapat tidak
mengembalikan uang pesanan. Dan apabila kelalaliakuklan oleh penyelenggara
pembangunan, maka uang pesanan akan dikembalikanlseya kepada pemesan.

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan kesepakatari para pihak

berkenaan dengan akan dilakukannya jual-beli yangiltentang hak dan kewajiban
dari para pihak guna memberikan kepastian hukumpaasindungan hukum bagi
para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas Hylaota surservandd, yang
artinya perjanjian berlaku sebagai undang-undangg yanengikat bagi yang
membuatnya.

Kep. MENPERA juga menyebutkan bahwa perjanjian pe&tgn jual bel

(PPJB) antara lain harus memuat hal-hal sebagiuiter

a. Objek yang akan diperjual belikan, yaitu hak midilas satuan rumah
susun yang meliputi bagian bersama, tanah bersamdehda bersama
berikut fasilitasnya sesuai dengan perbandingapgostonalnya. Rumah
susun yang akan dijual wajib memiliki ijin-ijin ygriperlukan seperti ijin
lokasi, bukti penguasaan dan pembayaran tanah,ijoemendirikan
bangunan.

b. Seluruh penghuni wajib melakukan pengelolaan damepkaraan bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama. Demgémadepara calon
pembeli satuan rumah susun harus bersedia memggota perhimpunan
penghuni yang akan dibentuk dan didirikkan denganntuaen
penyelenggara pembangunan dengan memungut uangapalzn iuran
yang besarnya akan ditetapkan bersama dikemudiam decara
musyawarah. Untuk tahun pertama (terhitung sejagdal penyerahan)
uang pangkal dan iuran tersebut belum perlu dibayar

c. Kewajiban Penyelenggara Pembangunan
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Sebelum melakukan pemasaran perdana, Penyelengganhangunan

wajib melaporkan hal terkait pemasaran perdanaeliats kepada

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il denggembusan

kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Laporasebetr harus

dilampiri dengan antara lain:

i. salinan surat persetujuan ijin prinsip,

ii. salinan surat keputusan pemberian ijin lokasi

iii. bukti pengadaan dan pelunasan tanah,

iv. salinan surat ijin mendirikan bangunan, dan

v. gambar denah pertelaan yang telah mendapat gmmme dari
Pemerintah Daerah setempat.

Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya ig@ (uluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam taaedena laporan tersebut belum
mendapat jawaban dari Bupati/Walikotamadya Kepad@rBh Tingkat Il tersebut,
maka penawaran perdana tersebut dapat dilaksanakan.

Kewajiban-kewajiban lain dari penyelenggara pemhaag adalah:

1. Menyediakan segala dokumen terkait dengan pembangyerumahan,
seperti:

a. sertipikat hak atas tanah,

b. rencana tapak,

c. gambar rencana arsitektur yang memuat denah damgaot beserta
pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasaseertikal dan
horizontal dari satuan rumah susun,

d. gambar rencana struktur beserta perhitungannya,

e. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bdmgesama,
benda bersama, dan tanah bersama,

f. gambar rencana jaringan dan instalasi besertangg@deannya;

2. Menyelesaikan pembangunan sesuai dengan standgatefah diperjanjikan;
3. Memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam jangkatwdO0 (seratus) hari

setelah tanggal penandatanganan berita acara pbayesatuan rumah susun
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dengan ketentuan bahwa tanggung jawab Pengembbatagli oleh desain
dan spesifikasi satuan rumah susun dan bahwa kamngarusakan yang
terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan pembeli;

4. Bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersembyamg baru dapat
diketahui di kemudian hari;

5. Menjadi pengelola sementara rumah susun sebelunbenteikknya
Perhimpunan Penghuni dan membantu menunjuk penagek®telah
Perhimpunan Penghuni terbentuk;

6. Mengasuransikan pekerjaan pembangunan tersebuhssdiarlangsungnya
pembangunan;

7. Jika terjadi force majeure (keadaan memaksa) selama berlangsungnya
pembangunan, penyelenggara pembangunan dan Pemedan
mempertimbangkan penyelesaian sebaik-baiknya dedgser pertimbangan
utama adalah dapat diselesaikannya pembangunamsatuah susun;

8. Menyiapkan Akta Jual Beli satuan rumah susun keamudiersama-sama
Pemesan menandatangani Akta Jual Beli tersebuadfigan Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal yang dikatap

9. Penyelenggara Pembangunan dan/atau Notaris/PPATh akangurus
perolehan sertipikat hak milik atas satuan rumausatas nama Pemesan,;

10. Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasiltasrudan fasilitas sosial
secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan. lAp&®nyelenggara
Pembagunan belum dapat menyelesaikan pada wakgutgkan ditetapkan,
maka Penyelenggara Pembagunan diberikan jangkauwvl&ki (seratus dua
puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pembanguaesebut, terhitung
sejak tanggal rencana penyerahan rumah susunuerseb
Apabila ternyata masih tidak terlaksana sama sekahka Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) akan menjadi batal damium. Kebatalan tersebut
tidak perlu dibuktikan atau dimintakan keputusangaglilan atau badan arbitrase.

Penyelenggara Pembagunan diwajibkan mengembaléaibgyaran uang yang telah
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diterima dari pembeli ditambah dengan denda dargdwetiap bulannya sesuai

dengan suku bunga bank yang berlaku.

d. Kewajiban Pemesan

Menyatakan bahwa pemesan (calon pembeli) telah mesmimemahami dan
menerima syarat-syarat dan ketentuan dari suranpesdan pengikatan jual beli
serta akan tunduk kepada syarat-syarat dan ketek@iantuan anggaran dasar
Perhimpunan Penghuni, dan dokumen-dokumen lairaiterderta bahwa ketentuan
dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumenetaus mengikat pembeli. Setiap
pemesan, setelah menjadi pembeli satuan rumah $ugarwajib membayar biaya
pengelolaanmhanagement fe@elan biaya utilitasutility charge.
Pemesan juga berkewajiban untuk menanggung biayealsebagai berikut:

() biaya pembayaran akta-akta yang diperlukan,

(ii) biaya jasa PPAT untuk pembuatan Akta Jual Beli

(iii) biaya pajak untuk memperoleh hak milik atasusin rumah susun,

(iv) biaya pendaftaran jual-beli atas satuan rumsasun (biaya pengalihan hak

milik atas nama) di Kantor Badan Pertanahan setempa
Setelah Akta Jual Beli ditandatangani, tetapi sebekertipikat HMSRS
diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan setempaita:

() apabila satuan rumah susun tersebut dialihigra#ta pihak ketiga, dikenakan
biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pengembamy besarnya tidak
lebih dari 1% (satu persen) dari harga jual satuarah susun tersebut;

(i) apabila satuan rumah susun tersebut dialilegpada pihak anggota keluarga
karena sebab apapun juga termasuk karena pewamssmurut hukum,
dikenakan biaya administrasi untuk Notaris/PPAT gydrmesarnya sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebelum pembeyses harga jual
satuan rumah susun yang dibelinya lunas, Pemedak diapat mengalihkan
atau menjadikan satuan rumah susun tersebut sefaagaan hutang tanpa

persetujuan tertulis dari Penyelenggara Pembangunan
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Disamping persyaratan yang ditentukan oleh Kep MERIR tersebut diatas,

dalam penyusunan PPJB juga perlu diperhatikan ddaddbagai berikut:

1.

Komparisi Perjanjian, yaitu keterangan tentangrap pihak yang akan

menandatangani PPJB. Harus diperhatikan:

Bagi penyelenggara pembangunan (Pengembang):

a. apakah badan hukum penyelenggara pembangunage(®eany itu telah
mendapat pengesahan dari Kementrian Kehakiman d&nAldasi Manusia,
hal ini penting sehubungan dengan pertanggung wgta bila badan
hukum tersebut benar bubar dan pailit;

b. apakah Direktur yang menandatangani telah mendpprsetujuan dari
Komisaris Perseroan, atau

c. bila diwakilkan oleh orang lain selain Direkbarus mendapat kuasa dari
Direksi tersebut.

Bagi pembeli perseorangan :

a. sebaiknya diperiksa kewenangannya seperti Kamaggaraannya, karena
untuk Warga Negara Asing (WNA) saat ini belum diméehkan
membeli/memiliki rumah susun yang tanah bersamabpgestatus HGB,
sebagai alternatif dapat dibuabption agreement,dimana hak dan
kewajibannya sama dengan jika ia menandatangani AdBya saja minus
tidak atau dapat dibalik nama Sertipikatnya (HMSRS)

b. bagi calon pembeli yang telah menikah, dibutahgarsetujuan suami/istri

mereka, kecuali terdapat perjanjian pisah harta.

2. Premis, yaitu penjelasan awal mengenai perjanfiarus ditegaskan bahwa

Pengembang telah memiliki atau menguasai lahaeltetrsecara sah dan tidak
sedang dalam keadaan dijaminkan. Lalu Pengembagg tplah mendapatkan
jin-ijin yang diperlukan oleh proyek tersebut s@isdengan Surat Keputusan

Menteri Perumahan Rakyat tentang PPJB rumah.

3. Isi PPJB antara lain :
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a. Harga jual dan biaya-biaya lain yang ditanggkomgsumen;

b. Tanggal serah terima fisik ;

c. Denda keterlambatan bila pengembang terlambkkmean serah terima fisik
kepada konsumen;

d. Spesipikasi bangunan dan lokasi;

e. Hak pengembang untuk membatalkan PPJB bila kozislalai;

f. Hak konsumen untuk membatalkan perjanjian, Ipéngembang lalai akan
kewajiban dengan pembayaran kembali seluruh uang ytelah disetor
konsumen berikut denda-dendanya sebagaimana peggela pembangunan
membatalkan perjanjian bila konsumen lalai melakan kewajibannya;

g. Penandatanganan akta jual beli haruslah adst@paanggalnya;

h. Masa pemeliharaan sejak tanggal serah terima;

i. Persentase batas toleransi selisih luas/ukurd®% (kurang lebih lima belas
persen), artinya tidak ada saling menuntut pembayantara penyelenggara
pembangunan dengan pembeli jika luas/ukuran utuaeaumah susun kurang
atau lebih sebagaimana yang tercantum dalam JeittidMSRS;

|. Force Majeure, dalam kondisi bagaimana dapaitdkan terjadi force majuere
dan apa konsekwensinya, secara hukum tidak ad& piaag tidak dapat
dituntut akibat adanya force majeure, termasuk @ermgng tidak wajib

mengembalikan uang, danpembelian dari pembeli;

. Serah terima fisik

Setelah pembangunan rumah susun selesai dibangunlalyak Huni telah

diperoleh, maka penyelenggara pembangunan harusrasegelakukan serah
terima fisik atas satuan rumah susun tersebut kepada pembeli. Akan tetapi
tidak semua pembeli ingin secepatnya melaksanadn derima, adapula yang
ingin menunda-nunda serah terima sebab, setelaku#l&n serah terima fisik
maka seluruh hak dan kewajiban atas satuan rumstmsyang dibeli beralih
kepadanya termasuk kewajiban membayar biaya pdagal@ervice charge dan

sinking fund)an biaya-biaya lain (jika ada).
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Untuk mengantisipasi keengganan melakukan seramatefisik, lazimnya di
dalam PPJB diatur klausula serah terima yang kutahth berbunyi sebagai
berikut:

Bila mana pembeli tidak atau belum juga menandaaandderita AcaraSerah
Terima setelah diberitahu secara tertulis 3(tiga)i berturut-turutmaka, pembeli
dianggap telah menerima serah terima tersebut, demgemberi kuasa kepada
pengembang untuk menandatangani Berita Acdesah Terima tersebut dengan
kata lain hak dan kewajiban atapenguasaan unit Satuan Rumah Susun itu
dianggap telah beralisepenuhnya kepada pembeli

Draft Berita Acara Serah terima fisik, harus memuat l@lyang merupakan
pengalihan fisik dan tanggung jawab termasuk bebdmadap biaya-biaya yang
timbul atas pengalihan tersebut, dibuat dengandaalang jelas dan tegas guna
menghindari penafsiran ganda yang dapat menimbyl&eselisihan.

Dengan adanya klausula tersebut, maka Pengembgagrjandapat jaminan
kepastian mengenai pengalihan hak dan kewajibam yAtanggungnya kepada
pembeli. Dengan adanya pemberian kuasa kepadamRkagg, maka pembeli tidak
bisa mengelak dari hak dan kewajiban atas satuamalrususun yang harus
ditanggungnya.

Setelah dilakukannya serah terima satuan rumahnsdano pembeli telah
melunasi seluruh kewajiban pembayarannya, akakutkém penandatanganan Akta
Jual Beli (AJB). AJB merupakan salah satu buktuatekumen yang menunjukkan
proses peralihan hak dari penjual kepada pembeg y@ah memenuhi prinsip tunau
dan tuntas.

Dalam proses penandatanganan AJB harus memperhatilckumen
administrasi yang harus dipenuhi, yaitu fotocopyrtalanda Penduduk (KTP)
suami/isteri, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah (bagang sudah berkeluarga) dan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada saat penandatean AJB, pejual dan
pembeli harus hadir di hadapan PPAT serta disakskeh sekurang-kurangnya dua
orang saksi. Dalam hal salah satu pihak berhalangark hadir, harus memberikan

kuasa kepada pihak lain dengan membuat Surat Kedsis.
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2.1.3.5. Rumah Susun Sebagai Jaminan Hutang

Menurut ketentuan Pasal 12 dan 13 UURS bahwa rwsuatn dan satuan
rumah susun dapat dijadikan sebagai jaminan hutdeggan dibebani Hak
Tanggungan.

Tatacara pembebanan Hak Tanggungan diatur dalaah Paslan 15 UURS,
dimana dilakukan dengan akta PPAT dan wajib didadta pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya untuk dicatat pada buku tanam dertipikat hak
bersangkutan. Tata caranya sama dengan pembebakahaHggungan yang obyek
pokoknya tanah yang diatur dalam Peraturan Pera@riNlomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Pemberian Hak Tanggurdikukan dengan
pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (“APHE&) BPAT sesuai dengan
peraturan perundang — undangan yang belaku.

Dengan mengacu kepada Pasal 13 ayat 2 Undang -ngintamor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan (“UUHT”) juncto Pas@l Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanaha matuk memenuhi syarat
publisitas yang merupakan salah satu syarat b&gdaa lahirnya Hak Tanggungan
yang diberikan, PPAT yang membuat pembebanan Hakgdiengan tersebut
selambat — lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandgainya pembebanan Hak
Tanggungan tersebut, wajib menyampaikan APHT yabgathya berikut dokumen
— dokumen yang bersangkutan seperti sertipikathtayea (kalau yang dijaminkan
rumah susun atau tanah tempat akan dibangunnyahrsusun) atau sertipikat
HMSRS (kalau yang dijaminkan satuan rumah susunkspada Kantor Pertanahan
untuk didaftarkan. Dan PPAT wajib menyampaikan sedartulis mengenai telah
disampaikannya akta tersebut kepada para pihakh@isgngkutan. Pendaftaran Hak
Tanggungan tersebut dilakukan dengan pambuatan Baikah Hak Tanggungannya,
diikuti dengan penerbitan sertipikat Hak Tanggungarta pencatatan adanya Hak
Tanggungan pada Buku Tanah dan sertipikat tanalahrsusun atau HMSRS yang

dijadikan jaminan.
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Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan terdéhuotor Pertanahan
menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan yang temtri salinan Buku Tanah Hak
Tanggungan dan salinan APHT, yang membuktikan peambddiak Tanggungan
tersebut.

Kecuali diperjanjikan lain, sertipikat hak atasahmatau HMSRS yang telah
dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dikémhbhatepada pemegang hak
atas tanah/pemegang HMSRS vyang bersangkutan. S@eansgertipikat hak
tanggungannya diserahkan kepada pemegang Hak TagegguNamun di dalam
prakteknya, sertipikat HMSRS tersebut di simpan dipegang oleh pemberi

pinjaman atau kreditur.

2.1.4. PENGATURAN HAK ATAS TANAH MENGENAI RUANG BAWAH
TANAH DALAM BERBAGAI PERATURAN HUKUM INDONESIA

Pemanfaatan ruang bawah tanah menjadi struktug+ueng bawah tanah
untuk prasarana dan sarana komunitas, ekonomistindlan transportasi yang terus
berkembang sampai sekarang merupakan arah perkgamb&ebijakan hokum di
bidang pertanahan, teknik, ekonomi, social budekalogi dan sebagainnya.

Kota besar yang telah mulai memanfaatkan ruang Ibataaah seperti
Makassar dan DKI Jakarta misalnya, dasar pertimdrardan pemikiran ke arah
pemanfaatan ruang bawah tanah di wilayah tersebasarkan pada fakta-fakta dan
isu kepentingan pembangunan, diantaranya :

1. Penggunaan ruang bawah tanah memiiliki keuntungamtkngan yang
kompetitif dibandingkan dengan ruang atau banguwhgermukaan yang
setara. Ditinjau dari segi fisik, pembangunan rudmgwah tanah
berhubungan dengan tanah dan batuan, oleh karenEmgsung
berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi ini menyaui sisi positif dan

negative. Untuk itu perlu dipahami adanya salingumgan antar seluruh

*’ Dinas Tata Kota Pemerintah DKI Jakaf@mantapan Dan Panduan Perencanaan Tata
Ruang Bawah Tanal@Jakarta : Dinas Tata Kota DKI), 2001, him. 3.
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aktivitas pembangunan dan penggunaan ruang bawadh tdengan

lingkungan yaitu bahwa :

a. Pembangunan dan pengoperasian ruang bawah tangbumganefek
positif dan negatif terhadap lingkungan.

b. Faktor lingkungan sangat penting dalam penentusihapi antara
ruang bawah tanah atau ruang di permukaan tanahjildadipilih
ruang bawah tanah, harus dipastikan bahwa itu mgman
menguntungkan ditinjau dari aspek lingkungan.

c. Faktor lingkungan ikut menentukan persyaratan pagin@an dan
pengoperasian.

. Pada kondisi yang mengizinkan, efek pembangunangrbawah tanah

terhadap lingkungan lebihn menguntungkan dibandingkdengan

bangunan di permukaan yang setara, baik pada t&iomstruksi,
operasional maupun perawatan.

. Semakin mahalnya harga lahan di permukaan di wilagarkotaan

termasuk daerah kota-kota besar dengan pembangangrpesat seperti

Makassar dan DKI Jakarta tentunya.

. Tersedianya tenaga ahli, metode dan teknologi unmgnyelidiki,

merancang dan membangun struktur bawah tanah.

2.1.4.1. Tinjauan Ruang Bawah Tanah dalam Undang-Undang PoKoAgraria
Dasar Hukum tentang kepemilikan hak atas tanalapatddalam UUPA (UU
no 5 Tahun 1960), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (Pagal 16 ayat (1). Pasal 4 ayat (1)

atas dasar Hak Menguasai dari Negara, ditentukanyadmacam-macam hak atas

permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat Kérekepada dan dipunyai oleh

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama demgag lain serta badan-badan

Pasal 4 ayat (2): hak- hak atas tanah yang dimakislaim ayat (1) ini

memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yarsgrigutan demikian pula

tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasaekadar diperlukan untuk
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kepentingan yang langsung berhubungan dengan paaguanah itu di dalam batas-
batas menurut undang-undang ini dan peraturangpamathukum lain yang lebih
tinggi.

Hak-hak atas tanah yang ditentukan dalam pasal ye® @) dan yang
berkaitan dengan persoalan yang sedang dikajiraatden adalah Hak Milik (HM),
Hak Guna usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Pakai (HP), dan Hak
Sewa untuk bangunan (HSUB).

Hak-hak yang paling berpengaruh dalam kaitan ilahssatunnya sebagai hak
primer adalah Hak Milik. Sebab Hak Milik merupakaak primer yang paling utama,
terkuat dan terpenuh, dibandingkan dengan hak-mekep lainnya, seperi HGU,
HGB, HP, atau hak-hak lainnya . Hal ini sesuai @enketentuan Pasal 20 ayat (1)
dan ayat (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikutakHnilik adalah hak turun
temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipuimyang atas tanah, dengan
mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik déyeaélih dan dialihkan kepada
pihal lain.”

Menurut A.P perlindungan, seperti yang dikutip ofpriad?® bahwa kata-
kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk mdakamnya dengan Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-haknyiaj yaitu untuk
menunjukan bahwa di antara hak-hak atas tanah gapgt dipunyai orang, hak
miliklah yang “ter” (paling kuat dan penuh). Begpantingnya hak milik, pemerintah
memberikan perhatian yang sangat serius terhadeogten hak milik atas tanah
tersebut.

Menurut prof. Arie S. Hutagalung, untuk katedoask-hak atas tanah yang
tersedia untuk penggunaan tanah di wilayah perkodgalah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai sebagai hak-hak primenyartiiberikan langsung oleh
Negara/pemerintah. Selain itu juga tersedia hakdeddunder yangdapat diberikan
oleh pemilik tanah dengan HGB, HP atau sewa unauigbnan. Hak-hak tersebut

memberi kewenangan kepada pemegang haknya, untugeneakan tanah yang di-

%8 Supriadi,Hukum Agraria,(Jakarta: Sinar Grafika), 2007, him. 65.
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hakinya sebagai tempat untuk membangun sesuatkipdespasal 4 UUPA hak atas
tanah hanyalah permukaan bumi saja, pemegang ha&k tahah mempunyai
kewenangan (berhak) untuk menggunakan juga ruang gda di atas dan tubuh
bumi yang ada di bawah tanah yang dipunyai, sekdigarlukan untuk kepentingan
langsung berhubungan dengan pengunaan tanah yesamgleutar®

Hal ini dapat juga terlihat dengan adanya perativiamteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 1972 tentang Wewenang Pemberian Hals Aanah. Namun
demikian, pada tahun 1993 pemerintah mengganti &etagri Nomor 6 Tahun 1972
tersebut dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepal@aBaPertahanan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewengan @gsnbDan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Dalesal Badinyatakan bahwa
Kepala kantor pertahanan kabupaten/kotamadya mekggrtusan mengenai:

1. Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang y@asidak lebih dari 2 ha
(dua hektar);

2. Pemberian hak milik atas tanah nonpertanian yaagnlya tidak lebih dari
2.000 m (dua ribu meter persegi), kecuali menge@h bekas Hak Guna
Usaha;

3. Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka peteaa program:

a. Transmigrasi;

b. Redistribusi tanah;

c. Konsolidasi tanah;

d.Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rae@idesanaan pendaftaran

tanah secara sistematik maupun sporadik.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanah ol&PA adalah permukaan
bumi. Dalam mempergunakan tanah yang bersangkud&fRA mengacu pada
hukum Adat dalam menerapkan asas pemisahan ha@iza@das itu mengajarkan
bahwa hukum atas tanah (dalam arti permukaan budenpisah dan berbeda baik

dengan hukum atas benda-benda yang tertancap addetada di atas tanah

%9 Disarikan dari slide bahan seminar Prof. Ari¢i8tagalung, ‘Hak Guna Ruang Bawah
Tanah *, 2007.
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termaksud (bangunan dan pohon-pohonan) maupun ni&egala-benda yang berada
di bawah tanah (bahan galian/barang tambang).

Asas pemisahan horizontal termaksud @ik&d dari asas pelekatan vertikal
yang pada umumnya dianut oleh hukum perdata daorhuknah Negara-negara
lain. Dalam asas perlekatan vertikal, maka hak tash itu mencakup hak untuk
mempergunakan tanah (permukaan bumi) atas bendg pamada di atasnya
(setinggi-tingginya) dan benda-benda yang berada bdwahnya (sedalam-
dalamnyaf?

Disebutkan dalam pasal 1 angka (4) padb Btentang Ketentuan Umum
UUPA, bahwa ke dalam pengertian bumi, selain peeankbumi, termasuk pula
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah a

Batas yang diperlukan baru diatur sekagditataif, yaitu sepanjang diperlukan
adalah untuk meletakan pondasi bangunan. Kedalamag diperlukan bervariasi,
dapat dangkal dan dapat pula sangat dalam, bergamada kondisi tanahnya.
Apabila tanah dari batuan, kedalaman untuk porfulagisangat dangkal. Akan tetapi
apabila tanahnya lembek dan berawa seperi di Baagn (Kalimantan Selatan),
bisa 2 atau 3 kali tinggi pohon normal yang dipeakan sebagai pancangnya.
Karenanya, sangat diperlukan batas yang lebih padéim ukur tinggi. Alternatif
yang pernah dituangkan dalam RUU Hak Milik atasabafyang telah siap puluhan
tahun yang lalu, tetapi belum sempat diajukan kepB®R) dikemukakan angka
batas sampai kedalaman 100 (seratus) meter. Sahdirk keperluan meletakkan
pondasi bangunan, telah berkembang pula di DKI riakdan Makassar, untuk

perkantoran dan pertokoan.

€0 Supriadi, memberi pengertian bahwa konsekuensjgiaran mengenai tata ruang bawah
tanah merupakan suatu perintah hukum positif, y&asal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini
ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan perundamgogan, yakni UUPA No. 5 Tahun 1960, UU
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU NomofF&iun 2001 Tentang Minyak dan Gas, UU
Nomor 5 Tahun 1973 Tentang ZEE Indonesia dan UU dtof Tahun 1973 Tentang Landas
Kontingen Indonesia, serta UU Nomor 24 Tahun 1968tdng Penataan Ruang. Dalam Pasal 1 ayat
(1) dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang nieligang daratan, ruang lautan dan ruang udara
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia d&hlak lainnya hidup dan melakukan kegiatan
serta melangsungkan hidupnya.
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2.1.4.1.a. Dasar Penyusunan dan Pengaturan Hukum

Dengan telah terbitnya UU No.22 Tal®99 tentang Pemerintah Daerah
jo. PP No.25 tahun 2000 mengenai kewenangan pdater{fpusat) dan pemerintah
(daerah) provinsi, maka ketentuan tentang kewemaat@s urusan tanah telah jauh
bergeser. Apabila dalam ketentuan UUPA pasal 2 &jatdan (4) kewenangan
urusan pertahanan itu merupakan kewenangan peater{pusat), maka dewasa
tersebut telah berada di tangan pemerintah daadal 11 UU No.22 Tahun 1999).
Tentu saja dengan masih memperhatiakan rambu-rdemtau yang telah digariskan
dalam Hukum Nasional (UUPA), dalam UU tentang pematRuang (UU No.24
Tahun 1992), UU Tentang Lingkungan Hidup (UU NoP&hun 1997), maupun
dalam PP No.25 Tahun 2000, tentang kewenangan peater(pusat) dan
pemerintah (Daerah) provinsi.

Satu hal yang merupakan kesempatan, laailah bahwa di sini UUPA
belum mengatur tentang pengunaan ruang bawah tahhiiang terbit diluar UUPA
yang berkaitan dengan bangunan di atas tanahadélaNo.16 Tahun 1958 tentang
Rumah Susun dan UU No.4 Tahun 1992 Tentang PerumddraPemukiman. Akan
tetapi kedua UU tersebut mengatur tentang banguisen rumah bersusun yang
didirikan di atas tanah, bukan di bawah tanah.

Dalam hal yang berkaiatan RUU tentaradk Milik, yang diamanatkan oleh
pasal 50 ayat (1) UUPA, sebagai pengaturan lebjatlatas Hak Milik, masih belum
dibahas DPR. Salah satu ketentuan yang akan dyaturadalah menyangkut
kedalaman tubuh tanah yang dapat dipergunakan kepdrluan pemegang hak atas
tanah dalam mendirikan bangunan. Angka batas kedalatersebut adalah 100
(seratus) meter.

Dewasa ini kebutuhan akan pengaturan pengunaag didmawah tanah di
kota-kota besar di Indonesia seperti daerah DKhdak Makassar, Surabaya dan
sebagainya telah dirasakan sebagai mendesak, taerki@ngan makin mendekatnya
pelaksanaan jalan kereta api bawah tanah (subwaypun bangunan-bangunan
komersil bawah tanah. Selama belum ada rambu-raebara nasional tadi, pemda
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DKI dan Pemda-Pemda daerah lain berwenang untukembgken sendiri dalam
bentuk peraturan Daerah (perda).

Perlu diingat bahwa kebutuhan atas penggunaan rumawgah tanah,
sementara ini belum merupakan pengaturan yanglaljaer oleh pemerintah daerah-
daerah yang lain. Jadi urgensi pengaturan perundiagigngan secara nasional
tentunya belum mendesak.

Pemikiran tentang pengaturan ruang bawadhtani telah dikembangkan oleh
Prof. Budi Harsono SH sejak puluhan tahun lalu, p@amah diuraikan dalam Rapat
kerja di Badan Pertanahan Nasional (1992), dalaminse di FH UGM (1993),
dalam diskusi terbatas dosen-dosen hukum AgraridHli Trisakti (1994) dan
kemudian tertuang dalam bukunnya edisi 1997.

Pemikiran tersebut dalam konsepsi Prof. Arie S. adalung bahwa
pengaturan untuk hal tersebut dapat mengacu padatkan mengenai Hak Guna
Bangunan (HGBS! Pokok-pokok ketentuannya sebagai berikut:

1. Nama haknya adalah Hak Guna Ruang Bawah tanah (HERB
2. HGRBT memberi wewenang untuk menggunakan ruang loda@ah yang
berdimensi tiga, serta menggunakan bagian-bagréenta permukaan bumi

di atasnya, sebagai jalan masuk dan keluar ruamngatbatanah yang

bersangkutan.

3. Bagian-bagian ruangan yang dikuasai dengan HGRBiyahdimungkinkan
pengunaan oleh pihak lain berdasarkan hubungans®mngawa.

4. Pengunaan ruang bawah tanah yang bersangkutarpeiebgang HGRBT
tidak boleh mengakibatkan kerusakan pada tubuh biamitanah di atasnya

serta tidak boleh menimbulkan ganguan pada pemelbakgtas tanah di

atasnya.

5. Pengunaan tanah di atasnya oleh pemegang hak yasgngkutan, tidak
boleh mengakibatkan kerusakan atau ganguan dalamggpeaan ruang

bawah tanah oleh pemegang HGRBT.

®1 Arie S. Hutagalungpid.
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6. Tanpa mempunyai HGRBT pemegang hak atas tanatamijjamembangun
atau memberi izin kepada pihak lain membangun thndaubuh bumi di
bawah tanah yang di-hakinya, jika bangunan yanbadigun itu tidak ada
hubungan fisik dan fungsional dengan bangunan y#mgngun di atas tanah
yang bersangkutan.

7. HGRBT di berikan oleh Negara, dalam hal ini Menteridengan jangka
waktu selama-lamannya... tahun, yang jika syarataggga dipenuhi, akan
diperpanjang satu kali dengan jangka waktu selamehnya..... tahun.

8. HGRBT dapat dipunyai badan hukum yang di dirikarindionesia menurut
hukum Indonesia.

9. HGRBT dapat dijadikan jaminan utang, dengan dibeHak Tanggungan

10.HGRBT dapat dipindahkan kepada pihak yang memesyarat

11.HGRBT didaftar menurut ketentuan pendaftaran yagxgku bagi hak-hak
atas tanah

2.1.4.1.b. Penguasaan Atas Penggunaan Ruang Bawama&h
1. Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 aybtB) 19945 dan pasal 2 ayat (1)
dan (2) UUPA, ruang bawah tanah dikuasai oleh NegBemerintah Daerah
memegang Hak pengelolaan atas ruang bawah tanabladdekan atas Hak
pengelolaan tersebut, pemerintah dapat membergiabdgi:
a.Hak pakai atas ruang bawah tanah yang dikuagmrbe
b.Hak sewa ruang bawah tanah yang dikuasai Negara;
kepada perorangan secara sendiri atau bersamaasamieepada badan hukum .
Untuk kepentingan penarikan para pemain modal, rgds kedua macam
hak termaksud diwajibkan untuk didaftar dan memleéreertifikat, agar dapat
dijadikan agunan untuk jaminan kredit berdasarkbhHak Tanggungan atau UU
jaminan atas benda-benda tidak bergerak.
Adapun alternatif pemberian hak yang dikemukaka éirof Budi Harsono,
SH adalah:
a.Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT) dan
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b.Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah
Kedua hak tersebut dapat beralih melalui pewaidsempemindahan hak.

2. Perorangan atau Badan Hukum yang berhak ata$bled dan Hak Sewa Ruang
Bawah Tanah adalah WNI, dan perusahaan yang berblagleum Indonesia
(swasta atau patungan swasta denga perusahaah atkdgPakai dan Hak Sewa
Ruang Bawah Tanah ini, tidak dapat diberikan kepadeya Negara asing atau
perusahaan asing.

3. Kedua Hak Pengunaan Ruang Bawah Tanah terselffibtdidaftar dan diterbitkan
sertifikatnya dan dapat dijadikan objek jaminanikb@dengan Hak Tanggungan
atau Hak Jaminan.

4. Khusus untuk keperluan jalan masuk/keluar ke/ftaminal, selain Hak Pakai
Ruang Bawah Tanah, pemegang Hak atas Ruang Bawahh Tjaga harus

memiliki Hak Atas Tanah.

2.1.4.1.c Pembatasan Penggunaan dan Perlindungan HaAtas Tanah yang
Berada di Atas Ruang Bawah Tanah Yang Digunakan
1. Pembatasan Penggunaan Hak Atas Tanah yang lbraties ruang bawah tanah
yang digunakan :

a. Menyimpang atau berlainan dengan ketentuan mesi@ntang batas-batas
penggunaan hak atas tanah terhadap tubuh bumik Wkefoerluan fondasi,
keperluan ruang untuk parkir, perdagangan ataurgugang terletak di DKI
Jakarta yang di bawahnya terdapat penggunaan roawgh tanah, dibatasi
paling dalam hanya 50 (lima puluh) meter.

b. Apabila diperlukan, maka pemerintah Daerah DEkalta dapat menjalin
perjanjian dengan para pemilik Bangunan yang bethdatas ruang bawah
Tanah yang direncanakan, tentang masing-masing Battalaman pengunaan
tubuh bumi yang boleh dipergunakan.

2. Perlindungan terhadap pemegang Hak Atas Tanahpdsmilik rumah/bangunan

lain yang berada di atas ruang bawah tanah yamgglipakan.
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a. Pemerintah atau pengguana ruang bawang tanakewagiban untuk
memberitahukan rencana pengunaan ruang bawang (amaingenai jenis
pengunaan dan bentuk bangunan yang dipergunakagaeluang bawah
tanah) 12 bulan sebelum pekerjaan pembuatan ruamghb tanah mulai
dilakukan.

b. Pengguna ruang bawah tanah wajib mengupayak#émk wsecara teknis
berupaya agar gangguan akibat pembuatan ruang baaaah dan
penggunaannya terhadap kenyamanan pemegang ha&reths/ang berada di
atas ruang bawah tanah yang digunakan adalah kk&eitnya.

c. Untuk keperluan perolehan Izin Bangunan dam Ganguan dari Dinas Tata
kota, pengguna ruang bawah tanh diwajibkan meldapirtanda bukti
persetujuan izin gangguan dari para pemilik Haks afanah dan pemilik
Bangunanyang berda di atasnya.

3. Pengguna Ruang Bawah Tanah wajib mengganti ieerugias kerusakan atas
tanah dan banggunan yang diderita pemegang HakTatash atau pemilik

Bangunan yang berada di atasnya.

2.1.4.2. Aspek Hukum Ruang Bawah Tanah Menurut UU Penataan Rang

Kebutuhan akan ruang perdagangan, perkokagmtan-kegiatan bersifat jasa,
pariwisata dan perumahan vertikal semakin besgragakan dengan pembangunan
berskala superblock dan cenderung bercampur. Untutipersiapkan luasan lantai
yang cukup besar. Mengingat luas lahan yang texsedmakin terbatas, maka
penyediaan tersebut dilaksanakan dengan meningkatadtinggian bangunan secara
optimal.

Penataan ruang di bawah tanah menurut BambangtBus&gpeti yang dikutip

Supriadi didasarkan bahwa semua Negara kepulawanaskodrati dapat dipastikan
akan memiliki laut yang diklaim sebagai wilayahngang akan dipertahankan dari

segala ancaman atau ganguan Negara lain, termekaldan alam yang terkandung
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di dalamny&? Di sini Bambang Susanto mengaitkan ruang bawahhtatas asas
hukum laut karena secara factual menunjukan balwaa Negara kepulaun akan
mengklaim pula mengenai kekayaan alam yang terkandii bawah tanah, yang
secara hukum disebut landas kontinen. Di bawalhtamiah yang secara kodrati dari
Allah SWT menyimpan kekayaan alam berupa tambangya, misalnya emas, dan
lain-lain. Oleh karena itu, sangat wajar kalau mmea juga mengklaim atas
pelangaraan atas landas kontinen yang diklaim akmleh Negara tentangga kita .

Pengertian ruang bawah tanah yang dikaitkan dekgkayaan alam seperti
di atas sebenarnya lebih ditujukan kepada aspe#lasarkontinen Indonesia di
kawasan Zona Ekonomi EKlusif (ZEE). Ini merupakafals satu sisi ruang bawah
tanah dalam kepentingan ekonomi yang berhubungagade kedaulatan Negara
yakni hak berdaulatspvereignty rightsatau juga kedaulatan atas sumber kekayaan
alam. Ruang bawah tanah yang penulis maksudkaaladgng bawah tanah di kota-
kota besar yang berada di bawah gedung-gedunghdieati atau di bawah suatu
kawasan atau area yg berbeda peruntukannya di &awdama kota dalam dengan
segala aspek pengelolaanya.

Menurut Peraturan Pemerintah Rl Nomor 36 Tahun 2B&ffang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 nigeridangunan Gedung,
Bangunan Gedung Yang Dibangun Diatas Dan/Atau DvdaTanah, Air, Atau
Prasarana Dan Sarana Umum sebagaimana dimaksuth galsal 18 Peraturan
Pemerintah yang sama di ayat {2bahwa pengajuan permohonan izin mendirikan
bangunan gedungnya dilakukan setelah mendapat tyjeese dari pihak yang
berwenang. Berdasarkan ketentuan dalam peraturaerpegah ini dalam Pasal 30,
maka hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Jika pembangunan Gedung di bawah tanah yang nwliptasarana atau

sarana umu maka harus:

%2 Supriadi, him. 323.

8 Ayat (2), Setiap mendirikan bangunan gedung ds,atln/atau di bawah tanah, air,
dan/atau prasarana dan sarana umum tidak bolehgemeggu keseimbangan lingkungan, fungsi
lindung kawasan, dan/atau fungsi sarana umum yargabgkutan.
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a. Sesuai dengan RTRWkabupaten/kota, RGTRKEP,dan RTBI.

b. Tidak untuk fungsi hunian tempat tinggal.

c. Tidak menggangu fungsi sarana dan prasarana yaraglebeli bawah

tanah.

d. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi ban@edung.

e. Memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamaram kkselamatan

bagi pengguna bangunan gedung.

f. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

2. lzin mendirikan bangunan gedung untuk pembanguredurgy di bawah
tanah wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahfigonan gedung dan
dengan mempertimbangkan pendapat publik.

3. Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan banggetiung di bawah
tanah harus mengikuti standar teknis yang berlaku.

Wilayah pengembangan tata ruang bawah tanah isiugmya di DKI Jakarta,
salah satu tujuannya adalah meningkatkan kapdaitgsng ruang kawasan ekonomi
perspektif terhadap kegiatan-kegiatan perdaganganjata serta campuran dengan
perumahan vertikal sekaligus untuk meningkatkanlitasa ruang kotd’ Arah
pengembangan pertama, kawasan ekonomi perspekiifitdyesitas tinggi pada
wilayah prioritas (wp) tengah pusat sebagai kawassamgan intensitas dan nilai lahan
tinggi yang membentuk pala superblock dan megastrylang di dalamnya terdapat
berbagai kegiatan campuran yang paling menunjaeggah hirarki pelayan lebih

luas dari pelayan regional (tingkat nasional daermasional).

 Rencana Tata Ruang Wilayah.

® Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, hedpémjabaran dari RTRW
kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasestaan.

% Rencana Tata Bangunan Lingkungan, adalah panthramang bangun suatu kawasan
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang meneaaama program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana Biyeteientuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.

" Dinas Tata Kota DKlLaporan Final PPP Tata Ruang Bawah Tanalakarta, 2001,
him.5.
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Persoalan-persoalan yang muncul dari pembangunangribbawah tanah
secara umum yang utama adalah aspek yang berhubdeggan aturan-aturan tata
ruang yang berlaku terutama undang-undang yangkuerlika dilihat ke belakang,
sebenarnya aspek pengelolaan ruang bawah tanahadnekpmpleks karena
benturan-benturan konflik kepentingan pihak-pihaktentu baik itu investor,
pemerintah sebagai pihak regulator dan pengawtslsaisumen.

Di dalam UU Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1898®atakan bahwa ruang
adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruangawan ruang udara sebagai
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluakyahidup dan melakukan
kegiatan sertamemelihara kelangsungan hiduphy@ata ruang adalah wujud
structural dan pola dan pemanafaatan ruang, baig si@encanakan maupun tid3k.
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata, mem@nfaatan ruang, dan
pengadilan pemanfaatan ruang. Rencana tata ruaalghatiasil perencanaan tata
ruang’® Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan afmdreserta segenap
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnyantuki@n berdasarkan aspek
administrasi dan atau aspek fungsiofal.

RUU yang baru ini sudah dibahas di DPR selama ketkhulan dan
dipastikan salah satu ketentuannya memuat ketepidana bagi setiap pelanggaran.

Fakta perubahan tentang UU Tata Ruang ini mengwasdikn bahwa
permasalahan Tata Ruang di Indonesia merupakanapalaman yang serius karena
menyangkut lingkungan hidup dan aspek pertahanbiy Rang baru juga dibuat
karena kondisi UU Tata Ruang Nomor 24 Tahun 199@alsudianggap tidak
akomodatif dengan perubahan dan perkembangan z&edain itu tidak koheren
denga peraturan-peraturan yang memacu percepatampgunan terutama di kota-
kota besar seperti DKI Jakarta.

8 Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 Rabutir 1.
% Ibid, butir 2.
0 Ibid, butir 3.

™ \bid, butir 4.
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Pengembangan ruang bawah tanah dannfestennya untuk kepentingan
ekonomi terutama di kota-kota besar seperti di Déldarta, Surabaya, Makassar dan
kota-kota besar lainnya selama ini didasarakan deeplepentingan ekonomi.
Kebijakannya terkait dengan Dinas Tata Kota sebgghak regulator yang
mengeluarkan izin berupa perda. Perda tersebut pakan aturan yang harus
dipenuhi oleh pihak investor dalam membangun gedyauyng bertingkat di
wilayah DKI Jakarta misalnya. Hak kelola ruang bawanah gedung tinggi tersebut
menganut azas horizontal. Sejauh mana hak ruanglbtanahnya adalah sebatas
tiang pancang gedung tersebut ke bawah tanpaadsrkatena persentasi ketinggian
gedung akan berdampak pada permanfaatan ruang dana Jika makin dalam
pemanfaatan ruang bawah tanah maka akses ke at®Entaginya akan semakin
berkurang.

Di dalam UU Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992, pokokef yang
menyentuh dan berkaitan dengan hak pengembangagelpan ruang bawah tanah
ini terdapat di dalam pasal-pasal antara lain:

1. Pasal 15

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksarna@gram pemanfaatan
ruang beserta pembiayaannya,yang didasarkan aizeneetata ruang.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam(B diselenggarakan
secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yagtgpkan dalam rencana
tata ruang.

2. Pasal 16

Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan:

a. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna &rgtena udara, dan tata guna
sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas pemratay sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2;

b. Perangkat yang bersifat insentif dan disentif dangaenghormati hak

penduduk sebagai warga Negara.
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Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tdathguna air, tata guna
udara dan tata guna sumber daya alam lainnya setmgadimaksud dalam ayat
(1) butir a, diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Pasal 17
Pengendalian pemanfaatan ruang diselengganaaalui kegiatan pengawasan
dan penertiban tentang pemanfaaan ruang .

4. Pasal 18

1. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselekggadalam bentuk
pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

2. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang sekuai dengan rencana tata
ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sasksi dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan di dalam ketentuan baru yang terdapamdélndang-undang
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dal@emtkannya dinyatakan
antara lain bahwa:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, rieuwtgdan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatilayah, tempat manusia
dan makhluk hidup lain hidup, melangsungkan kegiatéan memelihara
kelangsungan hidupnya.

2. Penyelengaraan penataan ruang adalah kegiatan myaliguti pengaturan,
pembinaan, dan pengawasan penataan rifang.

3. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembenamdasan hukum bagi
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat geaataan ruanf.

4. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk matikagk kinerja
penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerpgaterintah daerah,dan

masyarakaf’

2 YU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang| Pasitir 1.
3 |bid, Pasal 1 butir 6.

" bid, Pasal 1 butir 9.
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5. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencap&in penataan ruang
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, peatamfaruang, dan
pengendalian pemanfaatan rudhg.

6. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar peyayakn penataan
ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuantupama perundang-
undangar’

7. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untdntukanstruktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan peaet@mcana tata ruany.

8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkaktwstrruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melaluupemgn dan pelaksanaan
program serta pembiayaanmya.

9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya ur@wkijodkan tertib tata
ruang®

10.1zin pemanfaatan ruang adalah izin yang diperskanatdalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuanperunddaggar?”

Dengan ketentuan di atas jelaslah bahwa Undangagngang menyatakan
penetapan suatu tata ruang didasarkan lebih bapgdk aspek kebutuhan dan
kepentingan ekonomi. Dengan ketentuan ini,arah gmebgngan dan pengelolaan
ruang bawah tanah secara eksplisit tidak dinyatalkeangan jelas. Tetapi ketentuan
secara implisit dinyatakan bahwa mengenai aspekirhulanah/agraria, pemberian

hak di bawah tanah telah dapat diberikan penyelegai melalui analogi dan

"5 |bid, Pasal 1 butir 10.
"% |bid, Pasal 1 butir 11.
" Ibid, Pasal 1 butir 12.
"8 |bid, Pasal 1 butir 13.
9 Ibid, Pasal 1 butir 14.
8 |bid, Pasal 1 butir 15.

81 |bid, Pasal 1 butir 32.
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interprestasi ektensif pasal 4 UUBAProf. Budi Harsono menyarankan perlunny
dibentuk lembaga hak yang mungkin disebut hak guaag bawah tanah (HGRBT)
yang pengaturannya memerlukan undang-undang gufengkepi pasallé UUPA.
Alasannya adalah bahwa karena bangunan utama wstry&it berada dalam tubuh
bumi,isi kewenangan yang berkaitan dengan hakpatasukaan bumi tidak mungkin
ditafsirkan mampu mencakup pembangunan, pemilidan, pengelolaan bangunan
bawah tanah termaksud.
Pemanfaatan ruang bawah tanah yang dimaksud dissjalan dengan
ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang NomoraéTyakni:
Pasal 32

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaagrgropemanfaatan ruang
beserta pembiayaannya

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada aydagat dilaksanakan
dengan pemanfaatan ruang,baik pemanfatan ruaraatndumi.

Pemanfaatan ruang bawah tanah adalah akibat pe#stsaprogram
pemanfaatan ruang dari aktivitas pembangunan, lyaikg dilaksanakan oleh
pemerintah maupun masyarakat untuk tujuan tatagru@enyusunan program
pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasjram yang tertuang dalam
rencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraan jegmdmn®® Pemanfaatan ruang
secara Vvertical dan pemanfaatan ruang di dalam bdmaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung &ags&cara lebih intensif.
Contoh pemanfaatan ruang secara vertical misalagaph bangunan bertingkat,baik
di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementaraeingpfaatan ruang lainnya di

dalam bumi,antara lain untuk jaringan utilitasifgan transmigrasi listrik, jaringan

82 Maria S.W. Sumardjond{ebijakan Pertanahan(Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2006,
him. 120

8 penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 26 Tahuid Zé@tang Penataan Ruang.
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telekomunikasi, jaringan pipa air bersih dan jaaimgas, dan lain-lain) dan jaringan
kereta api maupun jaringan jalan bawah tdfiah.

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi yang ditetagddam rencana tata
ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagtareen, penatagunaan air,
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber dmy3 al

Sesuai dengan ketentuan hak menguasai Negara, faat@nruang bawah
tanah maupun udara adalah hak Negara. Ketentuaselaras dengan pasal 4
UUPA®® yang dianalogikan bahwa Negara dapat memberiksmage hak di ruang
bawah tanah dan ruang udara. Pengaturan tentangtémkanah yang masih dapat
dipertahankan dan diberlakukan secara analogideph@erluasaan obyek hak atas
tanah, yakni di ruang bawah tanah dan ruang udaisglnya berkenaan dengan
ketentuan tentang subyek hak, jangka waktu, pemalipembebanan, hapusnya, dan
sebagainnya dengan penambahan seperlunya dalamtgemgtentang pemberian
tanda bukti hakny&’

Pasal-Pasal UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007erfRaitan dengan

Ruang Bawah Tanah

Pasal Perihal Kaitan dengan Ruang
Bawah Tanah

3 Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang

8 Penjelasan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 26 Tahuid Zédtang Penataan Ruang.
8 UU Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 33 ayat (1).

8 (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaj ylimaksud dalam Pasal 2,
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaain yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik senafipun bersama-sama dengan orang-orang lain
serta badan hukum; (2) Hak-hak atas tanah yangkdimdadalam ayat (1) pasal ini member wewenang
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demgkila tubuh bumi dan air serta ruang yang
ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepemtiggag langsung berhubungan dengan penggunaan
tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undaindain peraturan-peraturan hukum lain yang
lebih tinggi; (3) Selain hak-hak atas tanah sebggag dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan
pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

87 Maria S.W. Sumardjond.oc.Cit. HIm. 121.
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Klasifikasi penataan ruang berdasarkan

Sistem, Fungsi Utama Kawasan, Wilay

Administratif, Kegiatan Kawasan, dan Nilai

Strategis Kawasan

:Pedoman Ketentuan
aluntuk Hak Guna Ruang
Bawah Tanah

1. Sistem wilayah dan
perkotaan

2. Fungsi utama kawasan lindung d
kawagsan budidaya

3. Penataan ruang wilayah nasiorn

provinsi, kabupaten/kota

4. Penataan ruang kegiatan kawasan

perkotaan dan pedesaan
5. Penataan ruang atas nilai strate

kawasan nasional,

kabupaten/kota

internal Tata ruang untuk Hak

provinsi,

Guna Ruang Bawah
an Tanah yang masih

berpusat di wilayah
al, perkotaan

Tugas dan Wewenang :
1. Negara untuk kemakmuran rakyat
2. Negara menyerahkan wewena
kepada pemerintah dan pemda
3. Penyelenggara tetap menghorm
hak sesuai peraturan per-UuU-an

Peran pemerintah
memanfaatkan kawasan
ng ekonomi Hak Guna
Ruang Bawah Tanah
ati

Wewenang Pemerintah :
1. Pengaturan,
pengawasan

2. Pelaksanaan tata ruang, kerja sama

antar negara

pembinaan damengubah kebijakan izit

Hak pemerintah

=

Hak Guna Ruang Bawa
Tanah

-

10

Wewenang Pemerintah Daerah Prov
diambil alih oleh
Pemerintah Daerah Provinsi tidak sang
memberi pelayanan maksimal

Pemerintah jikaTata Kota, P2B, dan Tata

nsiPemda melalui Dinas

yjup Bangunan berhak
menentukan persyaratan
Hak Guna Ruang Bawah

Tanah

12

Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

1. Penetapan berdasarkan
undang

2. Pedoman bidang penataan ruang

undang-Ruang Bawah Tanah

Pengaturan Hak Guna

harus berdasarkan UU

13

Pemerintah melakukan pembinaan penata&ungsi dan Kedudukan

ruang melalui  koordinasi, sosialisa

si, Pemerintah dalam

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



98

bimbingan/supervise/konsultasi, pendidik
dan pelatihan, penelitian de

pengembangan, informasi dan komunikasi

anPengaturan Hak Guna
an Ruang Bawah Tanah

51

14, 15, 16,| Pelaksanaan Penataan Ruang : Perencanadangka waktu rencana
17, 18, 19,| Tata Ruang Wilayah Nasional tata ruang wilayah
20,21 nasional adalah 20 tahu
RTRW nasional ditinjau
1 kali dalam 5 tahun
kecuali dalam bencana
22,23 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi rRal®emerintah
Daerah dalam
mengeluarkan izin
pembangunan khususny
lokasi dan fungsi ruang
untuk investasi
28 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Kewajibag farus
dilaksanakan
pengembang ruang
bawah tanah
32,33 Pemanfaatan ruang : Pemanfaatan ruang
1. Pelaksanaan program pemanfagtasecara vertical maupun
ruang beserta pembiayaannya ruang di dalam bumi
2. Tata Guna Tanah pada ruang yang
direncanakan untuk kepentingan
umum
34 Standar pelayanan minimal, Stangdar Pemanfaatan ruang
kualitas lingkungan, Daya dukung danwilayah sesuai kawasan
tampung lingkungan termasuk Hak Guna
Ruang Bawah Tanah d
kawasan strategis dan
ekonomis
35, 36, 37,| Pengendalian pemanfaatan ruang denganPenyalahgunan Hak
38,39 | penetapan peraturan zonasi, perizinan,Guna Ruang Bawah
pemberian insentif dan disentif, dan sanksi Tanah dapat dikenakarj
sanksi
41, 42, 43,| Tata Ruang Kawasan Perkotaan : Rencana pengembanga
44, 45, 46, 1. Penataan ruang ruang bawah tanah di
47, 48 2. Perencanaan ruang wilayah perkotaan

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



99

3. Pemanfaatan ruang
4. Pengendalian
5. Kerjasama penataan ruang

55, 56, 57, Pengawasan penataan ruang terhaddgak penggunaan ruang
58,59 |kinerja pengaturan, pembinaan, dan bawah tanah dan
pelaksanaan penataan ruang oleh : pengelolaannya diawasj
1. Pemerintah
2. Pengaduan masyarakat
3. Pemantauan dan evaluasi
4. Pengawasan penyimpanan

60, 61, 62,| Hak, kewajiban, dan peran masyarakat Ketentuarsaaksi
63, 64, 65, pada penyalahgunaan
66 Hak Guna Ruang Bawah
Tanah
68, 69, 71, Penyidikan dan ketentuan pidana Penyalahgunaan Hak
72,73, 74 Guna Ruang Bawah

Tanah dapat dikenakar
sanksi pidana (selain
sanksi perdata)

2.2. KAWASAN KAREBOSI

2.2.1. SEJARAH KAWASAN KAREBOSI

Lapangan Karebosi atau yang lebih dikenal dengarariéarebosi merupakan
salah satu tempat wisata olahraga favorit di Kotakddsar. Sebelum bernama
Karebosi, lapangan ini dulunya bernama “Parang ledmpang berarti lapangan
panjang dan lebar. Nama itu kemudian berubah migaebosi terkait dengan
beberapa peristiwa, baik berupa cerita mitos maugenta sejarah yang pernah
terjadi di tempat itu.

Awal Karebosi tak terpisahkan dari lahirnya Kota Kdssar. Pada zaman
pendudukan Belanda (VOC), Makassar bernama Jumpgndieama ini merupakan
pemberian kolonialisme yang diambil dari harafiajuhg pandangan’ atau ‘batas

penglihatan’. Pemberian nama tersebut bukan targieabs Sewaktu hendak
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menginvasi Makassar kuno, pihak VOC terbentur kiendklam spionasis atau
pengintaian. Tersebutlah Karebosi yang merupakaanhonenas dan pandan, yang
notabene merupakan penghalang pengintaian merdkadégp benteng Gowa yang
menjadi prioritas penaklukan.

Lalu VOC pun menjalankan siasat licik dengan menggean strategi lihai
yang tak pernah terpikirkan oleh Kerajaan Gowa,nyakenembakkan meriam-
meriam yang berisi amunisi ‘gulden’ atau uang ematanda. Penduduk sekitar
hutan terhipnotis oleh strategi ‘iming’ dan menepablon-pohon lebat yang berada
di kawasan ‘Karebosi’ untuk mencari dan mengumpulkgulden’ yang telah
menebar di sana. Alhasil, dalam sekejap hutan-hpgandan menjadi gundul dan
memudahkan Belanda mengintai Kota Jumpandang.

Setelah leluasa mengintai Kota Jumpandang, mettihatlah sehamparan
sawah yang dilintasi anak sungai yang menyambunigekéeng Fort Roterdam dan
kemudian bermuara ke laut di depan benteng. Karahdanya disebut ‘parang
lampe’, dalam bahasa Indonesia dapat diartikarafigpn panjang dan lebar’. Saat
Lapangan Karebosi di revitalisasi dan diadakanagalintuk pondasi bangunan, air
yang berasal dari dalam tanah bukanlah air end&ogamn, melainkan air yang
menyambung ke laut.

Salah satu penduduk yang memiliki temurun yang gierbermukim di pinggir
Karebosi, kisah muasal Lapangan Karebosi ia perdesh kakeknya yang telah
meninggal dalam usia 100 tahun lebih. la juga megkapkan bahwa Karebosi
dulunya dijadikan alun-alun pasamuan para rajaut@n®si Selatan sebagai tempat
berkumpul untuk bermusyawarah dalam mengambil suaghbijakan maupun
keputusan, atau melakukan acara besar tertentu.

Kerajaan Tallo merupakan cikal bakal Makassaringidir merupakan
kerajaan yang pertama kali di ranah Anging Mamnkdarena kerajaan Tallo-lah
yang mengundang kerajaan-kerajaan lainnya untukubgoul di alun-alun seperti
Somba ri Gowa, Mangkau ri Bone, dan Payungnga diu.itsemua kerajaan tersebut
juga disinyalir ada hubungan pertalian darah dasguelaraan dengan Kerajaan Tallo

pertama.
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Menurut epos masyarakat Makassar, konon dalam #&arajrallo pernah lahir
seorang gadis aristokrat dari keturunan Raja Tydlog sangat cantik, pintar, bijak
bertutur, serta santun dan ramah. Gadis tersebgelbe Karaeng Bunga Rosina
Tallo atau Raja Bunga Mawar Tallo.

Berkat kecerdasannya, Karaeng Bunga Rosina Tdiloyng senantiasa
memimpin musyawarah antarpuak dan raja. la sigap thnggap terhadap
permasalahan rakyat. Keputusannya selalu dilafdssifan sehingga ia dikenang
sebagai tokoh panutan. Setelah mangkat, namanya tikenang. Dan Lapangan
Karebosi yang dulunya merupakan alun-alun kerajbaio merupakan singkatan
dari namanya, Karaeng Bunga Rosina sebagai appkagihargaan terhadap jasa dan
kebijaksanaannya.

Pohon besar yang ada di dalam Lapangang Karebhdsnyh adalah pohon
kecil yang ditanam sebagai tanda tempat dikuburgarnkaraeng Bunga Rosina
Tallo. Penanda tersebut menguat sebagai buktimigailik penyebab hanya ada satu
pohon besar di sana.

Saat ini juga sering didapati kuburan dimana kubutersebut sengaja
ditanami pohon pelindung oleh keluarga yang ditaik@gn. Jadi benarlah adanya jika
Karebosi merupakan singkatan dari Karaeng BunganRdsallo. Seiring perjalanan
waktu, kemungkinan kuburan Karaeng Bunga Rosind Talah sirna karena rusak
oleh pertumbuhan pohon tersebut dari abad ke abad.

Selama ini tidak ada sejarawan maupun budayawamndapat mengartikulasi
Karebosi dengan tepat. Saat lahirnya Kota Makakgzangan yang merupakan lahan
relaksasi warga Makassar ini telah ada dan melegdathm mitos yang dimafhumi
turun-temurun masyarakat Bugis-Makassar.

Kini setelah Karebosi mendapat sorotan tajam darbdgai kalangan tetua
dan puak Makassar akibat revitalisasi frontalisgyarengubah wajah lahan kosong
itu, maka kisah Karebosi meriak dalam beragam versi

Sejak masuk ke dalam wilayah Kota Makassar, Lagangarebosi tetap
dijadikan sebagai alun-alun kota yang berfungsiagabtempat wisata olahraga.

Pemerintah Kota Makassar juga telah melakukan alesaisi sehingga Lapangan
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Karebosi kini terlihat lebih apik dan asri. Di skleg lapangan diberi jalan setapak
untuk joging dan diselingi pepohonan yang hijauafais tanah lapang seluas kurang
lebih 9 hektar atau setara dengan 8 kali lapangpaksbola ini telah dikaveling-
kaveling menjadi beberapa bagian, di antaranya yeatlg luas untuk berbagai
kegiatan akbar, tribun upacara, lapangan sepakKkhoisus orang dewasa dan anak-

anak, serta dilengkapi lapangan tenis dan basket.

2.2.2. REVITALISASI KAWASAN KAREBOSI

2.2.2.1. Landasan Teori Revitalisasi Karebosi

Penataan Lapangan Karebosi Kota Makassar mel&giatan revitalisasi
fungsi kawasan adalah salah satu upaya Pemerintata Klakassar untuk
memperkuat jati diri kotanya sebagai Kota Metrapolidengan visi Makassar Great
Expectation.

Revitalisasi Lapangan Karebosi merupakan upaya hiémgkan
kemajemukan fungsi Lapangan Karebosi (ruang terbplblik) dengan cara
memanfaatkannya seoptimal mungkin melalui pencaptaaang yang lebih
berkualitas dan optimalisasi intensitas pembanguRanataan Lapangan Karebosi
yang image able dapat meningkatkan karakter identtota Makassar serta lebih
produktif dan liveable Warga Kota Makassar dapat memanfaatkan Lapangan
Karebosi sebagai ruang olahraga yang dicerminkargate keberadaan fasilitas-
fasilitas lapangan olahraga dalam suatu lingkungamg manusiawi dengan
mempertimbangkan pedestrian network antar aktiviltesmudahan pencapaian
angkutan kota dalam berbagai penjuru, dan kebemaidéa hijau yang teduh dalam
kawasan.

Kevin Lynch dalam bukunya City Sense and City Deslgn Theory A Good
City Form menjelaskan tentang Image of The Cityrdckota), yaitu kemampuan
memory warga kota dalam mengenal wujud visual/itetkotanya. Lima elemen
pembentuk citra kota menurut Kevin Lynch, yaitundeark (titik orientasi warga

kota), edge (batas fisik kota: pantai, sungai, @#th (sirkulasi: jalan, sungai/kanal,

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



103

dll), node (simpul: peralihan pergerakan), danriistkawasan). Kota Makassar
sebagai salah satu kota raya (metropolitan) diied@ memiliki elemen-elemen
pembentuk citra kota, berdasar hasil pooling pead&plas matakuliah Arsitektur
Kota pada Jurusan Arsitektur Unhas teridentifikdsberapa elemen-elemen
pembentuk, yaitu: Monumen Mandala, Menara Masjid Mdrkaz, Graha Pena,
Pohon Beringin Karebosi, Reklame di atas ruko jesMl Raya,dll (sebagai elemen
landmark pada Kota Makassar), Pantai Losari, Sudgaeberang sebagai elemen
edge pada Kota Makassar; Jl. Perintis Kemerdekadaimdr kota yang menerus
sampai JI. Kartini di barat kota, JI. Kumala diaseh kota yang menerus sampai Jl.
Bandang di utara kota, kanal kota yang membentanigseélatan ke utara kota, dll
sebagai elemen path pada Kota Makassar; Lapangaebd¢@, simpang Km 4,
Pelabuhan Sukarno-Hatta, dIl sebagai elemen nodia péta Makassar; dan
Kawasan Militer Rajawali, kawasan multi etnis kdéana, kawasan pendidikan
Tamalanrea, dll sebagai elemen district pada Katkddsar.

Salah satu karakter dari tipologi kota-kota di Ineésia adalah keberadaan
lapangan/alun-alun dengan fungsi sebagai ruangkpdblpusat kota atau berada
dalam kawasan kota lama (downtown), kota-kota berseantara lain, Kota
Metropolitan Jakarta (Kawasan Monumen Nasional)takKbletropolitan Bandung
(Alun-Alun JI. Asia Afrika dan Lapangan Gazibu), idoMetropolitan Surabaya
(Kawasan Tugu Pahlawan), dan Kota Metropolitan Ma&a (Lapangan Karebosi).
Lapangan/alun-alun tersebut memiliki karakter ckoia, yaitu: sebagai landmark
dan node, yang mana kedua elemen tersebut berdaia datu kawasan, yaitu:
downtown district.

Sebagai contoh pada Kawasan Monumen Nasional, tdakitfonumen
Nasional (Monas) sebagai Landmark Jakarta (Indaje3iaman Monas sebagai
node/simpul transportasi/Stasiun Kereta Gambir, darada dalam district pusat
bisnis dan kota lama; selanjutnya Alun-Alun KotanBang: Menara Masjid Agung
Bandung sebagai landmark kawasan, lapangan/alondatia (ekspansi Masjid
Agung pada ruang bawah tanah, ruang permukaan @ehgng publik) sebagai

node. Alun-alun Kota Bandung berada dalam kawasanisb dan kota lama;
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Kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya: Tugu Pahlawagaeladmark, taman Tugu

Pahlawan sebagai node, dan berada dalam kawasés das kota lama; Revitalisasi

Lapangan Karebosi, Makassar: Pohon Beringin, Pamdupacara Kota sebagai
landmark, Lapangan Karebosi (terminal drop off angk kota bawah tanah) sebagai
node, dan berada dalam kawasan bisnis dan kota lama

Secara visual kondisi Lapangan Karebosi saat iahtsengalami penurunan
kualitas, antara lain disebabkan oleh sistem dsaindalam lapangan yang tidak
berfungsi sehingga menimbulkan genangan air yakgpctinggi pada musim hujan
(tercatat pada akhir tahun 2006 tinggi genangancapa 60 cm dari elevasi
lapangan), dan pada musim kemarau lapangan rungubdh menjadi lapangan
pasir yang berdebu, adanya pagar-pagar pembatagkgmingan) antara beberapa
pengelola klub sepak bola yang berdampak pada psmmgan area ruang publik
(pada papan penyampaian yang terpasang di pagabt¢ryang berbunyi "dilarang
memasuki area lapangan sepak bola....”), pedaganglikek yang telah membuat
gubuk/tenda, pangkalan becak yang berada pada pejafan kaki/trotoar, parkir
badan jalan yang berada di sekitar Lapangan Karetsddame yang tidak teratur,
dan lain-lain.

Selain itu, Lapangan Karebosi memiliki sejumlahepst yang tidak dimiliki
oleh lapangan-lapangan/ruang terbuka di Indongsify: keberadaan bank sentral-
Bank Indonesia, dan sejumlah lembaga keuangan kemaang utama, antara lain:
Bll, BTN, BCA, Niaga, Mega, BNI 46, Mandiri, AsuranJiwasraya) yang berada di
sekeliling Lapangan Karebosi. Kondisi ini mencerkaim putaran roda perekonomian
di Sulawesi Selatan dikendalikan di Karebosi. Sataga potensi simpul transportasi
(trayek angkutan kota dengan destinasi Karebogi:ydari Sungguminasa, Minasa
Upa, Perumnas Toddopuli, Antang, Borong/SMA 5, CGawdsih, Daya, BTP, dan
Kampus Unhas) dan titik Bench Mark Sulawesi Seldt@enada pada Lapangan
Karebosi (BM 0), mengindikasikan Lapangan Karelsmbagai pusat transportasi
Kota Makassar, pada pagi hari sebagai Destinatipenarik pergerakan, dan pada
sore hari sebagai Origin — pembangkit pergerakan.
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Potensi lain yang cukup menarik adalah Karebosagabsuatu Legenda
Tujua (Pattujuang) dari Lontara Bugis (dari MuseS8aoraja Raya, La Sambaloge
Toappatunru, putra Raja Bone ke-27), yaitu; Daeegel Karaeng Bosi; Pohon
Beringin; dan beberapa cerita sejarah lainnya. t@athistoris Lapangan Karebosi
memberikan gambaran kekayaan sejarah Kota Makaeseatat di Lapangan
Karebosi.

Keunggulan komparatif Lapangan Karebosi denganniggralapangan/alun-
alun kota lainnya di Indonesia telah memberikangpéekhasan/keunikan citra Kota
Makassar, namun jika diperhatikan dengan kondisldwpangan Karebosi maka
keunikan citra kota akan semakin menurun. RevdslisLapangan Karebosi
merupakan upaya kompetitif dan inovatif Pemerintdbta Makassar dalam
meningkatkan citra kotanya sebagai salah satu Kletaopolitan yang berbudaya di
Indonesia.

Lapangan Karebosi menjadi salah satu destinasvitsti publik di Kota
Makassar. Beragamnya aktivitas baru yang mucul dpaya optimalisasi lahan
Lapangan Karebosi membuat Lapangan Karebosi senadkiaktif dalam menarik
pergerakan ke pusat Kota Makassar. Revitalisasiahggn Karebosi akan
meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan mempeapanjvaktu kunjungan wisata
di Kota Makassar. Sebagai salah satu destinasadgkur kota yang dapat menarik
pergerakan wisata serta mempercepat efek ping penglanan wisatawan di Kota
Makassar. Para wisatawan akan semakin moveableotdi Klakassar, tertarik di
selatan kota dengan keberadaan Kawasan Wisata SOmbaViniatur Sulawesi,
tertarik di barat kota dengan keberadaan pesisitapanulai dari Tanjung Bayan
hingga ke Pantai Losari, tertarik ke utara kotaga@nangkur Pelabuhan Paotere dan
situs Makam Raja-raja Tallo, tertarik ke pusat kakengan angkur Lapangan
Karebosi, dan tertarik ke timur kota dengan andgkaifang Tonjong (pengembangan

wisata tirta dan hutan kota).
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2.2.2.2. Proses Revitalisasi Karebosi

Dalam beberapa tahun terakhir, lapangan Karebosigsenengalami banjir
jlka musim hujan. Pada kondisi banjir yang palingrgh, seluruh permukaan
lapangan bisa tergenang dan lapangan berubah melajaau. Hal ini diakibatkan
karena lapangan Karebosi, menurut pengukuran terédun 2006, berada pada
elevasi antara minus 50 — minus 80 cm dari permuljaéan. Hal lain yang
memperparah kondisi ini adalah lapangan Kareboslisaliapit oleh jalan raya serta
bangunan-bangunan tinggi di keempat sisinya, sghirgr hujan tumpahnya ke
lapangan Karebosi. Dengan saluran pembuangan yingekarang, praktis volume
air hujan yang cukup tinggi di musim hujan, khus@sdi bulan Nopember sampai
Januari, bisa menenggelamkan seluruh permukaandapabelum lagi jika hujan
deras bersamaan dengan saat pasang permukaart.air la

Karena itulah, pemerintah kota Makassar berniatkugdan perbaikan. Akan
tetapi pemerintah terbentur dengan biaya yang tsaikit. Pada rencana pertama,
pemerintah ingin menawarkan pekerjaan ini kepasastor, tetapi tentu saja tidak
akan ada yang berminat karena tidak adanya nitaiakis sebagai return.

Akhirnya pemerintah melakukan sayembara desaintateasi lapangan
Karebosi pada pertengahan tahun 2006, dengan tojeacari masterplan yang jadi
acuan pemerintah kota serta diharapkan bisa menggaestor. Sayembara ini
dimenangkan oleh PT Lintas Cipta Desain (PTLCD)gyanemanfaatkan lahan
bawah tanah seluas 2,9ha di sisi utara Karebosi €8%gai tempat parkir dan 15%
sebagai tempat aktivitas ekonomi. Pada presentsaid di hadapan Walikota
Makassar yang dihadiri oleh wakil presiden, Jusafldd mengemukan keinginan
agar pekerjaan ini secepatnya bisa diselesaikan.

Sederhananya, revitalisasi lapangan Karebosi akamaikkan elevasi
lapangan sekitar 40 — 60 cm dari permukaan jal@mc&na ini akan memanfaatkan
metode cut and fill di mana tanah di bawah lapangkan digunakan untuk
menimbun permukaan.

Akan tetapi, desain awal tidak menarik investoekarinvestasi parkir bawah

tanah jauh lebih mahal dibandingkan parkir di &@sgunan sementara alokasi 15%
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area bawah tanah sebagai tempat aktivitas ekonerailut sedikit. Untuk itulah,
desain akhirnya diubah dengan memperluas areaitaktigkonomis menjadi 40%.
Adapun area 60% lainnya akan digunakan sebagai aterpprkir yang akan
menampung sekitar 800 kendaraan roda empat, tekn@sypat naik dan turunnya
penumpang pete-pete untuk trayek yang melalui j8lasirman sehingga diharapkan
kemacetan di jalan ini bisa dikurangi.

Namun, rencana awal proyek revitalisasi Karebalsiktitersosialisasi dengan
baik. Ini terlihat dari tidak sampainya desain dancana pemerintah kota dalam
pekerjaan ini. Ada dua hal yang mungkin jadi mdsaja, yaitu pada peran yang
pemerintah tidak memaksimalkan sosialisasi itw athkan masyarakat tidak terlalu
peduli dengan rencana ini ketika pertama kali digah. Pemuatan rencana dan
sosialisasi proyek di koran lokal tentu menjadiacgeing efektif, tetapi harus disadari
bahwa tidak semua warga membaca koran (yang sdbagisi lain, semestinya
masyarakat memberikan reaksi dan pandangan dalissangga bisa diakomodir
pemerintah dengan memanfaatkan semua saluran giang a

Di sinilah pentingnya fungsi dan netralitas mediassa. Dugaan berbagai
pihak mengenai ketidaknetralan media massa dalamitmungkin saja benar, tetapi
media massa, khususnya cetak, bukan satu-satulwarsdtulah sebabnya, banyak
pihak yang menyesalkan mengapa reaksi beberap&melamasyarakat baru muncul
sekarang justru saat pekerjaan sudah mulai dilakkuka

Hal yang cukup positif adalah bahwa PTLCD ditugaskatuk mengawal
quality control and quality assurance sampai pragekelesai. Memang masterplan
revitalisasi Karebosi didesain oleh mereka, tetitail pemanfaatan ruang komersil
sebesar 40% di bawah Karebosi serta Detail Engimgeddesign dikerjakan oleh
investor. Namun demikian, PTLCD tetap memiliki wevaag untuk melakukan
review dan berhak menolak rancangan yang menyalakterplan. Sebagai contoh,
ketika investor memberikan desain awal ruang bataalah yang dibuat oleh PT
Arkonin, PTLCD memberikan komentar untuk perbaiketa udara dan tata

cahayanya.
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Mengenai proses tender, tender telah dilakukan kddiamelalui pemuatan
iklan di Media Indonesia dan Ujungpandang Expreks.ini dilakukan karena pada
saat tender pertama, yang mengajukan penawaraa Baty bidder yakni PT Tosan.
Namun saat sampai pada tender kedua penawararheatgp satu bidder, akhirnya
diputuskan untuk menyerahkan pekerjaan ini kepddad3an.

Indikasi kecurigaan dalam proyek revitalisasi Lagmm Karebosi mulai
terbukti. Adalah terpilihnya PT Tosan Permai Ldstebagai pemenang tender.
Perusahaan tersebut terpilih karena pesaing laitmgagundurkan diri”, sehingga
Tosan satu-satunya perusahaan swasta yang bedam#amngsung ditetapkan sebagai
pemenang tender.

Ada pula anggapan bahwa pekerjaan ini dilakukangalenpenunjukan
langsung kepada PT Tosan (PTT) milik Bang Hasarg yaga pemilik Makassar
Trade Center (MTC). Lebih jauh bahkan ditengareangd kemungkinan “kerja
sama” dengan group Bosowa yang sebentar lagi megubamenara pencakar langit
di salah satu sisi Karebosi, tetapi tidak memilétian parkir yang cukup di tempat
itu.

Bila ditelusuri lebih jauh, rencana revitalisaspdagan karebosi terkait
dengan keberadaan pusat perbelanjaan MTC (Mak@szae Center). MTC sendiri
adalah bagian dari bisnis PT Tosan. Hal ini tetldieri desain yang dikembangkan
PT Tosan yang ingin menghubungkan antara MTC dergmsement Karebosi
melalui lorong bawah tanah. Maka tak salah, bila &dcurigaan bahwa Tosan
memiliki grand agenda dan grand design untuk mesggdapangan Karebosi untuk
kepentingan bisnisnya. Bagi PT Tosan, Karebosi akgadikan buffer dan
pendukung bagi MTC.

Sejak proyek revitalisasi Karebosi dilakukan, lagam yang luasnya
mencapai 8 Ha ini tampak seperti benteng. Di s@kglipagar seng bercat itu
sejumlah gambar dengan berukuran besar terpampasger-poster ini sepertinya
ingin menceritakan bagaimana lapangan Karebosiirbanj saat musim hujan

terendam air dan bagaimana Karebosi pascarevgalisa
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Pemasangan gambar-gambar lapangan Karebosi demgbagai pose itu
merupakan salah satu cara dari PT Tosan PermaiarLesebagai investor
pembangunan proyek revitalisasi untuk meyakinkamgwaMakassar agar bisa
memahami apa yang sedang menjadi cita-cita daggbela dan pemerintah kota.

Bang Hasan, selaku pemilik PT. Tosan Permai Lesterus berupaya
membujuk dan mencari kepercayaan dari masyarakagenai proyek revitalisasi
tersebut. Beliau juga mengklarifikasi pemberitaanntedia tentang pernyataan
Walikota Makassar llham Arief Sirajuddin perihal kKH®engelolaan (HPL) yang
mengatakan bahwa sudah dua tahun diurus PT.Tosanumhingga saat ini HPL itu
tak bisa terbit di Badan Pertanahan Nasional (BPiéat.

Mengacu perjanjian kerja sama Pemkot Makassar deRgaTosan, beliau
menegaskan, kewajiban pihak pertama (Pemkot Makas&egurus Penerbitan Hak
Pengelolaan Lapangan Karebosi atas nama pihakneedan dibiayai pihak pertama.

Selanjutnya pada area yang diberi Hak Pengeloléaun @enggunausahaan
kepada pihak kedua dalam hal ini PT.Tosan, ditexhiHak Guna Bangunan (HGB)
dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Non Hunias atama dan biaya pihak
kedua. Selanjutnya dikelola atau didayagunakan kpikadua atau dialihkan,
dijaminkan, diagunkan kepada pihak lain.

Diketahui, masa pengelolaan Karebosi sesuai keafaasantara Pemkot
Makassar dan investor berlangsung selama 30 talika.sudah habis, praktis aset
tersebut akan dikembalikan ke Pemkot Makassar, asedengan Perjanjian
Kerjasama dengan PT. Tosan Lestari Permai untukaMBgpyek Revitalisasi
Lapangan Karebosi Nomor : 426.23//026/S.PERJA/EKEBANIan Nomor
074/TPL/X/2007, antara Pemerintah Kota MakassagaedT Tosan Permai Lestari
tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisapangan Karebosi
tertanggal 11 Oktober 2007.

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama dalam gaaght (3) menegaskan
bahwa PT. Tosan Permai Lestari menguasai areasséBi865m2 dan area bawah
tanah (terowongan/tunnel) jalan Ahmad Yani selusd7m2 yang diperuntukkan

bisnis, yang di dalamnya di bangun kios/lods/Gbejumlah 800, dan atas asumsi
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perhitungan dari pihak Investor, bila pihak PT Tos@ermai Lestari menjual

kios/lods tersebut dengan harga masing-masing ipsfldds sebesar Rp 200 juta,
maka dalam waktu 30 tahun total anggaran yang dirsaip PT Tosan sebesar Rp
160 Miliar dikurangi dengan nilai investasi yangate ditanamkan sebesar Rp 113
Miliar, sehingga secara neto laba yang bisa ditapatnvestor mencapai Rp 47
Miliar.

Disamping itu PT Tosan Permai Lestari juga akan peroieh pemasukan
dari penggunaan semua fasilitas pada area yangasdikudan menerima hasil
pemasangan iklan/reklame di kawasan karebosi s&8rehun.

Mengenai Hak Atas Tanah yang terdapat pada kawisagbosi tersebut,
bahwa Lapangan karebosi tersebut di kelola oleheatah Kota Makassar atas
dasar Hak Pengelolaan. Sesuai dengan Perjanjiajasidara dengan PT. Tosan
Lestari Permai untuk Mega Proyek Revitalisasi La@aan Karebosi Nomor :
426.23//026/S.PERJA/EKBANG dan Nomor : 074/TPL/X020 antara Pemerintah
Kota Makassar dengan PT Tosan Permai Lestari tgrBangun Guna Serah Dalam
Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi tertanggal Cltober 2007, maka
diterbitkanlah sertifikat Hak Guna Bangunan atasa® T Tosan Permai Lestari.

HGB yang dikuasai oleh PT Tosan Permai Lestarietars termasuk
Lapangan Karebosi dan lahan bawah tanah yang belaBawahnya. Oleh PT.
Tosan, dibangunlah kios/lods/Gerai berjumlah 808hbtbeserta sarana penunjang
lainnya seperti tempat parkir dan sebagainya.

Setiap kios tersebut diperjualbelikan secara umepa#ta masyarakat dengan
alas hak yaitu Hak Milik Atas Satuan Rumah SusulM@RS) Non Hunian. Hal ini
ini dapat disimpulkan bahwa HMSRS tersebut dibanduatas tanah dengan Hak
Guna Bangunan. Ini dikarenakan asumsi dari BPNhgse dan Pemkot Makassar
bahwa alas hak yang melekat pada tanah di atasmgjakat pula pada seluruh tanah
dibawahnya. Oleh sebab itu PT. Tosan berhak pulagossai tanah dibawah
Lapangan Karebosi tersebut dengan Hak Guna BangdaanHak Guna Bangunan
tersebut diberikan di atas tanah Hak Pengelolaagit®8 pula dengan HMSRS yang

dilekatkan sebagai alas hak pada satuan-satuargéias yang diperjualbelikan
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tersebut, dengan jangka waktu kepemilikan 30 talesuai dengan jangka waktu
HPL nya yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang ROrta

Hal tersebut tampak pada pernyataan Kepala Kantoiafahan setempat
yang menyatakan “ pengertian istilah hak milik ataeah susun bukan hunian tidak
sama dengan istilah hak milik. Istilah hak mililasatrumah susun artinya hak milik
yang dipersamakan dengan kepemilikan rumah sugatusSkepemilikannya tidak
sama dengan kepemilikan atas tanah atau rumabh. Idasana itu bangunan yang
dimiliki tidak melekat dengan tanahnya. Pembelalisenguasasi kios sampai masa
penyerahan 30 tahun kemudian."

Hal ini lah yang dianggap oleh penulis sebagaibt@san unik untuk mengisi
kekosongan hukum atas pengaturan mengenai ruanghbtamah dalam Hukum
Tanah Nasional saat ini. Adalah suatu keputusaranbeyang diambil oleh
Pemerintah Kota Makassar dan Kantor Pertanaharmpateuntuk memutuskan
melekatkan alas hak pada ruang-ruang bawah tamgjadelas hak yang sama atas
bidang tanah yang berada di atasnya, terlebihgddam ada satupun dasar hukum
yang mengatur mengenai hal tersebut dalam HukuraiTBliasional kita.

Sebagai terobosan baru, tentunya keputusan tersed#sih sangat banyak
menyimpan kelemahan-kelemahan dan celah-celah huyamg dapat menjadi
bumerang baik bagi pihak pengelola, investor mawsan/pembeli itu sendiri.

Di sini penulis mencoba untuk menganalisis menggmamberian hak
tersebut, dan mencoba menelaah ulang dengan memhbstkan suatu hak baru
yang berdiri sendiri, yang independen, sebagaiustktk Atas Tanah yang baru
dalam Hukum Tanah Nasional Indonesia.

2.3. ANALISIS HAK ATAS TANAH KAWASAN KAREBOSI

Seperti yang telah diketahui bahwa Kawasan Karepasg semula adalah
merupakan Ruang Publik milik Pemerintah Daerah,tklah berubah fungsi menjadi
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Ruang Privat. Tidak semua masyarakat dapat menggaonga dengan bebas seperti
dahulu dikarenakan perubahan fungsi dari Karelwseandiri.

Keadaan ini dimulai sejak terjadinya revitalisagrdbosi. Dalam revitalisasi
tersebut, Lapangan Sepakbola umum yang sangat tkrasbut, telah beralih
pengelolaannya ( bukan dalam konteks Hak Pengelpiaang semula di kelola oleh
Pemerintah Daerah Kota Makassar kini menjadi diketdeh PT. Tosan Permai
Lestari (TPL).

Dasar pengelolaan tersebut diperoleh setelah PI nighgantongi Hak Guna
Bangunan dari Pemerintah Daerah. Sesuai dengaanfam Kerjasama dengan PT.
Tosan Lestari Permai untuk Mega Proyek Revitalitapangan Karebosi Nomor :
426.23//026/S.PERJA/EKBANG dan Nomor : 074/TPL/XJ20 antara Pemerintah
Kota Makassar dengan PT Tosan Permai Lestari tgriBangun Guna Serah Dalam
Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi tertanggal Gktober 2007, maka
diterbitkanlah sertifikat Hak Guna Bangunan atas&a® T Tosan Permai Lestari.

HGB yang dikuasai oleh PT Tosan Permai Lestarietars termasuk
Lapangan Karebosi dan lahan bawah tanah yang beladawahnya. Oleh PT.
Tosan, dibangunlah kios/lods/Gerai berjumlah 808hbbeserta sarana penunjang
lainnya seperti tempat parkir dan sebagainya.

Setiap kios tersebut diperjualbelikan secara umepa#ta masyarakat dengan
alas hak yaitu Hak Milik Atas Satuan Rumah SusuRM@RS) Non Hunian. Hal ini
ini dapat disimpulkan bahwa HMSRS tersebut dibanduatas tanah dengan Hak
Guna Bangunan. Ini dikarenakan asumsi dari KantertaRahan setempat dan
Pemkot Makassar bahwa alas hak yang melekat padh th atasnya, melekat pula
pada seluruh tanah dibawahnya. Oleh sebab itu B3anT berhak pula menguasai
tanah dibawah Lapangan Karebosi tersebut denganGdaa Bangunan, dan Hak
Guna Bangunan tersebut diberikan di atas tanah P=hkgelolaan. Begitu pula
dengan HMSRS yang dilekatkan sebagai alas hak gstdan-satuan kios/gerai yang
diperjualbelikan tersebut, dengan jangka waktu kejlean 30 tahun, sesuai dengan
jangka waktu HPL nya yaitu 30 tahun dan dapat gggeang 20 tahun.
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Tindakan tersebut tentunya sedikit bertentangargaterkonsepsi Hukum
Tanah Nasional Negara kita. Menurut ketentuan Pdsbindang-Undang Pokok
Agraria, yang dimaksud dengan tanah adalah permuami. Sedangkan hak atas
tanah adalah hak atas permukaan bumi, yaitu bagréentu dari permukaan bumi
yang merupakan satuan yang berbatas dan berdichg@msyaitu dengan panjang dan
ukuran lebar tertentu. Karena sebidang tanah dgudgn dikuasai dengan tujuan
untuk dipergunakan, tidak mungkin untuk keperlupapan jika yang dipergunakan
hanya permukaan bumi itu saja. Maka dalam Pasahdgrpenggunaannya diperluas
meliputi pula sebagian ruang udara diatasnya daagsan tubuh bumi dibawah tanah
yang bersangkutan, terbatas untuk kepentingan kanggung berhubungan dengan
penggunaan tanah (permukaan bumi) yang bersangkBtzang udara dan tubuh
bumi yang dipergunakan itu bukan hak pemegang kesctanah, dan karenanya ia
tidak berhak untuk menyerahkan penggunaannya kepea®y lain, apabila tidak
berikut penggunaan permukaan bumiffa.

Dalam kasus revitalisasi Karebosi, PT. TPL yang sapatkan Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan milik Pemaéri Daerah Makassar,
akhirnya membangun terowongan di bawah lapangael$ar tersebut, berikut lahan
parkir dan petak-petak kios yang berjumlah hingg@ Bios. Terowongan tersebut
merupakan penghubung antara Makassar Trade Cemtgainl Karebosi. Oleh sebab
itu disebut Karebosi Link.

Uniknya, kios-kios tersebut disematkan hak ataalayaitu Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun (HSMRS) Non Hunian. HMSRS iperdian di atas tanah
HGB yang telah diperoleh oleh PT. TPL tersebut.

Dalam perjanjian, tidak disebutkan bahwa PT.TPLgyarendapatkan HGB
yang berhak membangun di bawah tanah Karebosi, aberpula untuk
mengalihkannya, bahkan sampai membuat kios-kiog yhperjualbelikan dengan
HMSRS. Hal ini bukan mengenai kewenangan membamgmiatau mengalihkan

8 HarsonoOp. Cit.,hlm. 463
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tersebut, tetapi mengenai pelekatan haknya, dirhakaatas tanah di bawah tanah
tersebut tetaplah dengan nama HGB dan HMSRS.

Secara teoritis, kembali lagi pada pengertian mearRasal 4 UUPA, pemilik
suatu hak atas tanah dapat menggunakan tanahuenselputi pula sebagian ruang
udara diatasnya dan sebagian tubuh bumi dibawaih tgang bersangkutan, terbatas
untuk kepentingan yang langsung berhubungan denganggunaan tanah
(permukaan bumi) yang bersangkutan. Ruang udara tdaoh bumi yang
dipergunakan itu bukan hak pemegang hak atas tdaahkarenanya ia tidak berhak
untuk menyerahkan penggunaannya kepada orang #oabila tidak berikut
penggunaan permukaan buminya.

Masalah utamanya di sini ialah belum adanya hukositip yang mengatur
mengenai hak atas ruang bawah tanah tersebut niiiigenai alas hak utamanya
maupun yang mengikutinya. PT.TPL dalam hal ini ekfa menggunakan alas hak
yg sama dengan alas hak atas tanah yg beradasdyatgaitu Hak Guna Bangunan,
dan melekatkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susuthapsatuan-satuan ruang
bawah tanah diatas Hak Guna Bangunan tersebut. Mgiika ditilik dari Hukum
Tanah Nasional kita, tidak ada yang mengatur batakaatas tanah yang berada di
atas tanah tidak dapat berlaku pula hingga tandtadahnya, dan dapat diberikan
alas hak yang sama. Namun dengan mempersamakaa &ata atas tanah yang
berada di bawah tanah tersebut dengan hak atdsyang berada diatasnya, terdapat
kelemahan-kelemahan yang dapat menjadi kerugiaertdiri bagi pemegang hak
atas tersebut, diantaranya yaitu :

1. Eksistensi.

Hak atas tanah di bawah tanah yang mengikuti hek tahah di atasnya,
melekat secara utuh. Hal ini berdampak pada keduaaatas tanah yang
berada di bawahnya. Jika hak atas tanah yang bdraatasnya tersebut
berakhir atau musnah karena sesuatu hal, maka#skamah yang berada
di bawahnya pun otomatis akan mengikutinya, denganjadi berakhir
atau musnabh.

2. Penguasaan.
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Hak atas tanah di bawah tanah yang mengikuti hek tahah di atasnya,
mengikuti kemanapun objek atas tanah tersebut iberdal ini
berdampak pada kepemilikan atau penguasaan hataatds yang berada
di bawahnya. Jika hak atas tanah yang berada shyataersebut beralih
kepada pihak lain dengan cara apapun, maka hakaat@s yang berada di
bawahnya pun otomatis akan mengikutinya, denganjatierberalih
kepemilikan atau penguasaannya.

. Jangka waktu.

Hak atas tanah di bawah tanah yang mengikuti hek tahah di atasnya,
baik secara fisik dan yuridis, termasuk mengenaghka waktu. Hal ini
berdampak pada keadaan hak atas tanah yang berbdwahnya. Jika
hak atas tanah yang berada di atasnya tersebutlikigamgka waktu
tertentu dengan waktu-waktu tertentu dan jumlalissattahun tertentu
yang dapat dimintakan perpanjangannya, maka hakatah yang berada
di bawahnya pun otomatis akan mengikutinya, dermgemiliki jangka
waktu yang sama dengan hak atas tanah di atasnya.

. Peruntukan.

Hak atas tanah di bawah tanah yang mengikuti rek tahah di atasnya,
termasuk mengenai perijinan dan peruntukannyairiélerdampak pada
fungsi hak atas tanah yang berada di bawahnyahdikatas tanah yang
berada di atasnya tersebut telah memiliki ijin krguatu peruntukan dan
membatasi untuk peruntukan lainnya, maka hak ateEhtyang berada di
bawahnya pun akan mengikutinya, dengan memiliki dian peruntukan
yang sama.

. Jaminan.

Hak atas tanah di bawah tanah yang mengikuti hek tahah di atasnya,
melekat secara utuh, termasuk mengenai segalatsegaag melekat
padanya. Hal ini berdampak pada keadaan hak atak t@mng berada di
bawahnya. Jika hak atas tanah yang berada di atésrsebut dijaminkan

atau dilekatkan dengan jaminan apapun, termasukdmggungan, maka
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hak atas tanah yang berada di bawahnya pun otoakais mengikutinya,

dengan menjadi ikut serta dijaminkan bersama dergdn atas tanah
diatasnya tersebut.

6. Pemisahan Horizontal.

Hak atas tanah di bawah tanah yang mengikuti hesk tahah di atasnya,
melekat secara utuh, termasuk mengenai tindakas tatah tersebut
dalam hal penjaminan. Hal ini berdampak pada keadi@k atas tanah
yang berada di bawahnya, sehingga tidaklah dimuikgki untuk

menjaminkan secara terpisah hak atas tanah ynagaeii bawah tanah

tanpa beserta dengan hak atas tanah yang beratisaya.

Hal tersebut di atas merupakan beberapa kelemarantymbul jika hak atas
tanah yang dilekatkan pada ruang bawah tanah dipetsan hak nya dengan hak
atas tanah yang berada di atasnya.

Untuk mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan teérdeatas, maka Prof.
Budi Harsono SH telah mencoba mengemukakan ide enendpak baru atas ruang
bawah tanah. Pemikiran tentang pengaturan ruangalbavanah ini telah
dikembangkan oleh Prof. Budi Harsono SH sejak padutahun lalu, dan pernah
diuraikan dalam Rapat kerja di Badan Pertanahaimhais(1992), dalam seminar di
FH UGM (1993), dalam diskusi terbatas dosen-dossurin Agraria di FH Trisakti
(1994) dan kemudian tertuang dalam bukunnya e@&r 1

Produk hukum baru yang ditawarkan oleh Prof Budisbiao yaitu Hak Guna
Ruang Bawah Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Ruaagah Tanah. Hak Guna
Ruang Bawah Tanah (HGRBT) merupakan hak untuk rdmavgah tanah turunan
dari Hak Guna Bangunan (HGB), sedangkan Hak MiliksASatuan Ruang Bawah
Tanah (HMSRBT) merupakan hak untuk satuan-satuamgrbawah tanah atas ruang
susun bawah tanah turunan dari Hak Milik Atas SaRamah Susun (HMSRS).

Berikut penulis mencoba menyampaikan ide dan gagassmgenai kedua hak

tersebut :
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2.3.1. HAK GUNA RUANG BAWAH TANAH (HGRBT)

a. Pengertian Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT)

“Hak Guna Ruang Bawah Tanah adalah hak yang membmmenang

kepada pemegang hak nya untuk menggunakan ruanghbtamah yang

berdimensi tiga, serta menggunakan bagian-bagréenta permukaan bumi

di atasnya, sebagai jalan masuk dan keluar ruamgalbatanah yang

bersangkutan.”

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwagpem HGRBT
bukanlah pemegang hak milik atas bidang tanah dintemgunan tersebut berada
dalam suatu bidang bawah tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakawab&GRBT dapat
terjadi terhadap tanah Negara yang dikarenakantgee pemerintah. Selain itu
HGRBT dapat terjadi di atas sebidang tanah HakkMyiang berada di atasnya
dikarenakan adanya perjanjian yang berbentuk aktentara pemilik tanah yang
bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh HGRByang bermaksud
menimbulkan hak tersebut.

HGRBT dapat beralih dan dialihkan kepada pihak &rta dapat dijadikan
jaminan hutang. Dengan demikian, maka sifat-siéat IGRBT adalah:

1. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di batsaah yang
bukan miliknya sendiri, dalam arti dapat diatas afafiNegara ataupun
tanah milik orang lain;

2. Jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang;

3. Dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain;

4. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebanitiiaggungan.

b. Subyek dan Obyek HGRBT
Hak Guna Ruang Bawah Tanah dapat dipunyai olely&Mdegara Indonesia
maupun badan hukum yang didirikan menurut hukuroredia dan berkedudukan di

Indonesia. Hal tersebut disesuaikan dengan menpgada pengaturan mengenai
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HGB, dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokokarey Pada ayat (2)
dijelaskan bahwa:
“Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak GunayBsan dan tidak
lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalanh @yaPasal ini, dalam
jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengailithak itu kepada

pihak lain yang memenuhi syarat”.

Ketentuan ini berlaku pula bagi HGRBT, dan berlgkga bagi pihak lain
yang memperoleh HGRBT jika ia tidak memenuhi syayarat tersebut. Jika
HGRBT yang bersangkutan tidak dilepaskan atau hdiah dalam jangka waktu
tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengantkan bahwa hak-hak pihak
lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuag yhtetapkan dengan peraturan
pemerintah.

Mengenai tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guaag Bawah Tanah,
dapat mengacu pada peraturan mengenai HGB yariy dedtur dalam UUPA dan
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Glaka Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Bila mengada [fasal 37 UUPA dan
diterapkan pula pada HGRBT, maka dapat disimpulkahwa HGRBT dapat
diberikan di atas tanah Negara yang didasari ppagtdari pemerintah. Selain itu
HGRBT juga dapat diberikan di atas tanah Hak Mibikrdasar pada adanya
kesepakatan yang berbentuk otentik antara pemdikaht dengan pihak yang
bermaksud menimbulkan atau memperoleh HGRBT tetsebu

Melihat pada ketentuan Pasal 21 PP No.40 Tahun,1®8&a tanah yang
dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalabhThlegara; Tanah Hak
Pengelolaan; dan Tanah Hak Milik. Dengan demikiapad disimpulkan dan
diterapkan pula pada HGRBT, bahwa obyek dari HGRigfalah Tanah Negara,
tanah hak pengelolaan dan tanah Hak Milik daricese).

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



119

C. Jangka Waktu Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT)
Dapat diatur dalam Undang-Undang mengenai janghdutdGRBT, bahwa

Hak Guna Ruang Bawah Tanah diberikan untuk jangiktwitertentu dan dapat

diperpanjang untuk jangka waktu tertentu pula.

Atas kesepakatan antara pemegang HGRBT dengan peqétpk Milik,
HGRBT atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengamberian HGRBT baru
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat A&tealT dan hak tersebut wajib
didaftarkan.

Adapun syarat-syarat untuk dapat diperpanjang madjperbaharui HGRBT

tersebut dapat diatur sebagai berikut, antaraykitu:

a.

Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai d&agdaan, sifat dan
tujuan pemberian hak tersebut;

Syarat-syarat pemberian hak, dipenuhi dengan belikpemegang hak;
Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegigng

Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tatey Rviéayah yang
bersangkutan.

d. Hapusnya Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT)
Ketentuan mengenai hapusnya HGRBT dapat diatugaebarikut :
HGRBT hapus karena:

1.
2.

N o o R~ W

Jangka waktunya telah berakhir;

Dihentikan sebelum waktu berakhir karena salah satarat tidak
terpenuhi;

Dilepaskan oleh pemegangnya sebelum jangka wakékibie;

Dicabut untuk kepentingan umum;

Tanah tersebut ditelantarkan;

Tanah itu musnah;

Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang wsebejangka
waktunya berakhir karena:
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1). Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegdrak dan/atau
dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana didalaam Pasal
12, Pasal 13, dan/ atau Pasal 14;

2). Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaukum yang
tetap;

2.3.2. HAK MILIK ATAS SATUAN RUANG BAWAH TANAH (HMSRBT)

a. Pengertian Ruang Susun Bawah Tanah

Pengertian Ruang Susun Bawah Tanah adalah bangaman bertingkat-
tingkat secara vertikal ke bawah tanah, yang dibamalam suatu lingkungan yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan reeftangsional, baik dalam arah
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuamasayang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutamduluntempat hunian, yang
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersantartznbersama.

Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa Ruang Susamvdh Tanah yaitu
bangunan bertingkat yang distrukturkan secara fangkdi bawah tanah dalam arah
horizontal dan vertikal yang terbagi dalam satuanen yang masing-masing jelas
batas-batasnya, ukuran dan luasnya, yang dapalikilidan dihuni secara terpisah,
ada bagian bersama dari bangunan tersebut, sexda Ibersama dan tanah bersama
dimana di bangun ruang susun bawah tanah yang&aitat dan fungsinya harus
digunakan dan dinikmati bersama dan tidak dapailiireecara perorangan.

Peruntukan ruang susun bawah tanah yang diaturlsldang-Undang dapat
dinyatakan untuk tidak semata-mata bagi hunian, sa@n tetapi juga untuk
keperluan lain, misalnya pertokoan, perkantoran,ld-lain.

b. Satuan Ruang Bawah Tanah
Satuan ruang bawah tanah adalah bagian yang utaminsistem ruang susun
bawah tanah yang tujuan utama peruntukannya digunakcara terpisah sebagai

tempat hunian atau keperluan lainnya, dengan symeats mempunyai sarana
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penghubung ke jalan umum, sehingga pemilik satuemg bawah tanah bebas
menggunakan unit miliknya tanpa harus mengganggu atelalui satuan ruang

bawah tanah milik orang lain. Satuan ruang bawaahtanerupakan dimensi volume
ruang tertentu yang mempunyai batas-batas yang. j8latas-batas satuan ruang
bawah tanah sebagaimana tidak selalu dibatasi diteting (imaginer), dalam hal

dibatasi oleh dinding, batas-batasnya adalah pexarubagian dalam dari dinding
pemisah, permukaan bagian bawah dari langit-lastgiktur, permukaan bagian atas
dari lantai struktur.

Selain itu, pengembang diberi kebebasan atau pgluatuk menentukan
batas-batas dari satuan ruang bawah tanah dapapabeéinding permanen atau
tembok, maupun dinding vertikal maya asalkan digdstuktur dan langit-langit
struktur tidak menjadi pemilikan perseorangan. fegesuatu yang berkaitan dengan
struktur harus menjadi bagian bersama karena jisjadi milik perseorangan akan
ada akses terhadap keamanan gedung secara keapluDdgéimgan kata lain, batas atas
(atap) dan batas bawah (lantai) dari setiap bamgumaah susun atau apartemen
harus jelas akan tetapi batas samping tidak habadadi oleh dinding namun harus

diberi garis batas yang jelas yang ditarik secaréikal dan tidak dapat dihapus.

C. Tanah Bersama

Tanah Bersama adalah tanah yang digunakan atas lalsakepemilikan
bersama untuk pemakaian bersama secara tidakaerpeng di dalamnya berada
ruang susun bawah tanah dan fasilitas-fasilitashya ditetapkan batas-batasnya
dalam persyaratan ijin bangunan. Berbeda dengarahrusnsun yang ditetapkan
bahwa rumah susun hanya dapat dibangun diatas\yanghdikuasai dengan Hak
Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negtau Hak Pengelold&n
maka ruang susun bawah tanah hanya dapat dibangatasd Hak Guna Ruang
Bawah Tanah (HGRBT), Hak Pakai atau Hak Pengelol@tatus hak atas tanah

89IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 198htang Rumah Susun, Pasal 7.
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tersebut diatas sangat\imenentukan dapat tidakrsgrseng memiliki hak milik atas
satuan ruang bawah tanah.

Mengingat penyelenggara pembangunan (Pengembangd panumnya
adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan huokaka, tanah bersama itu akan
bersertipikat induk Hak Guna Ruang Bawah Tanah yaminya Hak Guna Ruang
Bawah Tanah tersebut tidak dipecah tetapi akarridieéerangan bahwa Hak Guna
Ruang Bawah Tanah tersebut telah melahirkan bebaegipikat Hak Milik Satuan
Rumah Susun (HMSRS).

d. Bagian Bersama

Yaitu bagian dari ruang susun bawah tanah yandillireeécara tidak terpisah
untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi desagaan ruang bawah tanah.
Bagian bersama ini dapat dibedakan dalam 2 kategotu:

i. Yang merupakan struktur bangunan pada ruang suawahbtanah
seperti pondasi, kolom, sloop, balok, koridor smlasatap, lobby,
dinding struktur, shaft, jalan masuk dan keluagng untuk umum,
serta pintu dan tangga darurat;

il. Yang bukan merupakan struktur bangunan pada ruasgnsbawah
tanah, seperti lift penumpang, lift barang, alabhgegiah kebakaran,
lampu penerangan lingkungan, perlengkapan elektiiealengkapan
komunikasi dan keamanan, sistem instalasi jaridigaik, plumbing,

cctv, tata suara, tata udara, pipa-pipa saluraoeagih dan kotor, dll.

e. Benda Bersama

Dalam rumah susun, dikenal Benda Bersama adalalkdabgang tidak
merupakan bagian bersama dari rumah susun tetdgiate diatas tanah bersama
yang dimiliki dan dinikmati bersama secara tidakpigah dari satuan rumah
susunnya, misalnya: pagar lingkungan, taman daantan, pos keamanan, pelataran
parkir, tempat pembuangan sampah, tempat ibadatpatebermain, fasilitas olah

Universitas Indonesia

Penerapan hak..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FHUI, 2012



123

raga dan rekreasi, saluran pembuangan air hujanyrsiesapan, ramp, kolam renang
dan lain-lain yang sifatnya terpisah dari struldangunan rumah susun.

Sedangkan dalam ruang susun bawah tanah, haluedsgtat pula dimaknai
lain. Istilah benda bersama dalam pengertian rusnabn dimana disyaratkan bahwa
tidak merupakan bagian bersama tetapi terletak pakh bersama, dalam ruang
susun bawah tanah dapat menyatu dengan bagianmaedspat pula tidak. Dengan
kata lain, dikarenakan berada dalam tanah, makdableersama sebagian besar akan
dibangun dalam bangunan ruang susun bawah tanaéntliri seperti kolam renang,
tempat ibadah, dan fasilitas lainnya, tetapi tidaenutup kemungkinan pula
dibangun terpisah dengan bangunan induknya, asaikaih berada dalam area tanah
bersama.

Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasijt&siakapasitas yang
memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordiaasiintuk dapat memberikan
keserasian lingkungan guna menjamin keamananarkel@ikmatan para penghuni
maupun pihak-pihak lain, dengan memperhatikan &esshn, keseimbangan dan

keterpaduarn’

f. Pertelaan

Pertelaan adalah penjelasan dalam bentuk uraian gdnbaran yang
menjelaskan batas masing-masing satuan ruang btamam, baik batas vertical
maupun horizontal, bagian bersama, benda bersamah bersama serta uraian Nilai
Perbandingan Proporsional (“NPP”) masing-masinguasatruang bawah tanah
dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataardyakigkan dengan pembuatan
akta pemisahan. Dengan demikian, pertelaan bemsamg rincian mengenai batas-
batas yang jelas dari setiap unit satuan ruang baarah, yang merupakan bagian
tertentu dari suatu gedung, termasuk bagian bersaerada bersama, dan tanah
bersama beserta uraian NPP yang dibuat dan disesuwai dengan ketentuan dalam

peraturan ruang susun bawah tanah. Pertelaan ybogt dleh Pengembang atau

9 bid, Pasal 21.
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konsultan yang ditunjuk oleh Pengembang dapat rdenjanjadi dasar perhitungan
NPP dan merupakan salah satu syarat untuk pengesaktaapemisahan ruang susun
bawah tanah setelah ditetapkan dalan aturan pergadeadangan yang jelas.
Pertelaan harus disahkan oleh Pemerintah Daerajkatinl (Pemda Tk. II),
khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakdisahkan oleh Gubernur melalui
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Pertelaan sangat penting, karena
merupakan titik awal dimulainya proses pembuatanSRET. Dari pertelaan inilah
nantinya akan lahir satuan-satuan ruang bawah tgaay terpisah secara hukum

yang dituangkan dalam akta pemisahan.

g. Akta Pemisahan

Pemisahan ruang susun bawah tanah atas satuanb@aal tanah (per unit)
dilakukan dengan Akta Pemisahan yang bentuk dagasiapat ditetapkan dengan
suatu peraturan tersendiri mengacu pada Peratugpal& Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2, tahun 1989 tentang Bentuk dare T@ara Pengisian serta
Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

Akta Pemisahan ini selanjutnya harus disahkan @&emerintah Daerah
Tingkat 1, dan khusus untuk wilayah DKI Jakartaatikan oleh Gubernur. Setelah
disahkan, guna memenuhi syarat publisitas, aktsehet wajib didaftarkan pada
Kantor Pertanahan setempat sebagai dasar bagibganesertifikat HMSRBT
dengan melampirkan:

a. Sertipikat hak atas tanah bersama,;

b. ljin layak huni (ILH);

c. ljin mendirikan bangunan (IMB)

d. Warkah-warkah lainnya.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengegiadalah mengajukan
penerbitan sertifikat HMSRBT atas nama pengembamg ylikeluarkan oleh Kantor

Badan Pertanahan Nasional.
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h. Nilai Perbandingan Proporsional

Nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yaegumukkan besarnya
hak dan kewajiban dari pemegang Hak Milik Atas 8atiRuang Bawah Tanah
terhadap hak-hak bersamanya. Besarannya dihitudgdsrkan luas dan nilai satuan
ruang bawah tanah terhadap jumlah luas bangunanndt ruang susun bawah
tanah secara keseluruhan pada waktu pengembargnpesekali memperhitungkan
biaya pembangunan secara keseluruhan untuk mea@nh#icga jualnya. NPP juga
mencerminkan adanya kewajiban pemilik untuk atasyebi pemeliharaan dan
perbaikan bersama yang akan dibebankan kepadailpata$ tanah bersama, benda
bersama dan bagian bersama, contohnya biaya bupsrmawatan atau maintenance
fee atau biaya renovasi yang biasanya terjadi bpbhdahun sekali atau perpanjangan
hak atas tanah-bersama. Sebaliknya NPP juga digan#ta diperoleh aliran dana
masuk. Kasus yang ekstrim jika bangunan yang adiahstidak layak digunakan dan
seluruh pemilik sepakat untuk menjual keseluruhasetadi areal rumah susun
tersebut. Masing-masing pemegang hak milik atasiasatrumah susun akan
memperoleh bagian sebesar proporsi yang disebutledaam NPP dari jumlah
keseluruhan uang yang diterima dari hasil penjualan

Dasar perhitungan NPRPP = LuasSatuan Ruang Bawah Tanahi00% Total

Luas Ruang Susun Bawah Tanah

I. ljin Layak Huni

Izin Layak Huni adalah ijin yang diberikan PemeaimtDaerah kepada orang
atau badan usaha yang membangun rumah susun, kiongomruang susun bawah
tanah atau bangunan bertingkat rendah, sedangraan yang diperuntukkan bagi
tempat hunian atau kegiatan usaha.

ljin Layak Huni diterbitkan oleh Pemerintah Daeraktelah diadakan
pemeriksaan terhadap ruang susun bawah tanah ygag selesai dibangun
berdasarkan persyaratan dan ketentuan perijinag tgdah diterbitkan. Dengan kata
lain, ljin Layak Huni tersebut baru dapat diterbitkapabila pembangunan ruang

susun bawah tanah telah selesai dibangun dan pgomemya telah sesuai dengan
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ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditentukam dign Mendirikan Bangunan
yang telah diterbitkan.

Permohonan ljin Layak Huni dapat mengacu pada UdB®&an tambahan
Rekomendasi dari berbagai Dinas atau pihak yangob®eten mengenai ruang
bawah tanah, seperti Dinas Tata Kota dan Lingkungan disampaikan kepada
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengaammetkan:

a. Fotocopi ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yanglégalisasi;

b. Rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran;

c. Rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)

d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

e. Fotocopi ljin Gangguan sesuai dengan ketentummg yberlaku yang

dilegalisasi;

f. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan MokilRanduduR®

g. Rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Lingkungan

ljin Layak Huni merupakan salah satu persyaratargyearus dipenuhi oleh
Pengembang untuk penerbitan setifikat HMSRBT atasg susun bawah tanah yang
bersangkutan.

J- Perhimpunan Penghuni Ruang Susun Bawah Tanah Hunian

Didalam ruang susun bawah tanah terdapat pemiligarorangan dan
pemilikan bersama atas bagian bersama, benda lwersiam tanah bersama sesuai
dengan nilai perbandingan dan proporsionalnya. @klena itu, Undang-Undang
dapat mewajibkan para penghuni ruang susun bawah taunian untuk membentuk
Perhimpunan Penghuni yang berkedudukan sebagan badaum dan bertanggung
jawab untuk mengurus kepentingan bersama para igetaih penghuni ruang susun
bawah tanah. Pembentukan Perhimpunan Penghuniukiiakdengan pembuatan
akta notaris mengenai Anggaran Dasar dan AnggatemaR Tangga Perhimpunan

Penghuni yang telah disahkan dalam Rapat Umum rmpuman Penghuni. Akta

o IndonesialUndang-undang Tentang Rumah Syduid No. 16 Tahun 1985, LN No. 75
Tahun 1985, TLN No. 3318, Pasal 4 ayat (2).
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tersebut kemudian dimintakan pengesahannya kepaplatiBValikotamadya Kepala
Daerah Tingkat Il, untuk DKI Jakarta oleh Gubernur.

Anggota pengurus Perhimpunan Penghuni dipilih Isnd@an asas
kekeluargaan oleh dan dari anggota PerhimpunanhRangnelalui rapat umum
Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakan untukrlkem tersebut. Pengurus
Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkan asas kafgdan oleh dan dari anggota
Perhimpunan Penghuni, yang sekurang-kurangnyaitdedi seorang Ketua, seorang
Sekretaris, seorang Bendahara, dan seorang Pendpemgelolaan. Hal ini dapat
mengacu kepada Pasal 57 PP No. 4 Tahun 1988.

Tugas pokok Perhimpunan Penghuni:

a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah dayayug
disusun oleh pengurus dalam rapat umum PerhimpRBeaghuni;

b. Membina para penghuni ke arah kesadaran hiduprbargang serasi,
selaras dan seimbang dalam ruang susun bawah tdaah
lingkungannya;

c. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yangntern dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. Menyelenggarakan tugas-tugas administratif pengm;ni

e. Menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pdageitam
pengelolaan ruang susun bawah tanah dan lingkuggann

f. Menyelenggarakan pembukuan dan administratif kearangecara
terpisah sebagai kekayaan Perhimpunan Penghuni;

g. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang tékthpkan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Taﬁ’éga.

Setelah melihat uraian mengenai Hak Guna Ruang Bawaah (HGRBT)
dan Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah (HMSRE&Tsebut di atas, dan

melihat beberapa kelemahan yang timbul jika mengkam hak atas tanah yang

92 Indonesiaop. cit.,Pasal 59.
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sama pada hak atas tanah yang berada di atas Hasdsatanah yang berada di
bawah tanah di bawahnya, maka dapat dirumuskanrdm@bekeunggulan jika
menggunakan hak atas tanah yang terpisah ataudbefz&la ruang bawah tanah
dengan hak atas tanah di atasnya, seperti halnygBAIGan HMSRBT. Keunggulan
tersebut diantaranya :
1. Eksistensi.
Hak atas tanah di bawah tanah yang terpisah denglaratas tanah di
atasnya, tidak melekat secara utuh. Hal ini memkadtia hak tersebut
berdiri sendiri secara terpisah. Jika hak atashtgaag berada di atasnya
tersebut berakhir atau musnah karena sesuatu la&h mak atas tanah
yang berada di bawahnya tidak akan terpengaruhagesigtus hak atas
tanah yang berada di atasnya tersebut, dengan dittakatis menjadi
berakhir atau musnah, karena masing-masing memd&s$ar yang
berbeda.
2. Penguasaan.
Hak atas tanah di bawah tanah yang terpisah dehglratas tanah di
atasnya, tidak akan mengikuti kemana pun objek &iaah tersebut
beralih. Hal ini berdampak pada kepemilikan atamgp@saan kedua hak
atas tanah tersebut. Jika hak atas tanah yangabdreatasnya tersebut
beralih kepada pihak lain dengan cara apapun, rakatas tanah yang
berada di bawahnya tetap pada penguasaan atau ikkperatas yang
berhak olehnya, dan tidak menjadi beralih kepemnlik atau
penguasaannya mengikuti hak atas tanah di atasnya.
3. Jangka waktu.
Hak atas tanah di bawah tanah yang terpisah dehglratas tanah di
atasnya, terpisah baik secara fisik dan yuridisnasuk mengenai jangka
waktu. Hal ini berdampak pada keadaan kedua haktateh tersebut.
Jika hak atas tanah yang berada di atasnya tensedniliki jangka waktu
tertentu dengan waktu-waktu tertentu dan jumlalissattahun tertentu

yang dapat dimintakan perpanjangannya, maka begita dengan hak
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atas tanah yang berada di bawahnya. la memilikgkanwvaktu yang
berbeda dan atas dasar yang berbeda pula dengamatdésmkanah di

atasnya.

. Peruntukan.

Hak atas tanah di bawah tanah yang terpisah denglaratas tanah di
atasnya, terpisah pula termasuk mengenai perijd@an peruntukannya.
Hal ini berdampak pada fungsi kedua hak atas teerabkbut. Jika hak atas
tanah yang berada di atasnya tersebut telah menjihkuntuk suatu
peruntukan dan membatasi untuk peruntukan lainmgka hak atas tanah
yang berada di bawahnya pun demikian. la memijikidan peruntukan
yang berbeda pula dengan tanah yang berada dyatasn

. Jaminan.

Hak atas tanah di bawah tanah yang terpisah dehglratas tanah di
atasnya, tidak melekat secara utuh, termasuk meng&yala sesuatu
yang melekat padanya. Hal ini berdampak pada keakledua hak atas
tanah tersebut. Jika hak atas tanah yang beradatadnya tersebut
dijaminkan atau dilekatkan dengan jaminan apap@mmndsuk hak
tanggungan, maka hak atas tanah yang berada dihbgavdidak akan
otomatis mengikutinya, dengan menjadi ikut serfandinkan bersama
dengan hak atas tanah diatasnya tersebut, melaietam berdiri sendiri
tanpa dilekatkan jaminan apapun.

. Pemisahan Horizontal.

Hak atas tanah di bawah tanah yang terpisah dehaglaratas tanah di
atasnya, tidak melekat secara utuh, termasuk mangedakan atas tanah
tersebut dalam hal penjaminan. Hal ini berdampakapeeadaan kedua
hak atas tanah tersebut, sehingga dimungkinkankuntanjaminkan
secara terpisah hak atas tanah yang berada di lawah tanpa beserta

dengan hak atas tanah yang berada di atasnyauataeapaliknya.
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Melihat dari banyaknya keunggulan dari dipisahk@anhak atas tanah ruang
bawah tanah dengan hak atas tanah yang beradaashyati dan banyaknya
kelemahan dari dipersamakannya hak atas tanah hswgh tanah dengan hak atas
tanah yang berada di atasnya, dan seiring dengseinya perkembangan jaman
disertai semakin berkurangnya lahan atas tanaha miatsa cukup mendesak untuk
segera menerbitkan undang-undang mengenai hak-tesk raang bawah tanah
tersebut. Beberapa hak atas tanah baru mengemng lbasvah tanah yang dirasa telah
cukup memadai untuk segera diterbitkan ialah HakaGRuang Bawah Tanah
(HGRBT) dan Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Ta(tallSRBT)
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BAB IIi
PENUTUP

1. SIMPULAN
Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penutisyimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Tanah Nasional belum diatur secara jglangenai ruang bawah
tanah, terutama hak atas ruang bawah tanah yaraf dgpdikan dasar atas
ruang-ruang bawah tanah yang mulai bermunculan efiefapa daerah di
Indonesia. Sejauh ini, pengaturan mengenai ruamgalbadanah masih sangat
abstrak dan tersebar di beberapa peraturan pergaclamdangan dengan tidak
memperinci khusus mengenai ruang bawah tanah dienatas ruang bawah
tanah, dan hanyalah dapat menjadi dasar mengenauinya hak atas ruang
bawah tanah dan pengaturan mengenai ruang bawah tamnya. Beberapa
peraturan yang ada antara lain Undang-Undang PAko#&ria, Undang-Undang
Penataan Ruang, Undang-Undang Lingkungan Hidupatwbndang Analisis
Dampak Lingkungan, Undang-Undang Bangunan Gedundakg-Undang Tata
Pengaturan Air, maupun dalam PP No. 25 Tahun 2080genai Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Oleh karena itu perlunya Undang-undang baru sebagdah bagi hak-
hak atas tanah yang akan muncul mengenai ruanghizawah di masa yang akan
datang. Seiring dengan pesatnya perkembangan jadisertai semakin
berkurangnya lahan atas tanah, maka dirasa cukupdesak untuk segera
menerbitkan undang-undang mengenai hak-hak atag hevah tanah tersebut.
Beberapa hak atas tanah baru mengenai ruang bamah yang dirasa telah
cukup memadai untuk segera diterbitkan ialah HakaGRuang Bawah Tanah
(HGRBT) dan Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Ta(talSRBT).
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Dengan tidak adanya peraturan yang jelas mengeaagrbawah tanah terutama
mengenai hak yang dapat dilekatkan pada ruang btamah, maka pada Kasus
Karebosi Link, pihak Pemerintah Daerah dan Kantertdhahan setempat
memilih untuk melekatkan hak atas tanah yang saad@ puang bawah tanah
dengan hak atas tanah yang berada di atasnya. Rakm tersebut, dikarenakan
tanah diatasnya merupakan tanah Hak Pengelolaak pgmerintah Daerah
Makassar yang di atasnya diberikan Hak Guna Bamglepada pihak swasta
(PT. Tosan Permai Lestari), maka hak atas tanhawlah nya pun mengikuti hak
atas tanah di atas nya yaitu Hak Guna Bangunagademak lain yaitu Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun pada satuan-satuan kesitg diperjualbelikan
secara umum kepada masyarakat, dengan jangka yaikfusama dengan jangka
waktu Hak Guna Bangunan yang menjadi dasar utamgaita 30 tahun.
Keputusan untuk melekatkan hak atas tanah yang padsruang bawah
tanah dengan hak atas tanah yang berada di atasayaliki banyak kelemahan
dibandingkan dengan memisahkan hak atas tanahaaydag berada di bawah
tanah dengan hak atas tanah yang berada di ataemgati melekatkan Hak Guna
Ruang Bawah Tanah pada tanah yang berada di bamah,tdan Hak Guna
Bangunan untuk tanah yang berada di atasnya, atabpk-hak atas tanah
lainnya. Kelemahan tersebut antara lain terlih&rdenal Eksistensi, Penguasaan,

Jangka Waktu, Peruntukan, Penjaminan dan Pemis#tréazontal.

SARAN
Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah dis&apai Penulis

menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar segera disusun peraturan perundang-undangargema ruang
bawah tanah dan hak atas ruang bawah tanah untuigak@modir
berbagai keperluan mengenai hak atas ruang bawah tgang saat ini
mulai muncul di beberapa daerah dan diperkirakaan akerus muncul
seiring dengan perkembangan jaman, teknologi, ddertkatasan lahan

untuk berbagai keperluan.
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2. Jika peraturan perundang-undangan nasional beldwmerielk dan suatu
pembangunan akan ruang bawah tanah telah mendeatk landasan
hukum atas ruang bawah tanah yang sedang dibamgaka dapat
dimungkinkan dibuatnya Peraturan Daerah yang disogeh Pemerintah
Daerah setempat yang isinya dapat mengakomodir enandhak atas
ruang bawah tanah tersebut. Hal ini berdasarkan atmtndang
Otonomi Daerah yang menyimpulkan bahwa urusan mentn dewasa
ini tidak lagi hanya menjadi kewenangan pemerimgakat, namun telah
bergeser dan dapat menjadi kewenangan pemerintalahdanasing-
masing.

3. Atas ruang-ruang bawah tanah yang telah ada dah tklekatkan hak
atas tanah yang sama dengan hak atas tanah yaadabdr atasnya,
dapatlah menjadi pelajaran tersendiri dan masukarg yoerharga bagi
Hukum Tanah Nasional, dengan memperhatikan perkegaa dan
dampak baik secara langsung maupun tidak langsengenai pemberian
hak atas tanah pada ruang bawah tanah yang dipgtaandengan hak
atas tanah yang berada di atasnya tersebut, sahoiggemudian hari
dapat menyempurnakan khasanah hukum baru mengesag hawah

tanah yang akan ada.
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